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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamduliflahilladzi bi nimatihi tatimmush sholihat, Segala Puji bagi Allah Ta‘ala Rabb
Semesta Alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Pemimpin para Nabi dan
Rasul, Nabi kita Muhamad Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Amma badu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 merupakan satu dari komitmen konkret kami dalam
menjalankan amanah pertanggungjawaban sebagai pelayan masyarakat berihél capain kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupatgn Lor'nbok Tengah dalam lingkup satu
tahun.

Dengan mengharapkan pertolongan Allah Ta‘ala pula, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan upaya terbaik agar laporan ini
selesai tepat waktu dan dapat menyajikan informasi yang memadai atas capaian kinerja dan
realisasi anggaran pada program kerja/kegiatan pada Tahun 2023. Meskipun demikian, kami
menyadari bahwa Laporan Kinerja ini memerlukan sejumiah sentuhan perbaikan di masa yang
akan datang. Betapa besar harapan kami, Laporan Kinerja ini menjadi informasi yang berimbang
dan objektif terhadap capaian pembangunan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, dan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang
serta memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good and clean governance.

Akhir Kata, kami sampaikan apresiasi kepada semua jajaran di Dinas Pekerjaan Umum dap
Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, khususnya Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyusunan laporan ini.

¢

#

Praya, 31 Januari 2024
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LKj-IP DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2023 merupakan capaian kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah
selama satu tahun dari bulan Januari hingga Desember 2023. Penyusunan laporan ini
didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah serta didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan
Kinerja Tahun 2023 ini tidak lepas dari Rencana Strategis (Renstra) DPUPR Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2021-2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2023.

Dalam rangka menunjang urusan tersebut maka DPUPR Kabupaten Lombok Tengah
pada Tahun 2023 berupaya mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dengan
Bupati Lombok Tengah, dalam bentuk pelaksanaan 8 (delapan) program dengan alokasi
Belanja sebesar Rp. 141.243.137.983,-, APBD Pergeseran mendapat tambahan dana
sebesar Rp. 3.146.177.000,- dan APBD Perubahan sebesar Rp. 4.948.561.529,- sehingga
total alokasi belanja sebesar Rp. 149.337.876.512,- (Seratus empat puluh sembilan
miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima
ratus dua belas rupiah). Adapun realisasi keuangan pada tahun 2023 mencapai 96,94 %
dan realisasi fisik pada capaian angka 98,38 %, sehingga tingkat efisiensi yang dicapai adalah
sebesar 101,49 %.

Adapun realisasi capaian organisasi DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

berdasarkan pemilahan programnya, sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, dengan
realisasi keuangan dan fisik pada angka 94,85 %, dan tingkat efisiensi mencapai
100%

b.  Program Penyelenggaraan Jalan, dengan realisasi keuangan 94,35 % dan realisasi
fisik pada angka 97,81 %, dan tingkat efisiensi 103,66%

C. Program pengelolaan sumber daya air, dengan realisasi keuangan 99,11 % dan
realisasi fisik pada angka 99,57 %, dan tingkat efisiensi 100,46%

d. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan realisasi keuangan 99,93 %
dan realisasi fisik pada angka 99,93 %, dan tingkat efisiensi 103%

e. Program Penataan Bangunan Gedung, dengan realisasi keuangan 97,47 % dan

realisasi fisik pada angka 99,86 %, dan tingkat efisiensi 102,45%
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f. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan
realisasi keuangan 99,15 % dan realisasi fisik pada angka 99,30 %, dan tingkat
efisiensi 100,15%;

g. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan realisasi
keuangan 99,92 % dan realisasi fisik pada angka 99,86 %, dan tingkat efisiensi
99,93%; dan

h.  Program penataan bangunan dan lingkungannya, dengan realisasi keuangan 99,84

% dan realisasi fisik pada angka 99,96 %, dan tingkat efisiensi 100,13%;

Adapun pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 yang telah

direvisi, dilampirkan sebagai berikut:

Realisasi 2023
Indikator kinerja
Pencapaian Target Kategori
Persentase jalan dalam kondisi mantap Tidak Mencapai Baik
— = Mencapai . .
Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik . Baik sekali
(Melampaui)
. Mencapai . .
Tersedianya Bangunan Gedung yang Andal (Melampaui) Baik Sekali
L Mencapai . .
Indeks Kinerja Irigasi (Melampaui) Baik Sekali
Persentasg Pe_nduduk yang dilayani dengan akses terhadap Mencapal_ Baik Sekali
pasokan air minum (Melampaui)
. 4 Sangat
Cakupan Pelayanan SPALDS Tidak Mencapai K
urang
Cakupan Pelayanan SPALDT Tidak Mencapai Sangat
Kurang
Persentase Penyusunan materi teknis RTR Mencapai Baik
Jumlah Perda dan Perkada Tidak Mencapai Sangat
Kurang
Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang Mencapal_ Baik Sekali
(Melampaui)
Jumlah lokasi KKPR yang dinilai Tidak Mencapai Baik
; . - . Sangat
Jumlah pengaduan yang ditangani Tidak Mencapai Kurang
Total:
Pencapaian Target
a. Mencapai : 6
b. Tidak Mencapai: 6
Kategori:
a. Baik sekali: 5
b. Baik: 3
c. Sangat kurang: 4

Keberhasilan pencapaian kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023
tidak terlepas dari beberapa faktor di antaranya: (1) Koordinasi antar Pimpinan dan Unit untuk
mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2023 dan DPA DPUPR Tahun
2023, (2) Dukungan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang terkena dampak

kegiatan sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan, (3) Kolaborasi dan koordinasi yang baik
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antara pihak DPUPR dengan mitra eksternal; (4) Tersusunnya pedoman teknis dan SOP; dan
(5) Kompetensi SDM Pelaksana Sub Kegiatan dan Program.

Dan sejumlah hal, yang menjadi aspek-aspek penghambat yang perlu untuk dipikirkan
bersama, diantaranya: (1) Dinamisnya regulasi dan pedoman yang mempengarubhi, baik secara
langsung atau tidak terhadap keberhasilan program, (2) Ketersediaan basis data yang belum
terbangun di sejumlah indikator, (3) Proses transisi dan adaptasi terhadap kebijakan yang
mempengaruhi proses pencapaian kinerja, (4) Tahapan pelaksanaan beberapa program dalam
penacapaian kinerja sangat dipengaruhi dalam tahapan lain yang harus diselesaikan terlebih
dahulu, misal Indikator Jumlah Perda dan Perkada yang tidak bisa tercapai karena
penyelesaian Perda RTRW Kabupaten Lombok Tengah harus menyesuaikan dengan RTRW
Propinsi yang hingga tulisan ini disusun, belum ditetapkan status Perda-nya, (5) Adanya
perbedaan Sasaran dan Indikator Kinerja pada Renstra, IKU Tahun 2023 yang telah direvisi
dan formula/satuan perhitungan dalam Nomenklatur pada Kepmendagri 900.1.15.5-1317
Tahun 2023.

Namun, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah telah menyiapkan sejumlah langkah dalam
rangka perbaikan dan penyempurnaan kinerja. Diantaranya secara ringkas: (1)
Menginternalisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dievaluasi untuk pencapaian
sasaran kinerja pada review Renstra, Indikator Kinerja (IKU) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja,
dan Indikator Kinerja Individu (IKI), (2) Mengevaluasi penyelarasan kebutuhan jabatan
terhadap pencapaian IKU, (3) Menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi dan latar
belakang pendidikan tehadap pencapaian kinerja, (4)Menyusun dan mendorong Unit
Pelaksana Bidang untuk menyusun Program Penyusunan Database Programnya, dan (5)
Melakukan dan meningkatkan inovasi yang efisien, misalnya penggunaan Google Form dalam
hal pengaduan Online Layanan Irigasi dengan mengoptimalkan penyebaran Juru Pengamat

Air dalam penyebaran informasi.
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BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Lombok Tengah
I.1.1 Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 75 tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, dan Peraturan
Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok
Tengah.

I.1.2 Kedudukan dan Susunan Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan
Bidang Pertanahan. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok
Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

I.1.3 Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
1. Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Bina Marga membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Cipta Karya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Penataan Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5

. Unit Pelaksana Teknis.
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I.1.4 Tugas dan Fungsi

I.1.4.1 Kepala Dinas
A. Tugas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,
melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan
Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

B. Fungsi
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan
penetapan kinerja Dinas;
b. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana kegiatan dan program dinas;
c. Pengkoordinasian perumusan, perencanaan kebijakan teknis
pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian
bimbingan serta rekomendasi perijinan;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
e. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum dan

penataan ruang;

f. Pengkoordinasian pembangunan gedung Negara;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.

I.1.4.2 Sekretariat

A. Tugas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan
pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan,

umum dan kepegawaian.
B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Sekretaris

mempunyai fungsi:
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a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan dan penetapan
kinerja lingkup Dinas;

b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;

c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja
lingkup Dinas;

d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar
Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;

e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan
administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan
perlengkapan;

f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;

g. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi
dalam melaksanakan tugas;

h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan
tugas kesekretariatan dengan perangkat daerah dan/ atau Instansi
terkait ;

i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi
umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

j.  Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas kesekretariatan;

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.

I1.1.4.3 Sub Bagian Umum dan Kepagawaian
A. Tugas
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian,
yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,
mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam
penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi

kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan.
B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
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a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub
Bagian;

b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan
administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan
masyrakat dan perlengkapan;

c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan
kebutuhan perlengkapan;

d. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan
pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan
perundang-undangan;

e. Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana
pelaksanaan tugas Dinas;

f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian
lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;

g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup
Dinas;

h. Pelaksanaan tata kelola kearsipan lingkup dinas;

i. Pengkoordinasian penatausahaan Barang Milik Daerah lingkup dinas;

j.  Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyimpan
barang;

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Sub Bagian;

|. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung
sesuai dengan bidang tugasnya.

I1.1.4.4 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
A. Tugas

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian,

yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur

mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan melaksanakan
urusan perencanaan, pendataan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta
pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan Lingkup Dinas.

B. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
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Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja lingkup Dinas;
Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan
dan pelaporan;

Penyiapan bahan penyusunan rencana Strategis (renstra) dan Rencana
Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
Pelaksanaan koordinasi peyusunan rencana dan program kerja dengan
sub unit kerja lain lingkup dinas;

Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyusunan
LKj-IP Dinas;

Pelaksanaan penyusunan rencana peraturan Perundang-undangan
petunjuk pelaksanaan tugas Dinas;

Penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) dan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Dinas sesuai peraturan
perundang-undangan;

Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang
penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan
pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;

Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisis pelaksanaan
anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;

Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji
serta tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas (PPK,
PPTK);

Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup
Dinas sesuai peraturan perundang-undang;

Pengkoordinasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan
kegiatan lingkup Dinas;

Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan
lingkup Dinas;

Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup
Dinas;

Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan

lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku ;
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g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub
Bagian;

r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung
sesuai dengan bidang tugasnya.

I1.1.4.5 Bidang Sumber Daya Air

A. Tugas
Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai
tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang di Bidang Sumber Daya Air.

B. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana (1), Kepala Bidang
Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) serta Program Kerja dan Kegiatan
Bidang;

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan teknis sumber daya air;

c. Pengkoordinasian Pembinaan/penyuluhan dan bimbingan teknis dalam
pengaturan, pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan
pemanfaatan sumber daya air;

d. Pengkoordinasian pembangunan dan peningkatan sarana dan
prasarana sumber daya air;

e. Pengaturan, pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan
pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air;

f. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil
pembangunan, peningkatan, pengembangan, operasional dan
pemeliharaan serta pengamanan jaringan pengairan;

g. Penanggulangan tanggap darurat akibat bencana alam;

h. Pengelolaan perijinan dan pengawasan pemanfaatan air dan sumber
daya air;

i. Pelaksanaan pengembangan, pengelolaan rawa dan pantai;

j.  Pengaturan, pengembangan dan pengelolaan air baku;

k. Pendataan aset di Bidang Sumber Daya Air;
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I.  Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Bidang
Sumber Daya Air;
m. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan Bidang
Sumber Daya Air;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
0. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;
p. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan Standar pelayanan Minimal (SPM) lingkup bidang;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
bidang;
r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.
I1.1.4.6 Bidang Bina Marga
A. Tugas
Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas
pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka penyelenggaraan
sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang
Bina Marga.
B. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Bina Marga
mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan bidang;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
c. Pembinaan dan bimbingan teknis, pengendalian dan rekomendasi serta
perencanaan teknis pembangunan bidang kebinamargaan;
d. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis bidang kebinamargaan;
e. Penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana jalan dan
jembatan serta pengembangannya;
f.  Penyiapan rumusan penetapan status jalan dan jembatan kabupaten
dan desa;
g. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan

dan jembatan kabupaten dan desa;
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h. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan Provinsi
dan Nasional;

i. Pengkoordinasian pendataan dan penginventarisir aset-aset jalan dan
jembatan kabupaten dan desa;

j.  Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan SOP dan SPM lingkup
bidang;

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
bidang;

I.  Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

1.1.4.7 Bidang Cipta Karya

A. Tugas
Bidang Cipta Karya dipimpin oleh kepala Bidang yang mempunyai tugas
pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang di Bidang Cipta Karyalingkup Bidang Cipta Karya.

B. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Cipta Karya
mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian perumusan dan penetapan program kerja dan
kegiatan bidang;

b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan /bantuan teknis,
pengendalian dan rekomendasi perencanaan pembangunan
keciptakaryaan;

d. penyusunan bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan gedung Negara;

f.  Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis lingkup bidang
keciptakaryaan;

g. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembinaan bangunan gedung
pemerintah;

h.  Pengkoordinasian penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
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i.  Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Cipta
Karya;
j.  Pelaksanaan penyusunan Rencana pengelolaan pengembangan
Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
k. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Penyehatan
Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
. Pembinaan, pemberdayaan, dan pengendalian pembangunan sistem
pengelolaan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
m. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional
Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal lingkup bidang;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
bidang;
0. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.
1.1.4.8 Bidang Penataan Ruang
A. Fungsi
Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai
tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang di bidang penataan ruang.
B. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala
Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:
a. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta Rencana
Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
b. Pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dibidang penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian ruang;
c. Pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
d. Pelaksanaan penyusunan program dan pemanfaatan ruang;
e. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang

Penataan Ruang dan Pertanahan;
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g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
bidang tugasnya.
I1.1.4.9 Unit Pelaksana Teknis
A. Tugas
Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan
dengan kegiatan teknis operasional tertentu dan / atau kegiatan
penunjang tertentu.
B. Fungsi
Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan
Bupati tersendiri.
1.1.4.10 Kelompok Jabatan Fungsional

Pada lingkup Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan

yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya;

b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan
pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan

Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
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1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan

akhir Desember 2023 sebanyak 214 orang dengan beberapa hal yang harus disesuaikan. Secara rinci data PNS di lingkungan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1 Register Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
No. NAMA NIP. BARU PANGHAT JABATAY ESLN| PENDIDIKAN JURUSAN ™ . TMT.CPN | TMT.PNS | KET.
GOL| TMT JABATAN T™MT PEND.[ LAHIR
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 (Ir. LALU RAHADIAN, M.Si 196712311992031117| IV/c |01-10-2017|Kepala Dinas Pekerjaan Umum  [06-09-2021{ Il.a S2 IImu Pengelolaan SDA | 2003 |04-05-1970{01-03-1992|01-12-1993
dan Penataan Ruang & Lingkungan
2 [H.ABDULKADIR, S.T. 196812311998031067| IV/b |01-04-2020|Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum |07-01-2020] Iil.a S1 Teknik Sipil 1994 131-12-1968)01-03-1998]01-04-1999
dan Penataan Ruang
3 [MUHAMMAD SARJAN, STMT.  [197612312001121009| IV/a [01-04-2018(Kabid. Penataan Ruang 01-02-2017| lll.b S2 Mag. Perenc. Kota & | 2007 [31-12-1976|01-12-2001{01-04-2003,
Daerah
4 |JALALUDIN, S.T., MT 197212312006041045| 1V/a |01-04-2022|Penata Ruang Ahli Muda 31-12-2021 S1 Teknik Arsitektur 2000 [31-12-1972|01-04-2006[01-05-2007
5 [MUHAMMAD SUPRIADDIN, ST. [197512212008011013( IV/a [01-04-2022(Kabid. Cipta Karya 01-02-2017 S1 Teknik Sipil 2001 [21-12-1975/01-01-2008|01-04-2009
6 |AMIR HAMZAH, S.T. 197104252000031004| 111/d |01-10-2011{Penata Ruang Ahli Muda 31-12-2021 S1 Teknik Mesin 1995 [25-04-1971{01-03-2000|01-04-2001
7 |NURUL CHAERANI, S.T. 197610022000032003| 111/d |01-04-2012[Teknik Pengairan Ahli Muda 31-12-2021 S1 Teknik Pengairan 1999 02-10-1976{01-03-2000|01-04-2001
8 |SURAJE, ST. 197112311993031047| 111/d |01-10-2016{Teknik Pengairan Ahli Muda 31-12-2021 S1 Tehnik Sipil 2003 [31-12-1971]01-03-1993[01-08-1994
9 |NURAKSA, S. Sos. 196512311989031210| 111/d |01-04-2017|Kasubag. Perencanaan & 30-12-2021 S1 [Imu Adm. Negara 2006 [31-12-1965|01-02-1989(01-04-1990
Keuangan
10 [LALU AHADI, S.Sos. 197004041990031005| 111/d |01-04-2017|Pengelola Pembangunan dan S1 [Imu Adm. Negara 2012 |04-04-1970]01-03-1990(01-03-1992
Peningkatan Jalan
11 |JOHAN ZAMRONI BAROKAH, ST. |197510202006041003| I11/d |01-04-2018|Perencana Ahli Muda 31-12-2021 S1 Teknik Arsitektur 1999 [20-10-1975{01-04-2006|01-05-2007
12 [MUHAMAD NASRI, ST. 197112312007011157| 111/d |01-04-2019[Teknik Tata Bangunan Ahli Muda |31-12-2021 S1 Teknik Arsitek 1999 [31-12-1971{01-01-2007|01-06-2008
13 [ZULKIPLI, ST. MT. 197012012007011027| I11/d |01-04-2019|Teknik Pengairan Ahli Muda 31-12-2021 S.2 Teknik Pengairan 2012 [01-12-1970]01-01-2007|01-06-2008
14 |MURSIN, ST. 196607251992031010| I11/d |01-04-2020[Kepala UPT. Jasa Konstruksi 07-01-2020 S1 Teknik Sipil 2007 [25-07-1966]01-03-1992(01-04-1993
15 |H. ZAENAL ABIDIN, ST. 196606152008011012| 111/d |01-04-2020|Teknik Penyehatan Lingkungan 31-12-2021 S1 Teknik Sipil Pengairan | 1994 (15-06-1966/01-01-2008(01-04-2009
Ahli Muda
No. NAMA NIP. BARU GOIANG$:/|T|_ JABATAJ:BATAN T ESLN | PENDIDIKAN JURUSAN Pgl:{D. L-/:iII-R TMT. CPN | TMT. PNS | KET.
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 [LALU MIRZA AMRULLOH, ST. 197205042008011029| 111/d |01-04-2020]|Pengawas Jalan dan Jembatan S1 Teknik Sipil 1999 |04-05-1972{01-01-2008|01-04-2009
17-{H-JUMANEM;S-Sos: 197212311994021013|+/d01-04-2020| Verifikator-keuangan ST Ilmu Adm. Negara 2006 [31-12-1972|01-02-1994|01-11-1995
18 |MUNAWARDI, ST.MT 197612222000031002f 111/d [01-04-2020|Kabid Sumber Daya Air 07-01-2020 S2 Teknik Sipil 2006 [22-12-1976/01-03-2000]{01-04-2001
19 [LALU ZUL EKASAPTA RAK PUTRA, [197907142009011009] I111/d [01-04-2021|Pengawas Bahgdman dafrGadting [15L072020] s1 Teknik Sipil 1979 [14-07-197901-01-2009|01-07-2010
20 [EKANITASOVIANTI, ST.M.Eng  [197910142009012003] I11/d [01-04-2021Teknik Jalan dan Jembatan Ahli  |31-12-2021 S.2 Teknik Sipil 2003 [14-10-1979|01-01-2009(01-03-2010,
Muda
21 |AHMAD HALIFI, SE. 197910272009011006| I11/d |01-04-2021|Kasubbag. TU. UPT. Jasa 01-02-2017 S1 Ekonomi Pembangunan| 2003 |27-10-1979|01-01-2009(01-03-2010
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No. NAMA NIP. BARU PANGKAT JABATAN ESLN | PENDIDIKAN JURUSAN H TGL. TMT. CPN | TMT.PNS | KET.
GOL. TMT JABATAN TMT PEND. LAHIR
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
44 |HENDRAWAN SOEKRATES 197612032001121002] I11/b [01-04-2022|Pengelola Sumber Daya Air 01-01-2021 STM Bangunan 1994 103-12-1976|12-01-2005]01-04-2003
45 |ZIBAN BAKHTIAR, A.Md. 197510102009011004 111/b |01-04-2021|Penguji Lab, tanah, aspal dan D. 1l Teknik Mesin 1998 |10-10-1975(01-01-2009|01-03-2010
beton
46 |LALU ARYA SUGITA, ST 197903262010011004] I11/b |01-04-2021|Pengawas Jalan dan Jembatan S1 Teknik Sipil 2003 |26-03-1979]01-01-2010J11-01-2011
47 |SATRIAWANGSA, S.AP 198404152006041008]| 111/b |01-04-2021|Sub. Bagian TU UPT Peralatan & S1 Ilmu Adm. Negara 2003 [15-04-1984{01-04-2006|01-05-2007
Pengujian
48 |LALU RAHMAN 197112312001121010] I11/b |01-04-2022|Pengadministrasi Umum SMA Ilmu-IImu Sosial 1991 [31-12-1971/01-12-2001]01-12-2002
49 |BAIQ RINA RAHMAWATI, SE 198309242010012003] I11/b |01-04-2022|Pengelola Keuangan S1 Ekonomi Pembangunan{ 2018 |24-09-1983|01-01-2010]01-11-2011
50 |MAYA GITA PERTIWI, ST 199510292019032005( I11/a |01-03-2019|Analis Tata Ruang S1 Teknik Sipil 2018 |29-10-1995|01-03-2019]01-03-2020
51 |MAHENDRA SUGANDHI, ST 198804152019031002| I11/a |01-03-2019|Pengawas Jaringaan Utilitas S1 Teknik Sipil 2014 [28-02-1988|01-03-2019]01-03-2020
52 |MUHAMAD REDWAN, S.Adm 198008102008011013( I11/a |01-04-2019|Pengelola Laporan Keuangan S1 Bahasa 1998 |10-08-1980]01-01-2008|01-04-2009
53 |KAMIL, SH 197001012007011101f I11/a |01-04-2019|Pengadministrasi Umum S1 Ilmu-lImu Sosial 1988 |01-01-1970[01-01-2007{01-10-2008
54 |BAIQ ERNAWATI, S.Sos 197901012009012004] I11/a [01-04-2019|Pengadministrasi Umum S1 IPS 1997 |01-01-1979|01-01-2009|01-03-2010
55 |DIAN ANGGRAINI, SE 198203132010012004 I11/a |01-04-2020|Pengelola Laporan Keuangan SMU IPA 2000 |13-03-1982{01-01-2010{01-11-2011
56 |FATIMATUZZAHRAH, SE 198503282010012007| I11/a |01-04-2020|Pengelola Administrasi Keuangan SMK Akuntansi 2003 [28-03-1985/01-01-2010]01-11-2011
57 |BAIQ RUKYATILWATI, SE 197312312007012138]| I11/a |01-04-2021|Pengadministrasi Umum SMA Ilmu-ilmu Biologi 1993 [31-12-1973|01-01-2007]01-10-2008
58 |BURHAN, S.Adm 197112312007011147|111/a |01-04-2021|Pengadministrasi Umum SPP Pertanian & Pemb. 1991 [31-12-1971]01-01-2007]01-10-2008
59 [JAPARUDIN 196808152001121004 I11/a |01-04-2017|Pengelola Pemanfaatan Barang SMU IPS 2002 |15-08-1968|01-12-2001]01-12-2002
Milik Daerah
60 |UBAIDILLAH, SH 197602162012121004] I11/a |01-04-2017|Pengadministrasi Keuaangan SMA Pengetahuan Budaya [ 1994 |16-02-1976/01-12-2012]|01-10-2014
61 |ARIEF MUNANDAR, ST 198701042022031003] I11/a |01-03-2022|Penyusun Rencana Tata Ruang 01-03-2002 S1 Teknik Perencanaan 2009 |04-01-1987|01-03-2022 CPNS
Wilayah dan Kota
62 [LALU MOCHAMAD HARISTA 198906282022031002| 111/a |01-03-2022|Analis Bangunan Gedung dan 01-03-2002 S1 Teknik Sipil 2013 [28-06-1989(01-03-2022 CPNS
WIBAWA, ST Permukiman
63 |NASRUL HASBY, ST 198912242022031003] I11/a |01-03-2022]Analis Sumber Daya Air 01-03-2002 S1 Teknik Sipil 2015 [24-12-1989{01-03-2022 CPNS
64 |NURMAN EKA PRANATA, ST 199104272022031003] I11/a |01-03-2022|Analis Sumber Daya Air 01-03-2002 S1 Teknik Sipil 2015 |27-04-1991)01-03-2022 CPNS
65 |LALU NATA TRESNA HADI, ST 199407132022031007| I111/a |01-03-2022|Analis Bangunan Gedung dan 01-03-2002 S1 Arsitektur 2018 [13-07-1994{01-03-2022 CPNS
Permukiman
66 |VIVIN NOVITANINGSIH, ST 199511132022032005] I11/a [01-03-2022|Pengawas Jalan dan Jembatan 01-03-2002 S1 Teknik Sipil 2020 |1311-1995|01-03-2022 CPNS
67 |ALDHI TRY SUWANTO, S.P.W.K [199612162022031003] I11/a |01-03-2022|Penyusun Rencana Tata Ruang 01-03-2002 S1 Perencana Wilayah 2020 [16-12-1996[01-03-2022 CPNS
dan Kota
68 |CAHYU RIESTYA VINANDA 199804012022032008] I11/a |01-03-2022|Analis Tata Ruang 01-03-2002 S1 Perencana Wilayah 2021 (01-04-1998(01-03-2022 CPNS
dan Kota
69 [LALU ARIF SUSBANDI, S.Adm 197910302008011008| I11/a [01-04-2022Petugas Operasi dan Pemeliharaan S1 Akuntansi 1998 |02-03-1979[01-01-2008]01-04-2009
Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)
70 |ADIWIJAYA 196512312007011281| 11/d |01-04-2019|Pengolah Sarana dan Prasarana SMA IPS 1986 [31-12-1965/01-01-2007]|01-10-2008
Pengairan (Praya)
71 |BAHARUDIN 197112312007011159| 11/d |01-04-2019|Penjaga Pintu Air (BS. 5 Lajut, DI SMA IImu-llmu Sosial 1990 [31-12-1971{01-01-2007]|01-10-2008
Surabaya)
72 |SUKAMTO 196801102007011027| I1/d |01-04-2019|Pengolah Sarana dan Prasarana SMEA Perdagangan 1990 [10-01-1968|01-01-2007]|01-10-2008
Pengairan (Batukliang)
73 |AWALUDDIN 196812312007011318| 11/d |01-04-2019|Pemelihara Peralatan SMA IPS 1968 |31-12-1968
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No. NAMA NIP. BARU PANGKAT JABATAN ESLN | PENDIDIKAN JURUSAN TH TGL. TMT. CPN | TMT. PNS
GOL. TMT JABATAN TMT PEND. LAHIR

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

74 |MANSYUR 196703212007011017| I1/d |01-04-2019(sekertaris/Ajudan SMAA2 [Biologi 1989 |21-03-1967|01-01-2007|01-10-2008

75 [SAHNAN 197002282007011021] I1/d [01-04-2019|Pengelola Data STM Bangunan 1989 [28-02-1970[01-01-2007|01-10-2008

76 [LALU MUHAMAD ALI 197412222007011015| I1/d |01-04-2019|Pemelihara Jalan STM Bangunan 1993 [22-12-1974{01-01-2007{01-10-2008

77 |NASIP 196912312007011289| I1/d [01-04-2019|Petuga Operasi dan Pemeliharaan ST™M Bangunan 1989 [31-12-1969|01-01-2007{01-10-2008
Sumber Daya Air (Jonggat)

78 |KISWARA 196612312007011287| I1/d [01-04-2019|Petugas Operasi dan STM Bangunan 1984 [31-12-1966(01-01-2007|01-10-2008
Pemeliharaan Sumber Daya Air
(Jonggat)

79 [LALU RAIS ASHARI 196703172007011013| I1/d |01-04-2019|Pengadministrasi Keuangan SMA IPS 1986 [17-03-1967/01-01-2007|01-10-2008

80 |SAPRUN 196812312007011317| I11/d |01-04-2019(Pengolah Sarana dan Prasarana ST™M Bangunan 1988 |31-12-1968(01-01-2007|01-10-2008
Pengairan (Praya Tengah)

81 |LALU SYAMSUL ANWAR 196912312007011285| I1/d |01-04-2019(Petugas Operasi dan SMAA3 [IPS 1989 |31-12-1969(01-01-2007|01-10-2008
Pemeliharaan Sumber Daya Air

82 [HIRMAYADI 196912312007011282| I1/d |01-04-2019|Pengadministrasi Kepegawaian SMA Ilmu-IImu Sosial 1990 [31-12-1969(01-01-2007{01-10-2008

83 |AMRILLAH 197301302007011011] I1/d |01-04-2019|Pengadministrasi umum SMA Ilmu-llmu Sosial 1993 [30-01-1973(01-01-2007|01-10-2008

84 |SARII 196712312007011309] I1/d |01-04-2019|Petugas Operasi dan SMA Ilmu-lImu Sosial 1988 [31-12-1967(01-01-2007|01-10-2008
Pemeliharaan Sumber Daya Ai(DI
Jonggat)

85 [LALU HIRJAN 196812312007011557| I1/d [01-04-2019|Pengolah Sarana dan Prasarana STM Bangunan 1987 [31-12-1968(01-01-2007|01-10-2008
Pengairan

86 |MUHAMAD MULIAMIN 196812312007011321] I1/d [01-04-2019|Pengamat Operasi dan SMEA Perkantoran 1988 [31-12-1968|01-01-2007({01-10-2008
Pemeliharaan Sumber Daya Air

87 |ARJAWI 197112012007011016] I1/d |01-04-2019|Petugas Operasi dan SMA Ilmu-lImu Sosial 1990 [01-12-1971/01-01-2007{01-10-2008
Pemeliharaan Sumber Daya Air (DI

88 [SRI HARTINI 197408112007012009| I1/d |01-04-2019|Pengadministrasi Keuangan SMA Ilmu-IImu Sosial 1993 [11-08-1974/01-01-2007|01-10-2008

89 |SRI ARTATI 196809292007012031f I1/d |01-04-2019(Pengelola Keuangan SMAA3 [IPS 1988 |29-09-1968|01-01-2007|01-10-2008

90 |M. HUSNI AMRI 197212312007011183| I1/d [01-04-2019|Penjaga Pintu Air SMA Ilmu-IImu Sosial 1993 [31-12-1972|01-01-2007{01-10-2008

91 [EVI FEBRIANTY 197502082007011018| I1/d |01-04-2019|Pengelola Keuangan SMA Ilmu-ilmu Biologi 1994 [08-02-1975/01-01-2007|01-10-2008

92 |LALU AGUS PUTRA 197812242007011009| I1/d |01-04-2019|Pengelola Kepegawain SMU IPS 1998 |24-12-1978|01-01-2007|01-10-2008

93 [KAMERAN 196512312007011270( 11/d |01-04-2019(Pengolah Sarana dan Prasarana STM Bangunan 1984 [31-12-1965(01-01-2007|01-10-2008
Pengairan

94 [SUKIMAN 196512312007011265| I1/d [01-04-2019|Petugas Operasi dan SMA IPS 1985 [31-12-1965(01-01-2007|01-10-2008
Pemeliharaan Sumber Daya Air

95 |MURTAPIUN 196512312007011268| I1/d [01-04-2019|Pengadministrasi Umum (Tata SMEA Tata Niaga 1985 [31-12-1965/01-01-2007{01-10-2008
Ruang)

96 |SYAR'I 196512312007011284| I1/d |01-04-2019(Penjaga Pintu Air SMA Ilmu-ilmu Fisik 1991 |31-12-1965/01-01-2007|01-10-2008

97 |JASWADI 196612312007011291( I1/d |01-04-2019(Pengolah Sarana dan Prasarana SMA IPS 1985 [31-12-1966(01-01-2007|01-10-2008
Pengairan

98 [MURTAAT 196504052007011028| I1/d [01-04-2019|Penjaga Pintu Air (DAM Mesone SMA IPS 1986 [05-04-1965/01-01-2007({01-10-2008
Batukliang)

99 |MUHAMAD NASRI 196512312007011271] 11/d |01-04-2019|Operator Alat Berat SMA IPA 1986 [31-12-1965|01-01-2007{01-10-2008
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No. NAMA NIP. BARU PANGKAT JABATAN ESLN | PENDIDIKAN JURUSAN TH TGL TMT. CPN | TMT. PNS | KET.
GOL. T™MT JABATAN T™MT PEND. LAHIR

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

99 |MUHAMAD NASRI 196512312007011271] 11/d |01-04-2019|Operator Alat Berat SMA IPA 1986 [31-12-1965|01-01-2007|01-10-2008

100 [HERWANDA 196607172007011023( 11/d |01-04-2019|Pengelola Keuangann SMA IPA 1986 |17-07-1966|01-01-2007]|01-10-2008

101 [SUARMAN 196712312007011276| 11/d |01-04-2019]|Petugas Operasi dan Pemeliharaan SMA IPA 1986 [31-12-1967|01-01-2007|01-10-2008
Sumber Daya Air (Embungl|, DI Janapria)

102 [EROWAN 196712312007011281] 11/d |01-04-2019|Pengolah Sarana dan Prasarana SMA IPA 1986 [31-12-1967|01-01-2007|01-10-2008
Pengairan

103 [JASMUNI 196712312007011304| 11/d |01-04-2019|Petugas Operasi dan Pemeliharaan SMA IPA 1986 [31-12-1967|01-01-2007|01-10-2008
Sumber Daya Air (Embung|, DI Janapria)

104 ([SYAHRUDDIN 196812312007011306( I1/d |01-04-2019|Pengamat Operasi dan SMA IPS 1986 [31-12-1968|01-01-2007|01-10-2008
Pemeliharaan Sumber Daya Air

105 (ALl SADIKIN 196712312007011278| 11/d |01-04-2019]|Petugas Operasi dan Pemeliharaan ST™M Bangunan 1987 [31-12-1967|01-01-2007|01-10-2008
Sumber Daya Air (Embung|, DI Janapria)

106 [ZAINUDDIN 196501302007011013( 11/d |01-04-2019|Penjaga Pintu Air SMA Ilmu-IImu Sosial 1988 |30-01-1965|01-01-2007]|01-10-2008

107 [RAHMAT 196912312007011284{ 11/d |01-04-2019|Pengelola Sampel pengujian SMA Ilmu-IImu Sosial 1988 |31-12-1969|01-01-2007|01-10-2008

108 [LALU RIZAL AHMADI 196912312007011290| I1/d |01-04-2019|Pengadministrasi Umum (UPT. SMA Ilmu-ilmu Fisik 1988 [31-12-1969|01-01-2007|01-10-2008
Jasa Konstruksi)

109 [SUHERMAN 197012312007011217 11/d |01-04-2019|Pengemudi SMA Ilmu-IImu Sosial 1990 [31-12-1970]01-01-2007]|01-10-2008

110 [SUPARDI 197012312007011228| I1/d |01-04-2019|Petugas Operasi dan Pemeliharaan SMA Ilmu-Ilmu Sosial 1990 [31-12-1970/01-01-2007|01-10-2008
Sumber Daya Air (Embung|, DI Janapria)

111 [SLAMET SUPARDI 196809122007011030| I1/d |01-04-2019|Petugas Operasi dan Pemeliharaan SMAA3 IPS 1991 |12-09-1968|01-01-2007|01-10-2008
Sumber Daya Air (Embung|, DI Janapria)

112 [SUIATMI 197103262007012015( 11/d |01-04-2019|Pengadministrasi Keuangan SMAA.2 Biologi 1991 |26-03-1971|01-01-2007|01-10-2008

113 [LALU SAIFUL BAHRI 196812312007011323( 11/d |01-04-2019|Pengadministrasi Umum SMA Ilmu-IImu Sosial 1988 [31-12-1968|01-01-2007|01-10-2008

114 [SABRI 197802042000031003( 11/d |01-10-2019|Pengadministrasi Keuangan SMA Paket C 2004 |04-02-1978]01-01-2007]|01-10-2008|

115 (MAAD ADNAN 196712312008011098| I1/d |01-04-2020|Petugas Operasi dan MA Ilmu-lImu Agama 1988 [31-12-1967|01-01-2008|01-04-2009

Pemeliharaan Sumber Daya Air
Renggung Hulu

116 |LALU TANAURAN 197012312008011097| I1/d |01-04-2020|Petugas Operasi dan SMAA3 |[IPS 1988 [31-12-1970/01-01-2008|01-04-2009
Pemeliharaan Sumber Daya Air

117 |LALU PITRAJAYA 197112312008011065( 11/d |01-04-2020|Petugas Operasi dan SMAA4 Bahasa 1990 [31-12-1971)01-01-2008|01-04-2009
Pemeliharaan Sumber Daya Air

118 |RUSDI 197212312008011104{ 11/d |01-04-2020|Penjaga Pintu Air SMAA.2 Biologi 1991 [31-12-1972{01-01-2008]|01-04-2009

119 [LALU MUJMAN 197312312008011073| I1/d [01-04-2020(Petugas Operasi dan MA IPS 1991 [31-12-1973|01-01-2008|01-04-2009
Pemeliharaan Sumber Daya Air

120 [MUHAMAD JABIR 197407182008011006]| I1/d |01-04-2020|pengadministraasi umum SMAA4 |Bahasa 1994 [18-07-1974|01-01-2008|01-04-2009

121 |[MUHAMAD ANDRIAN 197507272008011016| I1/d |01-04-2020|Pengelola Data STM Bangunan 1994 [27-07-1975|01-01-2008|01-04-2009

122 [RAHMAN ABDANI 197404052008011019| I1/d |01-04-2020|Pengelola Sampel Pengujian STM Bangunan 1995 [05-04-1974|01-01-2008|01-04-2009

123 [LALU AGUS ADNAN 197412312008011068]| I1/d |01-04-2020|Operator Alat Berat SMAA3 |IPS 1995 [31-12-1974|01-01-2008|01-04-2009

124 [MOHAMAD ERWAN 197603232008011014| I1/d |01-04-2020|Penjaga Pintu Air SMAA3 |IPS 1996 [23-03-1976/01-01-2008|01-04-2009

125 [LALU ASMAYADI 197706152008011018| 11/d |01-04-2020|Petugas Operasi dan SMAA3 IPS 1997 |15-06-1977|01-01-2008|01-04-2009
Pemeliharaan Sumber Daya Air

126 |MUHAMAD NASIR 197710312008011007( 11/d |01-04-2020|Pengadministrasi Umum (Tata SLTAUMUM |IPA 1997 [31-10-1977)01-01-2008]01-04-2009
Ruang)

127 |SYAMSURRIJAL 197912122008011024| I1/d [01-04-2020|Petugas Operasi dan Pemeliharaan MAA3 IPS 1997 [22-12-1979|01-01-2008|01-04-2009

Sumber Daya Air (DI Surabaya)
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128 LALU ISHAK 197912312008011044] 11/d |01-04-2020|Petugas Operasi dan Pemeliharaan SMAA3 IPS 2003 [31-12-1979|01-01-2008]01-04-2009
Sumber Daya Air (JurangSate Hulu)
129 [LALU MISBAN 197812312008011048| 11/d |01-04-2020|Penjaga Pintu Air MA IPS 1998 |31-12-1978{01-01-2008[01-04-2009
130 |KETUT WIJAYA KUSUMA, AMd  199805182022031005 1l/c 01-03-2022 Juru Operasi dan Pemeliharaan D-111 Teknik Sipil 2019|18-05-199801-03-2022 CPNS
Sumber Daya Air
131 [LALU RONI SATRIA 197912012008011009| 11/d |01-04-2020(Petugas Operasi dan Pemeliharaan SMAA4 (Bahasa 1998 (01-12-1979|01-01-2008|01-04-2009
Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)
132 [SAMSURIYANI 198002252008012016]| 11/d [01-04-2020|Pengadministrasi Umum SMU IPS 1998 |25-02-1980{01-01-2008[01-04-2009
133 [AWALUDIN 198008172008011018| 11/d |01-04-2020|Pengelola Data STM Bangunan 1999 |17-08-1980{01-01-2008(01-04-2009
134 [DWI ARIYANTI IWANA 198112252008012012] 11/d |01-04-2020|Pengelola Data STM Bangunan 1999 |25-12-1981{01-01-2008(01-04-2009
135 [LINDA SARI 198208302008012015( 11/d |01-04-2020|Pengelola Kepegawaian SMA IPA 2000 [30-08-1982|01-01-2008]01-04-2009
136 [JAZARI AHMAD 198006172008011020f 11/d |01-04-2020|Operator Alat Berat SMAA.3 IPS 2001 [17-06-1980]01-01-2008]01-04-2009
137 [DEDY ZULKARNAIN 198212312008011034{ 11/d |01-04-2020|Pengadministrasi Umum SMAA.3 IPS 2001 [31-12-1982]01-01-2008]01-04-2009
138 |LALU JAYA USMAN SAMSURIJAL [197012312008011140] II/d [01-04-2020(Pengolah Sarana dan Prasarana
Pengairan
139 |MUHAMAD MANAN 196812312009011022| 11/d |01-04-2017|Pengeloa Sampel Pengujian SMEA Perdagangan 1988 [31-12-1968|01-01-2009(01-03-2010]
140 [ABDUL HAPIZ 197003132009011002] 11/d |01-04-2017|Pemeliharaan Jalan STM Bangunan 1990 |13-03-1970{01-01-2009(01-03-2010
141 [BAIQ NUR ASIAH 197412312009012004] 11/d [01-04-2017|Pengadministrasi Umum SMA IPS 1993 |31-12-1974{01-01-2009(01-03-2010|
142 |SYAFI ' | 198011152009011005| 11/d |01-04-2017|Petugas Operasi dan SMK Pariwisata 2001 [15-11-1980j01-01-2009]01-03-2010|
Pemeliharaan Sumber Daya Air
143 [FATHUR 196612312009011012| 11/d |01-04-2017|Petugas Operasi dan SMA IPS 1986 [31-12-1966{01-01-2009(01-03-2010
Pemeliharaan Sumber Daya Air
144 [LALU FATHUL HIDAYAT 197706132009011004{ 11/d |01-04-2017|Pengadministrasi Umum SMA Ilmu-Ilmu Sosial 1996 [13-06-1977[01-01-2009(01-03-2010|
145 |LALU SUYATNO 198110232009011004{ 11/d |01-04-2017|Teknisi Survey Lalu Lintas Jalan SMK Bangunan 2000 [23-10-1981{01-01-2009|01-03-2010
146 [RUPLAN 198207182009011004] 11/d [01-04-2017|Pengolah Sarana dan Prasarana MA IPS 2000 [18-07-1982|01-01-2009]01-03-2010|
Pengairan
147 [LALU KARYA SANTIKA 198209022009011008| 11/d |01-04-2017|Penjaga Pintu Air SMU Bahasa 2001 [02-09-1982|01-01-2009]01-03-2010|
148 [MANGKU BUANA SARDI 198412312009011011f 11/d |01-04-2017|Penjaga Pintu Air (BPY 2 Bunkate) MA 2002 [31-12-1984/01-01-2009]01-03-2010|
149 |[MASKAM 19820315 200901100€ I1/d |01-04-2017|Petugas Operasi dan SMA sMA 2000 [15-03-1982|01-01-2009|01-03-2010]
Pemeliharaan Sumber Daya Air
150 | MUNADI 197307072009011004] 11/d [01-10-2021|Pengelola Sumber Daya Air ST™M Bangunan 1993 [07-07-1973|01-01-2009{01-03-2010)
151 |BAIQ REHANA 197302062010012001] 11/d |01-10-2022|Pengadministrasi Umum SMEA Perdagangan 1991 |06-02-1973(01-01-2010{01-11-2011
152 |LALU IMAM SUMAWI 198205282010011005]| 11/d [01-10-2022|Pengadministrasi Umum SMU IPS 2000 [28-05-1982{01-01-2010|01-11-2011
153 [KURNIATI 197612312010012002] 11/d [01-10-2022|Pengadministrasi Umum SMAA.3 IPS 1994 31-12-1976{01-01-2010{01-11-2011
154 [INDRA EKAYANTI 197801112010012006] 11/d |01-10-2022|Pengadministrasi Sistem SMAA3 IPS 1996 [11-01-1978({01-01-2010(01-11-2011
Informasi Pengendalian
Pembangunan
155 [ROSMAYATI 197812132010012001f 11/d |01-10-2022|Pengelola Data SMA A3 IPS 1997 |13-12-1978{01-01-2010{01-11-2011
156 |BAIQ NILIWATI 197812312010012003] 11/d [01-10-2022|Pengadministrasi Keuangan MA 1997 [31-12-1978|01-01-2010{01-11-2011
157 |UYUL MARTA DITIA ATMAJA 197907012010011003] 11/d |01-10-2022|Penjaga Pintu Air SMU IPA 1998 [01-07-1979|01-01-2010{01-11-2011
158 |BADARUDIN 197907112010011011] 11/d |01-10-2022|Pengelola Data SMK 1999 [11-07-1979|01-01-2010{01-11-2011]
159 [HIDAYANTI 198107222010012003] 11/d [01-10-2022|Pengadministrasi Umum SMU IPS 1999 [22-07-1981{01-01-2010{01-11-2011
160 [DITYAEDWIN EKAYANA 198308312010011003] 11/d |01-10-2022|Pemelihara Jalan SMK 2001 [31-08-1983|01-01-2010]01-11-2011]
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161 [SULISTIANINGSIH 198403302010012006f I11/d |01-10-2022|Pengolah daftar Gaji MA 2002 [30-03-1984/01-01-2010(01-11-2011

162 [BAIQ SRI ULAYANTI 198408172010012006( I1/d |01-10-2022|Pengadministrasi Umum SMU IPS 2002 [17-08-1984/01-01-2010{01-11-2011

163 [HIJRIAH 198206042010012007 11/d |01-10-2022[Pengadministrasi Keuangan SMK 2003 |04-06-1982(01-01-2010(01-11-2011

164 [LALU JUNAEDI 198606292010011003( I1/d |01-10-2022[Pengelola Sumber Daya Air SMAA3 |[IPS 2004 [29-06-1986(01-01-2010(01-11-2011

165 [IDAYANTI 198210212010012005( I1/d [01-10-2022[Pengadministrasi Keuangan SMU IPS 2002 [21-10-1982(01-01-2010{01-11-2011

166 |M. NUR HIDAYAT 198402212010011005( I1/d |01-10-2022|Petugas Teknologi Informasi SMU IPS 2002 [21-02-1984(01-01-2010(01-11-2011
Komputer

167 |KUSNAWIJAYA 197304252007011019| I1/d |01-10-2022|Teknisi Keciptakaryaan STM Bangunan 1992 |25-04-1973[01-01-2007(01-06-2008|

168 | KABUL 196712312007011301] Il/c |01-10-2020|Penjaga Pintu Air SMA.A2 [Biologi 1987 [31-12-1967|01-01-2007]|01-06-2008

169 |[NONOK IRHAM 197503102007011014{ II/c |01-10-2020(Petugas Teknologi Informasi SMA.A2  [Biologi 1995 [10-03-1975/01-01-2007|01-06-2008
Komputer

170 [SUPARDI 196612312007011302 Il/c |01-10-2020{Pengadministrasi Umum Paket C 2008 [31-12-1966{01-01-2007(01-06-2008|

171 |1 KETUT BUDAYA ADNYANA 196712212007011020f Il/c |01-10-2020|Penjaga Pintu Air Paket C 2008 [21-12-1967/01-01-2007(01-06-2008|

172 |[RUMASE 196512312007011279] Il/c |01-10-2020|Penjaga Pintu Air Paket C 2010 [31-12-1965[01-01-2007(01-06-2008|

173 [JAHRI 197412312007011113( II/c [01-10-2020(petugas Operasi dan Paket C 2010 [31-12-1974{01-01-2007(01-06-2008|
Pemeliharaan Sumber Daya Air

174 |MUHAMAD HAMIRI 197512312012121011f Il/c |01-04-2021[Pengadministrasi Pengujian MA Ilmu-IImu Agama 1993 [31-12-1975/01-12-2012|01-10-2014

175 |MAHSUN 197412312012121031| Il/c |01-04-2021|petugas Operasi dan STM Bangunan 1994 31-12-1974{01-12-2012(01-10-2014
Pemeliharaan Sumber Daya Air

176 |AKHMAD C 197012311997031042| Il/c |01-04-2021|Penjaga Pintu Air Paket B 2007 [31-12-1970[01-03-1997(01-04-1998|

177 |[NISPURWADI 198110102012121003( Il/c |01-04-2021|Pengadministrasi Umum SMA IPS 1999 [10-10-1981/01-12-2012|01-10-2014

178 | MUHAMAD PAIZAN 198112312012121003( Il/c |01-04-2021|Pengelola Pemanfaatan Barang  [01-01-2022 SMA IPS 2004 [31-12-1981({01-12-2012(01-10-2014
Milik Daerah

179 |LALU MUHAMAD ZAELANI 197212192014071002| I1/b [01-10-2018[Pengadministrasi Keuangan SMA Ilmu-ilmu Biologi 1991 [19-12-1972|01-07-2014]|01-12-2016

180 [LALU BUDI HERMAWAN 197506292014071001f I1/b |01-10-2018|Teknisi Gedung/Bangunan SMA Ilmu-ilmu Biologi 1994 [29-06-1975/01-07-2014]|01-12-2016

181 |AKHIMUDIN 196612312007011285| I1/b |01-04-2019(Juru Operasi dan Pemeliharaan SMP 1985 [31-12-1966/01-01-2007|01-06-2008
Sumber Daya Air

182 [LALU SUHAIDI 196912312007011277| I1/b [01-04-2019 uru Operasidan Pemeliharaan Sumber Daya Air SMA Ilmu-ilmu Fisik 1985 [31-12-1969|01-01-2007/|01-06-2008
(Embung Dao DI Batukliang)

183 |[RAMDAN 196712312007011302| I11/b |01-04-2019(Penjaga Pintu Air (DAM Bunut SMA Pengetahuan Budaya | 1988 [31-12-1967(01-01-2007(01-10-2008|
Batukliang)

184 |MINARIM 196612312007011299| I1/b |01-10-2019|Penjaga Pintu Air SMP 1983 [31-12-1966/01-01-2007]|01-06-2008

185 |KHAIRIL ANWAR 197612282008011010( I1/b |01-10-2019|Juru Operasi dan Pemeliharaan SMP 1990 [28-12-1976/01-01-2008|01-04-2009
Sumber Daya Air

186 | MAHDI 196512312008011071f I1/b |01-04-2020|Juru Operasi dan Pemeliharaan SMP 1986 [31-12-1965/01-01-2008|01-04-2009
Sumber Daya Air

187 |ABDUL AZIS 196912312008011106( I1/b |01-04-2020{Pramu Kantor SLTP 1986 [31-12-1969|01-01-2008|01-04-2009

188 |BAIQ SRI RAHAYUNINGSIH 9740425 200801 2 00] 11/b |01-04-2020|Pengadministrasi Persuratan SLTP 1991 [25-04-197401-01-2008{01-01-2008

189 |HAYIN 197312312008011071| I1/b |01-04-2020(Juru Operasi dan Pemeliharaan PAKET C 2010 [31-12-1973(01-01-2008(01-04-2009|
Sumber Daya Air

190 | MANSUR BUDIAKA 197402092008011011f I1/b |01-04-2020{Operator Alat Berat Paket C 1994 [09-02-1974|01-01-2008|01-04-2009
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191 |SASIH 198109242009011007| 11/b |01-04-2020|Penjaga Pintu Air Paket C 1995 |24-09-1981|01-01-2009{01-03-2010

192 |AHMAD BADAW | 198612312009011004] I1/b |01-10-2021{Operator Alat Berat SLTP 2002 [31-12-1986{01-01-2009{01-03-2010

193 [ROMI IRWANTO 198107232010011002| 11/b [01-04-2021(Pranata Pasukan Pengamanan SLTP 1999 [23-07-1981|01-01-2010|01-11-2011
Dalam

194 [LALU ZULKIFLI 197612312008011052] I1/a |01-04-2020

195 |QORIMAH 197203182008012013| I1/a |01-04-2020[Pengadministrasi Persuratan Paket C 2006 [18-03-1972{01-01-2008(01-04-2009

196 | WAHYU HIDAYAT 198210102009011010f I1/a |01-04-2020[Juru Operasi dan Pemeliharaan SMA 1995 |10-10-1982|01-01-2009(01-03-2010]

197 |MARZUKI 197212312009011010| I11/a |01-04-2022|Penjaga Pintu Air (Embung Paskar paket C 1981 [31-12-1972|01-01-2009(01-03-2010
Janapria)

198 [SAHRI 196712312007011306( 1/d |01-04-2019[Operator Alat Berat SD 1981 |31-12-1967|01-01-2007(01-10-2008

199 |LALU ISHAK 197012312007011223| 1/d |01-04-2019|Penjaga Pintu Air SD 1985 |31-12-1970]01-01-2007{01-10-2008

200 I WAYAN PUJIARTA 197602232007011007| 1/d |01-04-2019(Operator Alat Berat SD 1988 [23-02-1976/01-01-2007|01-10-2008|

201 |MAHISUN 197212312007011177| 1/d |01-04-2019[Operator Alat Berat SD 1985 [31-12-1972|01-01-2007(01-10-2008

202 [RAMDAN 198009252007011009| I/d |01-04-2019|Pranata Taman SMP 1995 |25-09-1980]01-01-2007{01-10-2008

203 |LALU MAKMUN 196812312007011308| 1/d |01-04-2019|Juru Operasi dan Pemeliharaan SMP 1985 |31-12-1968[01-01-2007(01-10-2008|
Sumber Daya Air (DI Surabaya)

204 |BASTAH 196512312007011280| |/d |01-04-2019|Pengadministrasi Pengujian SD 1979 [31-12-1965|01-01-2007]|01-10-2008

205 [JUMAAH 196712312007011293( 1/d |01-04-2019(Operator Alat Berat SD 1980 [31-12-1967/01-01-2007|01-10-2008|

206 [NURIDIN 197112312007011155| I/d [01-04-2019[Penjaga Pintu Air SD 1986 [31-12-1971]01-01-2007|01-10-2008|

207 [LALU SUKARDAN 196512312007011283| 1/d |01-04-2019|Pramu Kantor PAKET B 2008 [31-12-1965(01-01-2007]01-10-2008|

208 [LALU ANWAR 197712312008011065| I/d |01-04-2020[Penjaga Pintu Air SD 1991 [31-12-1977/01-01-2008|01-04-2009

209 [MASRIK 197112312008011063| I/d [01-04-2020[Juru Operasi dan Pemeliharaan SD 1985 [31-12-1971/01-01-2008|01-04-2009
Sumber Daya Air (BR.17)

210 (AWALUDIN 197112312010011011| I/d |01-04-2022|Pranata Pasukan Pengamanan SD 1986 [31-12-1971|01-01-2010{01-11-2011
Dalam

211 [SALM 196507012012121004] I/b [01-04-2021[Penjaga Pintu Air SD 1977 [01-07-1965/01-12-2012|01-10-2014]

212 [SUMARDAN 197303182012121002| I/b |01-04-2021|Pramu Kebersihan SD 1988 [18-03-1973|01-12-2012(01-10-2014

213 [HUSEN 196712312014071041| 1/c |01-10-2022|Penjaga Pintu Air SD 1982 |31-12-1967|01-07-2014{01-12-2016

214 [ARPAN 196512312014071038 I/c |01-10-2022(Juru Operasi dan Pemeliharaan M 1978 [31-12-1965(01-07-2014/01-12-2016
Sumber Daya Air (BR.17)
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Tabel 1.2 Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Berdasarkan jenis/kualifikasi jabatan
(Keadaan Per Desember 2023)

NO JENIS/KUALIFIKASI JUMLAH
1. | ESELON :
a. ILa 1
b. Ill.a 1
c. Ill.b 4
d. IV.a 2
e. IV.b 2
2. | JABATAN FUNGSIONAL :
a. Perencana Ahli Muda 0
b. Teknik Tata Bangunan Ahli Muda 2
c. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda 1
d. Teknik Pengairan Ahli Muda 3
e. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda 2
f. Penata Ruang Ahli Muda 3
3. | PANGKAT/GOLONGAN
a. Pembina (Golongan 1V) 5
b. Penata (Golongan III) 105
c. Pengatur (Golongan II) 88
d. Juru (Golongan I) 6
4. | JENJANG PENDIDIKAN
a. S3 0
b. S2 12
c. S1/D.IV 48
d. Sarjana Muda/D.I/D.II/D.II 2
e. SMA sederajat 117
f. SLTP Sederajat 14
g. SD Sederajat 11

1.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

Ruang
Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Bina Marga membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Cipta Karya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Bidang Penataan Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Teknis.
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KEPALA DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS

SEKRETARIAT
SUBBAG UMUM DAN SUBBAG PERENCANAAN & KE LOM POK JABATAN
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024
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BAB 11
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

I1.1 Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun!. Rencana Strategis (Renstra) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah
merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
dalam jangka menengah (5 tahunan) yang di dalamnya memuat Visi dan Misi Jangka
Menengah, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran Mutu Tahunan selama 5 tahun.
Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Organisasi
Perangkat Daerah (OPD), karena dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) akan
membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan arah dan tujuan
yang ingin dicapai, sehingga dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap
berbagai tuntutan. Disamping itu Rencana Strategis (Renstra) akan memperjelas
konsep Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan aktifitas agar tujuan
dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi
dan kemampuan yang ada secara menyeluruh. Di dalam Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-
2026 mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan, program dan

kegiatan.

II.1.1 Visi?

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2021-2026, telah ditetapkan visi dan misi Pembangunan
Daerah yang selaras dengan visi dan misi Pembangunan Nasional. Visi Kabupaten
Lombok Tengah :

“Terwujudnya sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan

dan mampu melayani kebutuhan masyarakat™
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dalam

mendukung visi tersebut perlu disiapkan dukungan yang memadai guna menampung

1 Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
2 Renstra DPUPR Tahun 2021 - 2026
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seluruh aktivitas yang berkembang dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Dukungan

yang dimaksud disini adalah sarana dan prasarana yang memadai yang mampu

menampung seluruh aktivitas individu ataupun aktivitas kelompok dalam rangka
menuju tercapainya visi Kabupaten Lombok Tengah. Di mana visi tersebut di jabarkan
kedalam 2 (dua) misi yang didalamnya memuat indikator kinerja dan target
pencapaian.
I1.1.2 Misi3

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut dan memberikan arah dan tujuan
yang ingin dicapai guna memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan
maupun untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak maka ditetapkan Misi adalah
sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan meningkatkan pemantapan kondisi jaringan jalan serta
memperlancar dan membangun prasarana jalan untuk memperluas dan
melengkapi jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan
daerah  emasaran, perkotaan, pedesaan, daerah terisolir dalam
mendukungtransportasi darat yang handal;

2. Mempertahankan dan meningkatkan serta mengembangkan SDM dan Sumber
daya air untuk mendukung pertanian dalam rangka pengembangan ketahanan
pangan, sumber daya air secara konsisten dan berkelanjutan agar dapat
memenuhi penyediaan air baku untuk berbagai kebutuhan masyarakat, industri
dan sektor strategis lainnyaMisi adalah penjabaran atau langkah-langkah yang

akan dilakukan untuk mencapai / mewujudkan visi tersebut.

I1.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
I1.1.3.1Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran dari faktor-faktor penentu keberhasilan yang
akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung
nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang
lebih baik. Disini mengandung arti bahwa tercapainya faktor penentu keberhasilan
sangat tergantung dari pencapaian tujuan tersebut.
I1.1.3.2Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu yang ingin dicapai Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan

3 Renstra DPUPR Tahun 2021 - 2026
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bulanan sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-

kegiatan. Proses pencapaian hasil

implementasi program/kegiatan.

sasaran sangat tergantung dari keberhasilan

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lombok Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021 - 2026

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran Cara Mencapai Tujuan
Tujuan Ket.
Uraian Indikator Kebijakan Program
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya Meningkatkan Presentase jalan | Pelaksanaan Program
Konektivitas Antar | jalan kabupaten dalam kondisi pembangunan Penyelenggaraan
Wilayah dalam kondisi mantap yang merata Jalan
mantap antar wilayah
Meningkatkan Meningkatnya Rasio Luas pembangunan Program
Cakupan Layanan | prosentase DI daerah irigasi Pengelolaan SDA
Sistem  Jaringan | kewenangan kewenangan

Irigasi Kabupaten

kabupaten yang
terlayani

kabupaten yang
dilayani jaringan
irigasi

Tersedianya Pusat
layanan Publik
dan meningkatnya
ketaataan ruang

Tersedianya
gedung pelayanan
publik dan
Ketersediaan
dokumen dan
regulasi tata
ruang

Gedung
Pemerintah
Terbangun
Tepat waktu

Persentase
Ketaatan
Terhadap RTRW

Presentase
pemenuhan
regulasi Tata
Ruang

Meningkatnya
Akses Air Minum

Meningkatnya
distribusi air
minum

Menurunya
presentase
kawasan rawan
air minum

Program Penataan
Bangunan Gedung

Program
Penyelenggaraan
Penataan Ruang

Program
Pengelolaan Dan
Pengembangan
Sistem Penyediaan
Air Minum

Sumber: Renstra DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 — 2026

I1.2 Rencana Kerja/Kinerja Tahunan

Rencana Kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan

organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun Rencana Kerja Tahunan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok tengah Tahun 2023,

adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

TARGET
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN | TAHUN
2023
1 2 3 4 5 6
T.1. MENINGKATNYA Indeks Infrastruktur Wilayah % 61
KUALITAS
INFRASTRUKTUR Indeks Pelaksanaan % 42
WILAYAH DAN Penataan Ruang
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
Meningkatnya Persentase Panjang Jalan % 79,88
S.1. kualitas jalan dan kondisi Mantap
jembatan : :
Kabupaten Persentase jumlah jembatan % 21,92
kondisi baik
Meningkatnya Indeks Kinerja Irigasi % 56,9
S.2. layanan jaringan
irigasi
Meningkatnya Tersedianya bangunan % 64
S.3. Kualitas gedung yang andal
Penyelenggaraan
Bangunan Gedung
Meningkatnya Persentase penduduk yang % 81,92
S.4. kelayakan jaringan | dilayani dengan akses
air minum terhadap pasokan air
minum
Meningkatnya Cakupan Pelayanan SPALDS % 2,24
S.5. kelayakan jaringan
Sanitasi yang Cakupan Pelayanan SPALDT % 2,24
dapat diakses oleh
masyarakat
Meningkatnya Prosentase penyusunan % 33
S.6. Perencanaan Tata | materi teknis RTR
Ruang
Persentase Perda dan % 33
Perkada yang ditetapkan
Meningkatnya Persentase Penerbitan KKPR % 50
S.7. Pemanfaatan sesuai Rencana Tata Ruang
Ruang
S.8. Meningkatnya Persentase KKPR yang % 50
Pengendalian dinilai
G s Persentase Pengaduan yang % 45

ditangani

Sumber: Rencana Kerja Tahunan 2023 yang telah diunggah di aplikasi e-sakip
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I1.3 Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU), atau Key Performance Indicator (KPI)

merupakan indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengendalikan kinerja suatu
organisasi, unit kerja, atau individu, dalam mencapai tujuan strategis yang telah
ditetapkan®.

Tujuan utama dari IKU adalah:

1. Mengoptimalkan kegiatan perbaikan (/improvement activities);

2. Meminimalisir kegiatan rutin; dan

3. Meminimalisir kegiatan tambahan yang tidak diperlukan.

Berdasarkan Evaluasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Nomor 700/ 33 / INSP /
2023 /RHS / Eva Tanggal 13 Juli 2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, pada poin Perencanaan dalam hal Penerapan
Manajemen Kinerja, perlu dilakukan penyesuaian terkait Indikator Kinerja Utama (IKU)
DPUPR Kabupaten Lombok Tengah. Karenanya, telah dilakukan Adapun IKU DPUPR
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 disajikan dalam Lampiran.

I1.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia®.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara
penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,

4 Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Negara, Tahun 2022
5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
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menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai

dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian kinerja tahun 2023 merupakan tahun ke pertama Renstra 2021-2026
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, sehingga
Capaian kinerja tahun 2022 mencerminkan capaian Renstra 2021-2026. Adapun
Perjanjian Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 disajikan dalam

Lampiran.

I1.5 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Kinerja
Dalam konteks perencanaan dan pengelolaan kinerja suatu organisasi,

terdapat keterkaitan antara dokumen perencanaan Renstra (Rencana Strategis), RKT
(Rencana Kerja Tahunan), dan Perjanjian Kinerja. Berikut adalah hubungan dan

keterkaitan antara ketiga dokumen tersebut.

1. Rencana Strategis (Renstra)

a. Renstra adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang merinci visi, misi,
tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi untuk beberapa tahun ke depan
(biasanya dalam rentang 3-5 tahun).

b. Renstra memberikan arah strategis bagi organisasi dan menentukan fokus utama
yang harus dicapai dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

a. RKT merupakan dokumen perencanaan operasional yang dihasilkan berdasarkan
Renstra. RKT merinci kegiatan-kegiatan spesifik, target, dan alokasi sumber daya
untuk satu tahun tertentu.

b. RKT harus selaras dengan tujuan dan strategi yang ditetapkan dalam Renstra,
sehingga pelaksanaan kegiatan tahunan dapat mendukung pencapaian tujuan
jangka panjang.

3. Perjanjian Kinerja

a. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang mengikat antara pimpinan unit kerja atau
individu dengan atasan atau pihak yang memberikan tanggung jawab. Dokumen
ini berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu.

b. Perjanjian Kinerja sebaiknya mencerminkan prioritas dan tujuan organisasi yang

tercantum dalam Renstra dan RKT. Oleh karena itu, perjanjian kinerja seharusnya
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memperkuat pelaksanaan RKT dan, secara lebih luas, mencapai tujuan jangka
panjang yang terdapat dalam Renstra.
Keterkaitannya ketiga dokumen perencanaan kinerja itu terhubungkan oleh

pola sebagai berikut.

a. Renstra memberikan landasan strategis untuk RKT dan perjanjian kinerja. RKT
dikembangkan berdasarkan Renstra, dan perjanjian kinerja seharusnya
mencerminkan target dan prioritas yang ditetapkan dalam RKT.

b. RKT dan perjanjian kinerja bersifat lebih operasional dan spesifik dibandingkan
Renstra, tetapi konsistensi antara ketiganya harus dijaga untuk memastikan
pencapaian tujuan secara efektif.

Dengan menjaga keterkaitan yang baik antara Renstra, RKT, dan perjanjian
kinerja, organisasi dapat memastikan bahwa setiap tingkat perencanaan mendukung
pencapaian tujuan jangka panjang, sekaligus memastikan bahwa sumber daya dan

usaha fokus pada hal-hal yang benar-benar strategis dan relevan.

R e

RENCANA S|
| RENJA
STRATEGIS RKA
PERJANJIAN §

KINERJA
LAPORAN FEl AKUNTABILITAS
KINERJA KINERJA

Laporan Triwulan

Balanced Scorecard
(B5€) E-Monitoring
Online

Gambar II-1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Kinerja
DPUPR Kabupaten Lombok Tengah
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau
pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan
misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Untuk
setiap kinerja Sasaran, dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara memasukkan kriteria pada
Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir;

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternative solusi yang telah dilakukan;

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja).

II1I.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pengukuran Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh DPUR Kabupaten Lombok

Tengah adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk menilai sejauh mana
DPUR sebagai suatu organisasi yang diwujudkan dalam sejumlah program, berhasil
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan pengukuran kinerja
memiliki peran sentral dalam manajemen, memberikan landasan objektif untuk

mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak dari berbagai aktivitas.

Beberapa informasi yang dapat disampaikan terkait pengukuran kinerja DPUPR

Kabupaten Lombok Tengah, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informasi Pengukuran Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah
Yang Telah Dilakukan

No Uraian/Kebutuhan Pelaksana Output
Penyusunan Pedoman Teknis SOP Pengumpulan
1. | pengukuran Kinerja dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan gump
. Data dan
Pengumpulan Data Kinerja
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No Uraian/Kebutuhan Pelaksana Output
Penyusunan Definisi . Pengukuran
2. Operasional atas kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kinerja
Penyusunan mekanisme yang
3. | jelas terhadap pengumpulan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
data kinerja
Pengukuran Kinerja dilakukan . Laporan
4. Sl et Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Triwulan/Semester
Pengumpulan Data Kinerja og-slgli:llfive
5. | menggunakan Teknologi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 9 (ingcernal)
Informasi (Aplikasi)

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2023
II1.1.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2023

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang
dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan
pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan
dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung
menggunakan sebagai berikuit :

A. Kaidah Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik

B. Rumus

Realisasi
Persentase Pencapnaian Kineria X 100%
Target

Rumus 3.1 Persentase Pencapaian Kinerja

C. Skala Pengukuran Ordinal

Tabel 3.2 Tabel Skala Pengukuran Ordinal

No Capaian Kinerja Keterangan
1. Nilai > 100 Baik Sekali
2. Nilai 86 s.d 100 Baik

3. Nilai 71 s.d < 85 Sedang

4, Nilai 56 s.d < 70 Kurang

5. Nilai < 55 Sangat Kurang

IT1.1.2 Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan penilaian kinerja
dengan mengacu pada Perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

tahun 2023. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan
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kegagalan dalam pencapaian sasaran Organisasi Perangkat Daerah(OPD). Tolak ukur
keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada
perjanjian kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023. Adapun Indikator
Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Lombok Tengah terkait sasaran tahun 2023 adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
1 2 3 4
T.1. MENINGKATNYA KUALITAS Indeks Infrastruktur Wilayah
INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN
PENYELENGGARAAN PENATAAN Indeks Pelaksanaan Penataan
RUANG Ruang
Meningkatnya kualitas Persentase Panjang Jalan
S.1. jalan dan jembatan kondisi Mantap
Kabupaten Persentase jumlah jembatan
kondisi baik
Meningkatnya layanan Indeks Kinerja Irigasi
S.2. jaringan irigasi
Meningkatnya Kualitas Persentase sarana dan prasarana
S.3. Penyelenggaraan publik dan aparatur perkantoran
Bangunan Gedung dalam kondisi baik
Meningkatnya kelayakan | Persentase penduduk yang
S.4. jaringan air minum dilayani dengan akses
terhadap pasokan air minum
Meningkatnya kelayakan | Cakupan Pelayanan SPALDS
S.5. jaringan Sanitasi yang | Cakupan Pelayanan SPALDT
dapat diakses oleh
masyarakat
Meningkatnya Prosentase penyusunan
S.6. Perencanaan Tata materi teknis RTR
Ruang Persentase Perda dan Perkada
yang ditetapkan
Meningkatnya Persentase Penerbitan KKPR sesuai
S.7. Pemanfaatan Ruang Rencana Tata Ruang
S.8. Meningkatnya Persentase KKPR yang dinilai
Pengendalian Persentase Pengaduan yang
Pemanfaatan Ruang ditangani

Sumber: Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023, Rencana Kerja Tahun DPUR

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

II1.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis DPUPR Kabupaten

Lombok Tengah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan
membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Metode yang dilakukan
dalam Evaluasi Pencapaian Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah menggunakan

kriteria sebagai berikut:

1. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;

2. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya;
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serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Realisasi di Tahun Sebelumnya; dan

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Adapun Tabel yang menunjukkan Capaian Kinerja dengan membandingkan

kriteriadi atas ditunjukkan pada Tabel 3.4 berikut ini.
Tabel 3.4 Capaian Realisasi Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

. N Target Target Realisasi
q Indikator Kinerja -
UL G SRR Utama (IKU) Satuan (Bffefi:e) 2022 | 2023 '?:;':n':f)" 2022 | 2023
Meningkatnya Indeks Infrastruktur
Kualitas Wilayah % 56 58 61 5 =
Infrastruktur
“grllayea;:ndar;raan Indeks Pelaksanaan
gengtaangg Penataan Ruang point . B
ruang
1 | Meningkatnya Persentase Panjang
kualitas jalan dan Jalan o
jembatan kondisi Mantap Yo 66.47 73.17 | 79.88 65 72.94 | 72.38
Kabupaten
Persentase jumlah o 2 3
jembatan kondisi baik! Yo 20.89 21.58 | 21.92 60.92
2 | Meningkatnya Indeks Kinerja Irigasi
layanan jaringan % 51.4 54 56.9 - = 63.92
irigasi
3 | Meningkatnya Persentase sarana dan
Kualitas prasarana publik dan % 60 62 64 ) _ 83,82
Penyelenggaraan aparatur perkantoran
Bangunan Gedung | dalam kondisi baik
4 | Meningkatnya Persentase penduduk
kelayakan jaringan | yang dilayani dengan q 4
air minum akses terhadap Yo 78.83 80.37 | 81.92 87,8 83,67
pasokan air minum
5 | Meningkatnya Cakupan Pelayanan
kelayakan jaringan | SPALDS
Sanitasi yang % - - 0.55 3juta - 1,94
dapat diakses oleh
masyarakat
Cakupan Pelayanan a ) p ] s
SPALDT Yo 0.55 6,5 juta 1,94
6 | Meningkatnya Prosentase penyusunan
Perencanaan Tata materi teknis RTR % 11 22 33 > = 33
Ruang
Persentase Perda dan
Perkada yang % 11 22 33 - = 22
ditetapkan
7 | Meningkatnya Persentase Penerbitan
Pemanfaatan KKPR sesuai Rencana % 16 33 50 = = 77,78
Ruang Tata Ruang
8 | Meningkatnya Persentase KKPR yang
Pengendalian dinilai % 16 33 50 - - 41,34
PemanfaatanRuang

! Merupakan indikator kinerja perbaikan sebagai tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (Persentase jumlah
jembatan kondisi baik, Indeks Kinerja Irigasi, Tersedianya bangunan gedung yang andal, Persentase penduduk yang
dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum, Cakupan Pelayanan SPALDS, Prosentase penyusunan materi teknis
RTR, Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan, Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang,
Persentase KKPR yang dinilai, Persentase Pengaduan yang ditangani)
2 Target dan indikator di RPJIMN dengan target dan indikator di DPUPR Kabupaten Lombok Tengah berbeda

3 Disebabkan karena indikator dan targetnya disusun pada Tahun 2023 merupakan indikator kinerja perbaikan
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. .. Target Target Realisasi
q Indikator Kinerja .
Tujuan dan Sasaran Satuan 2021 Nasional
Utama (IKU) (Baseline) 2022 | 2023 (RPIMIN) 2022 | 2023
Persentase Pengaduan o 9 27 45 ) 0
yang ditangani °

Sumber: Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023, Capaian Realisasi Program

dan Kegiatan Tahun 2023, LkjIP DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

Adapun secara khusus, akan disajikan masing-masing secara terperinci sesuai Sasaran.

II1.2.1 Sasaran 1 (Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten)

Tabel 3.5 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 1
DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

Tujuan dan i Inc!ik;ttor cat 5031 Target -I:II(EF': NTafgetI Realisasi
inerja Utama uan ir asiona
e (IKU) (Baseline) | 2922 | 2023 | penstra | (RPIMN) | 2022 | 2023
Meningkatnya Persentase
kualitas jalan Panjang Jalan % 66.47 73.17 | 79.88 100 65 72.38 | 72.38
dan jembatan kondisi Mantap
Kabupaten Persentase jumlah
jembatan kondisi % 20.89 21.58 | 21.92 25,95 - - 60.92
baik

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Target Tahunan

Jangka Menengah Tahun 2023

Realisasi Tahun 2023 (%)

Indikator kinerja
Target | Realisasi Capaian Kinerja | Kategori
Persentase jalan dalam kondisi mantap 79,88 72,38 Tidak Mencapai 90,61 Baik
Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik | 21,92 60,92 Mencapai (Melampaui) | 278,15 | Baik sekali

Berdasarkan Tabel 3.5-Tabel 3.6, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;

Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap pada

Tahun 2023 adalah 72.38% dengan target 79.88%. Sehingga kondisinya Tidak

Mencapai, dengan gap 7.50 %. Untuk indikator Persentase Jumlah Jembatan
Kondisi Baik, realisasi sebesar 60,92% dari target 21,92%. Maka kondisinya
Mencapai (melampaui).
b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun
Terakhir

Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap pada

Tahun 2023 adalah 72.38%, dan realisasi di Tahun 2022 sebesar 72.38%. Ini

artinya kondisi adalah tetap. Untuk indikator Persentase Jumlah Jembatan
Kondisi Baik, terealisasi sebesar 60,92% dan pada Tahun 2022 belum terhitung
realisasinya.

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;
Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap pada
Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah mengalami
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peningkatan 5,91 % dari baseline pada Tahun 2021, namun pada Tahun 2022
tidak mencapai target pada angka 73,17%. Bila dibandingkan dengan Target
Akhir Renstra maka diperlukan upaya untuk memenuhi target sebesar 27,62%.
Terkait Indikator Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik, perbandingan
antara target jangka menengah dengan realisasi kinerja Tahun 2023
mengalami peningkatan 30,03%. Dan bila dibandingkan dengan target akhir
renstra pun telah telah melampui angka 60,92% dari target akhir 25,95%.

. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;

Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap
terhadap Target Nasional pada Tahun 2023 adalah 72.38% dibandingkan
dengan target Nasional pada angka 65%. Untuk indikator Persentase Jumlah
Jembatan Kondisi Baik, tidak terdapat target Indikator yang semisal di RPJMN.
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah
dilakukan

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1.

Secara prinsip, dalam pencapaian kinerja Persentase Jalan Mantap,

dibutuhkan dua Program/Kegiatan, yaitu:

a. Program/Kegiatan untuk mempertahankan kondisi Jalan yang sudah dalam
Status Mantap yang telah mencapai 72,38 %

b. Program/Kegiatan untuk meningkatkan kondisi Jalan menjadi Mantap pada
Jalan yang Kondisinya belum mantap dengan persentase 27,62 %

Tidak tercapainya Target Persentase Jalan Mantap sebesar 79,88 %

disebabkan oleh kombinasi faktor yang saling berkaitan, diantaranya:

a. Panjang jalan yang bisa diintervensi Program/Kegiatan Pemeliharaan
secara rutin pada Tahun 2023 sebagai bagian dari mempertahankan
kondisi mantap hanya sepanjang 218 km dari 586,19 km. Itu artinya ada
gap/selisih sebesar 368,19 km antara panjang jalan yang harus tetap
dipelihara secara rutin dengan panjang jalan yang diintervensi pada
Program Pemeliharaan Jalan.

b. Panjang jalan yang harus dilakukan Peningkatan Jalan menjadi mantap
adalah sebesar 7,50 % (60,74 km) dari realisasi tahun 2022 yang telah
mencapai 72,38%. Namun, pada Program Rekonstruksi Jalan hanya
dilakukan pada panjang jalan 29,89 km. Itu artinya 30,85 km yang tidak
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3.

dilaksanakan dalam Kegiatan Rekonstruksi Jalan yang menyebabkan tidak

mencapai target kinerja sebesar 79,88%
Terdapat deviasi penurunan antara Renja 2023 terhadap DPA 2023 terhadap
Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota sebagai program yang
memiliki prioritas utama dalam pencapaian Indikator Persentase jalan dalam
kondisi mantap sebesar hanya 28% ( Rp 63.878.134.260,00) dari skala 100%
(Rp 226.031.718.970,00). Hal ini berkosekuensi pada penurunan target pada
DPA 2023 sebesar 29.89 km terhadap Renja 2023 sebesar 38.89 km.
Penurunan target akan berkosekuensi pula terhadap upaya pencapaian kinerja
dari target yang telah ditetapkan pada IKU.
Postur DPA Tahun 2023 terhadap postur DPA Tahun 2022 pada Program
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota adalah hanya sebesar 22% (Rp
63.878.134.260,00) terhadap postur
296.197.355.115,00). Hal ini
peningkatan pencapaian kinerja dari tahun 2022 ke tahun 2023. Perbandingan
postur DPA Tahun 2023 terhadap Tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel berikut.

pada progam yang sama (Rp

berkosekuensi terhadap tidak terjadi

Tabel 3.7 Perbandingan Postur Anggaran DPA Tahun 2023 Program Penyelenggaraan Jalan
Kabupaten/Kota Terhadap DPA Tahun 2022 dan Renja Tahun 2023

Renja Tahun 2023 DPA Tahun 2022

DPA Tahun 2023 Persentase Persentase
B ELHE A L) (Rupiah) Besaran (Rupiah) | terhadap DPA | Besaran (Rupiah) | terhadap DPA
Tahun 2023 Tahun 2023
Program
Penyelenggaraan 63.878.134.260,00 | 226.031.718.970,00 28% 296.197.355.115,00 22%
Jalan
Kabupaten/Kota

Sumber: Renja DPUPR Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023

5.

Faktor teknis. Diantaranya: Pada beberapa ruas jalan kabupaten memiliki
kondisi tanah dasar yang tidak stabil (ekspansif) yang ditangani sesuai standar
pekerjaan jalan lainnya, padahal seharusnya ruas jalan tersebut harus
ditangani secara khusus.

Kondisi jalan mantap kabupaten masih belum tersebar secara merata disetiap
kecamatan maupun desa, yang pada akhirnya memicu kecemburuan
masyarakat dan rasa tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah

Panjang jalan yang dipelihara (rutin dan berkala) setiap tahunnya tidak sesuai
dengan kebutuhan untuk mempertahankan kondisi jalan. Begitu pula dengan
jenis penanganan pada pemeliharaan jalan pun tidak maksimal.
Keterbatasan terhadap data inventarisasi panjang jembatan secara total

keseluruhan
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Adapun alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun

tersebut adalah sebagai berikut:

1.

Meningkatkan kualitas perencanaan/DED pada Program dengan memasukkan
metode-metode tertentu/khusus. Misal untuk mengatasi masalah kondisi
tanah dasar yang tidak stabil maka metode yang bisa dipakai, salah satunya
adalah sebagai berikut: Metode dilaksanakan dengan menggunakan
consolidometer khusus yang memungkinkan pengukuran pengembangan
khusus

Menyusun Program Penyelenggaraan Jalan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
dan Pembangunan Jembatan sebagai Program Utama Pencapaian Kinerja
Sasaran 1. Hal ini untuk memenuhi pencapaian IKU DPUPR, mengatasi deviasi
simpangan antara realisasi dan target kinerja berupa Persentase jalan dalam
kondisi mantap dan sebagai upaya untuk menghadapi Tantangan 1.

Program prioritas kedua adalah Pemeliharaan Berkala dan Rutin dan
Penggantian Jembatan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan sebagai bentuk
perwujudan tujuan mempertahankan jalan dalam kondisi mantap

Melibatkan partisipasi masyarakat sekitar proyek dalam hal pengawasan
Melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat yang berpotensi
atau telah terjadi konflik terkait opini sebagian masyarakat perihal kondisi
jalan mantap yang tidak merata

Berkoordinasi dengan Bapperida terhadap aspirasi masyarakat dalam hal
pengusulan pekerjaan terkait jalan dan jembatan, baik dari jalur Musrenbang

Kecamatan, atau usulan dari hal aspirasi/pengaduan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 1

sebagai berikut:

Tabel 3.8 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas

Jalan dan Jembatan Tahun 2023 terhadap Jumlah Anggaran

REALISASI
EFISIENSI
NO SASARAN BIDANG/PROGRAM KEUANGAN KEUANGAN | FISIK
(Rp) % % %
BIDANG BINA
2 MARGA 48.053.837.039 94,35 | 97,81 103,67%
S.1
(Meningkatkan heyclicaliy
. PENYELENGGARAAN 48.053.837.039 94,35 97,81 103,67%
Kualitas Jalan JALAN
dan Jembatan)
JUMLAH 144.770.099.288 96,94 | 98,38 101,49%
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Salah satu kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR
pada 2023 dalam hal Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan

yaitu:

a. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam mengkaji kondisi faktual lapangan
lokasi proyek. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan penyusunan
DED secara kontraktual atau Pihak Ketiga.

b. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam melakukan pengawasan. Hal ini
bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan komponen pengawasan dalam
kontraktual atau Pihak Ketiga.

c. Pemanfaatan alat berat aset kepemilikan DPUPR dalam hal pelaksanaan
proyek. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan komponen dalam
pelaksanaan proyek

d. Efisiensi pembiayaan rapat dengan muatan materi pembahasan rapat lebih
dari satu materi rapat. Hal ini selain terkait efisiensi pembiayaan, dibutuhkan
karena faktor peserta rapat yang satu dengan yang lain berasal dari unsur
yang sama, dan karena kebutuhan hasil rapat yang mendesak;

e. kebijakan penghematan dilakukan melalui proses tender dan penunjukan
langsung, dengan menetapkan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan
berdasarkan penawaran terendah yang rasional terhadap Harga Perkiraan
Sendiri (HPS).

f. kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan

menggunakan skala prioritas; dan

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 3.9 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan

ANALISIS KETERKAITAN DENGAN KATEGORI
R HROC KEGIATAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM
BIDANG BINA
MARGA
PROGRAM Penyusunan Rencana, Kebijakan | Sebagai pedoman perencanaan dan a. Program
dan Strategi Pengembangan standar ukuran kualitas jalan dan jembatan Utama
PENYELENGGARAAN h - h
Jaringan Jalan serta dalam sebuah kegiatan/proyek yang akan |b. Kegiatan
JALAN - : -
Perencanaan Teknis dilaksanakan Utama:
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ANALISIS KETERKAITAN DENGAN KATEGORI
NO | BIDANG/PROGRAM KEGIATAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM
Penyelenggaraan Jalan dan Rekonstruksi
Jembatan Jalan dan
Survei Kondisi Jalan/ Jembatan Pengamatan faktual lapangan untuk Pemeliharaan
kelengkapan data yang komprehensif
sebelum pelaksanaan proyek. Kelengkapan
data akan mempengaruhi kualitas
dokumen perencanaan dan akan
mempengaruhi standar kualitas jalan dan
jembatan
Rekontruksi Jalan Rekonstruksi jalan merupakan kegiatan
prioritas utama untuk meningkatkan
pertambahan panjang jalan dengan
kualitas jalan yang mantap
Pemeliharaan Berkala Jalan Merupakan kegiatan untuk
- - mempertahankan panjang jalan tetap
Pemeliharaan Rutin Jalan dalam kondisi mantap
Penggantian Jembatan Kegiatan untuk merekonstruksi/mengganti
jembatan sesuai standar kualitas
2 BIDANG
SEKRETARIAT
PROGRAM PENUNJANG | Penyelenggaraan Rapat Pelaksanaan Forum Perangkat Linta Program
URUSAN Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Daerah untuk memperoleh informasi Pendukung
PEMERINTAHAN crosscutting program/kegiatan yang
DAERAH beririsan dengan Program Kegiatan DPUPR
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pengoptimalan penggunaan Alat Besar
Biaya Pemeliharaan dan dalam Program Penyelenggaraan Jalan
Perizinan Alat Besar
Penyusunan Dokumen Penyusunan dokumen Rencana Kerja
Perencanaan Perangkat Daerah untuk menetapkan Program/kegiatan yang
berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran
Pelaksanaan Persetujuan Koordinasi dalam perencanaan Program
Substansi, Evaluasi, Konsultasi infrastruktur jalan untuk dimasukkan Pendukung
PROGRAM Evaluasi dan Penetapan RTRW sebagai muatan dalam perencanaan
PENYELENGGARAAN Kabupaten/Kota spasial Rencana Tata Ruang. Jalan yang
PENATAAN RUANG telah masuk dalam Rencana Tata Ruang
lebih mudah dalam hal pengurusan KKPR-
nya
Tabel 3.10 Analisis Program/Kegiatan yang Menjadi Penghambat
Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Pada Tahun 2023
Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan
ANALISIS KETERKAITAN DENGAN KATEGORI
NO | BIDANG/PROGRAM KEGIATAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM
1 | BIDANG BINA
MARGA
Rekontruksi Jalan Panjang jalan yang harus dilakukan |c. Program
Peningkatan Jalan menjadi mantap adalah Utama
sebesar 7,50 % (60,74 km) dari realisasi |9 Keglata.n
PROGRAM tahun 2022 yang telah mencapai 72,38%. Utama: .
PENYELENGGARAAN Namun, pada Program Rekonstruksi Jalan RRSSTER
JALAN ' Jalan dan

hanya dilakukan pada panjang jalan 29,89
km. TItu artinya 30,85 km vyang tidak
dilaksanakan dalam Kegiatan Rekonstruksi
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NO | BIDANG/PROGRAM

KEGIATAN

ANALISIS KETERKAITAN DENGAN
PENCAPAIAN SASARAN

KATEGORI
PROGRAM

Jalan yang menyebabkan tidak mencapai
target kinerja sebesar 79,88%

Pemeliharaan Berkala Jalan

Pemeliharaan Rutin Jalan

Panjang jalan yang bisa diintervensi
Program/Kegiatan Pemeliharaan secara
rutin pada Tahun 2023 sebagai bagian dari
mempertahankan kondisi mantap hanya
sepanjang 218 km dari 586,19 km. Itu
artinya ada gap/selisih sebesar 368,19 km
antara panjang jalan yang harus tetap
dipelihara secara rutin dengan panjang
jalan yang diintervensi pada Program
Pemeliharaan Jalan.

Rehabilitasi Jalan

Tidak ada program ini di DPA Tahun 2023.
Sehingga  mempengaruhi  pencapaian
kinerja panjang jalan dalam kondisi mantap

Rehabiltasi Jembatan

Tidak ada program ini di DPA Tahun 2023.
Sehingga  mempengaruhi  pencapaian
kinerja panjang jembatan dalam kondisi
mantap

Pemeliharaan Berkala Jembatan

Pemeliharaan Rutin Jembatan

Tidak ada di DPA Tahun 2023. Merupakan
kegiatan untuk mempertahankan panjang
jalan tetap dalam kondisi mantap

Adapun Kegiatan utama yang menunjang pencapaian sasaran I di tahun 2023

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Sub Kegiatan Pencapaian Sasaran 1 Indikator Kinerja
Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap

Sub Kegiatan Lokasi Panjang (km) | Persentase
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan Ruas Braim - Langko 2,50 2,71%
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan Ruas Gerunung - Kwang Rundun 1,60 1,74%
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan Ruas Janapria - Kenyalu 3,50 3,80%
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan Ruas Janapria - Langko (Aspal HRS 5,30

Base) 5,75%
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan Ruas Jembe - Langko 5,00 5,42%
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan Ruas JL. kalimutu 0,50 0,54%
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan Ruas JL. Singkarak 1,85 2,01%
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan Ruas Kabol - Pelambik 5,72 6,21%
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan ruas Kelebut - RP. Sintung 4,20 4,56%
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan Ruas Kopang - Wajegeseng (Rabat 6,40

bahu Jalan) 6,94%
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan Ruas Landah - Bilelando 4,30 4,66%
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan Ruas Leneng - Kemulah 0,80 0,87%
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan jalan Ruas Leneng - Tenganan 5,40 5,86%
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan jalan Ruas Pagutan - Pringgarata 4,40 4,77%
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan jalan Ruas Pemepek - Pringgarata 2,90 3,15%
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan jalan Ruas Pengendong - Pengembok 3,77

(Rabat Bahu Jalan) 4,09%
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan Ruas Puyung - Bonjeruk (Rabat 4,80

bahu Jalan) 5,21%
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan Ruas Ranggagata - batu Bolong 3,64 3,95%
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan Ruas Selangit - Kumbak (Batas 3,95

Lobar) 4,29%
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan Ruas Sengkol - Mangkung 8,10 8,79%
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan Ruas Sulin - Pelabuh 0,35 0,38%
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Sub Kegiatan Lokasi Panjang (km) | Persentase
Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan jalan Ruas Ubung - Bonjeruk (Rabat Bahu 3,80

Jalan) 4,12%

Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan Ruas Wakul - Pagutan 9,40 10,20%

Sumber: Dokumen Internal Bidang Bina Marga Tahun 2023

Tabel 3.12 Sub Kegiatan Pencapaian Sasaran 1 Indikator Kinerja
Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik

Sub Kegiatan Lokasi Panjang (m) | Persentase
Penggantian Jembatan Sinah/Mt. Balas 10 22,47%
Tumpak 6 13,48%

Bungawan 10,5 23,60%

Pasung 18 40,45%

Pembangunan Jembatan Ngerapak 50 32,36%
Total Tahun 2023 94,5 61,17%
Total Tahun 2022 Kondisi Baik 60 38,83%
Total (2022 dan 2023) 154,5 100%

Sumber: Dokumen Internal Bidang Bina Marga Tahun 2023

II1.2.2 Sasaran 2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bangunan Gedung)

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Tahun 2023 (%) Realisasi Tahun 2022 (%)
Indikator kinerja
. . . . Realisasi q
Target | Realisasi Capaian Kinerja | Kategori (2022) Peningkatan
Persentase sarana dan prasarana Mencapai Baik
publik dan aparatur perkantoran dalam 64 83,82 Mel pal 130,97 Sekali 0 0
kondisi baik (Melampaui) ekali

Sumber: Matriks terhadap hasil RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Pelaksanaan Tahun 2022-2023 pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Target Tahunan
Jangka Menengah Tahun 2023

Indikator Target Target Target Realisasi
Tujuan dan Sasaran | Kinerja Utama | Satuan 2021 Akhir Nasional
(IKU) (Baseline) 2022 | 2023 Renstra (RPJMN) 2022 | 2023
2 | Meningkatnya Persentase sarana
Kualitas dan prasarana
Penyelenggaraan publik dan
Bangunan aparatur % 60 62 64 - - 83,82
Gedung perkantoran
dalam kondisi
baik

Berdasarkan Tabel 3.13-Tabel 3.14, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;
Bahwasanya realisasi indikator Persentase sarana dan prasarana publik dan
aparatur perkantoran dalam kondisi baik pada Tahun 2023 adalah 83,82%
dengan target 64%. Sehingga kondisinya Mencapai (melampaui).

b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun
Terakhir
Bahwasanya realisasi indikator Persentase sarana dan prasarana publik dan

aparatur perkantoran dalam kondisi baik pada Tahun 2023 adalah 83,82%,
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dan realisasi di Tahun 2022 belum ada. Pada tahun 2022, tidak termuat

realisasi dengan indikator yang dimaksud karena Indikator ini merupakan salah

satu yang dirumuskan ulang terkait adanya rekomendasi perbaikan melalu LHE

AKIP Internal yang disusun oleh Inspektorat.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;
Bahwasanya realisasi indikator Persentase sarana dan prasarana publik dan
aparatur perkantoran dalam kondisi baik pada Tahun 2023 terhadap Target
Jangka Menengah adalah mengalami peningkatan 23,82 % dari baseline pada
Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 70%,
maka ini sudah melampaui. Namun, perlu untuk menjadi catatan, bahwa
indikator ini perlu direview kembali terkait kriteria yang ditinjau sesuai regulasi
termasuk dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan
target capaiannya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;

Untuk indikator Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur

perkantoran dalam kondisi baik , tidak terdapat target Indikator yang semisal

di RPJMN.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah
dilakukan

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Perbedaan Sasaran, indikator Kinerja dan metode perhitungan pada
Renstra DPUPR Tahun 2021 — 2026 dengan IKU DPUPR yang telah
disempurnakan di Tahun 2023.

2. Dukungan Ketersediaan DED kegiatan Bangunan Gedung yang telah
dilengkapi dalam periode Pra Perencanaan;

3. Ketepatan antara penjadwalan dan pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa untuk Program Bangunan Gedung;

4. Ketepatan perekrutan Tenaga Ahli pendukung yang telah memulai kontrak
pekerjaannya di awal tahun pada periode Pra Perencanaan dalam
mengakselerasi pengerjaan Kegiatan Bangunan Gedung;

5. Pengawasan ketat terhadap penjadwalan eksekusi kontrak dan
memaksimalkan pekerjaan yang bisa dikerjakan lebih cepat khususnya
untuk pengiriman barang/ bahan yang memerlukan waktu untuk proses

pengadaannya;
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6. Implementasi secara optimal aplikasi e-catalogue teknologi atau sistem
informasi yang mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta
pemantauan proyek; dan

7. Penggunaan metode manajemen proyek vyang efisien untuk
mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul selama
pelaksanaan.

Adapun alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun
tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menginternalisasi program penyusunan Sistem Informasi Database
Gedung melalui Program Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi(SLF), Surat Bukti
Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran
Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT),
Penilik, danPendataan Bangunan Gedungmelalui SIMBG;

2. Meningkatkan kualitas perencanaan/DED pada Program dengan
memasukkan metode-metode tertentu/khusus. Misal untuk mengatasi
masalah kondisi tanah dasar yang tidak stabil maka metode yang bisa
dipakai, salah satunya adalah sebagai berikut: Metode dilaksanakan
dengan menggunakan consolidometer khusus yang memungkinkan
pengukuran pengembangan khusus;

Melibatkan partisipasi masyarakat sekitar proyek dalam hal pengawasan;

4. Melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat yang
berpotensi atau telah terjadi konflik terkait opini sebagian masyarakat
perihal kondisi jalan mantap yang tidak merata;

5. Berkoordinasi dengan Bapperida terhadap aspirasi masyarakat dalam hal
pengusulan pekerjaan terkait jalan dan jembatan, baik dari jalur

Musrenbang Kecamatan, atau usulan dari hal aspirasi/pengaduan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 2
sebagai berikut:

Tabel 3.15 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tahun 2023 terhadap Jumlah Anggaran

REALISASI
EFISIENSI
NO SASARAN BIDANG/PROGRAM KEUANGAN KEUANGAN | FISIK
(Rp) % % %
BIDANG CIPTA
5 KARYA 72.599.647.381 99,12 | 99,74 100,63%
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REALISASI
EFISIENSI
NO SASARAN BIDANG/PROGRAM KEUANGAN KEUANGAN | FISIK
(Rp) % % %
S.2
(Meningkatkan
kualitas PROGRAM PENATAAN
5 | penyelenggaraan | BANGUNAN GEDUNG 8.572.780.141 97,47 | 99,86 102,45%
bangunan
Gedung)

Salah satu kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR
pada 2023 dalam hal Pencapaian Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Bangunan dan

Gedung yaitu:

a. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam mengkaji kondisi faktual lapangan
lokasi proyek. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan penyusunan
DED secara kontraktual atau Pihak Ketiga.

b. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam melakukan pengawasan. Hal ini
bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan komponen pengawasan dalam
kontraktual atau Pihak Ketiga.

c. kebijakan penghematan dilakukan melalui proses tender dan penunjukan
langsung, dengan menetapkan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan
berdasarkan penawaran terendah yang rasional terhadap Harga Perkiraan
Sendiri (HPS).

d. kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan
menggunakan skala prioritas; dan

e. pengoptimalan anggaran pada DPA Tahun 2023 untuk pencapaian sasaran
kinerja walaupun Postur DPA Tahun 2023 terhadap postur Renja Tahun 2023
pada Program Penataan Bangunan Gedung adalah sebesar 97,23% (Rp
6.805.961.160,00). Walaupun ada gap/selisih anggaran sebesar 2,77%,
namun tidak mempengaruhi pencapaian sasaran kinerja. Hal tersebut

ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 3.16 Perbandingan Postur Anggaran DPA Tahun 2023 Program Penataan Bangunan

Gedung Terhadap DPA Tahun 2022 dan Renja Tahun 2023
Renja Tahun 2023 DPA Tahun 2022
Nama DPA Tahun 2023 Persentase Persentase
Program (Rupiah) ?!esa_ral:l terhadap DPA iesa_ra: terhadap DPA
(G ED) Tahun 2023 (IR Tahun 2023

Program
Penataan 6.805.961.160,00 7.000.000.000,00 97,23% 6.043.384.695,00 113%
Bangunan
Gedung

Sumber: Renja DPUPR Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023

Halaman NI-15| 80



g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 3.17 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas
Penyelenggaraan Bangunan Gedung

ANALISIS KETERKAITAN DENGAN KATEGORI
e LGS PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM
1 BIDANG CIPTA
KARYA
PROGRAM Rehabilitasi, Renovasi dan Kegiatan utama dalam pencapaian a. Program
Ubahsuai Bangunan Gedung Sasaran. Utama
PENYELENGGARAAN . .
IJALAN untuk Kepentingan Strategis
Daerah Kabupaten / Kota
Perencanaan Pembangunan, Sebagai pedoman perencanaan dan
Pengawasan dan Pemanfaatan standar ukuran kualitas jalan dan jembatan
Bangunan Gedung Daerah dalam sebuah kegiatan/proyek yang akan
Kabupaten/Kota dilaksanakan
2 BIDANG
SEKRETARIAT
PROGRAM PENUNJANG | Penyelenggaraan Rapat Pelaksanaan Forum Perangkat Lintas Program
URUSAN Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Daerah untuk memperoleh informasi Pendukung
PEMERINTAHAN crosscutting program/kegiatan yang
DAERAH beririsan dengan Program Kegiatan DPUPR
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pengoptimalan penggunaan Alat Besar
Biaya Pemeliharaan dan dalam Program Penyelenggaraan Jalan
Perizinan Alat Besar
Penyusunan Dokumen Penyusunan dokumen Rencana Kerja
Perencanaan Perangkat Daerah untuk menetapkan Program/kegiatan yang
berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran
Tabel 3.18 Analisis Program/Kegiatan yang Menjadi Penghambat
Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Pada Tahun 2023
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung
ANALISIS KETERKAITAN DENGAN KATEGORI
L9 ELLUE e SEQIARAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM
1 BIDANG BINA
MARGA
Pemeliharaan, Perawatan, dan Tidak ada di DPA Tahun 2023. Merupakan |a. Program
Pemeriksaan Berkala Bangunan | kegiatan untuk mempertahankan kualitas Utama

PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN GEDUNG

Gedung untuk Kepentingan
Strategis Daerah
Kabupaten/Kota

bangunan gedung yang telah tercapai di
tahun sebelumnya

Penyelenggaraan Penerbitan
Persetujuan Bangunan Gedung
(PBG), Sertifikat Laik Fungsi
(SLF), Surat Bukti Kepemilikan
Bangunan Gedung (SBKBG),
Rencana Teknis Pembongkaran
Bangunan Gedung (RTB), Tim
Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai
Teknis (TPT), Penilik, dan
Pendataan Bangunan Gedung

Tidak ada di DPA Tahun 2023, walaupun
secara prinsip telah dilakukan seperti
penyelenggaraan PBG dan TPA.
Merupakan tugas dan fungsi yang
ditetapkan pada Perbup Nomor 75 Tahun
2021. Dokumen ini sangat diperlukan
untuk mendukung Pencapaian Sasaran.
Karena dokumen ini memuat kriteria-
kriteria kualitas suatu bangunan gedung.
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ANALISIS KETERKAITAN DENGAN KATEGORI
NO | BIDANG/PROGRAM KEGIATAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM

melalui SIMBG

Adapun salah satu bentuk pencapaian realisasi kinerja Sasaran 2 antara lain:

Gambar 3.1 Gedung Pelayanan Publik (MPP) Gambar 3.2 Gedung Pelayanan Publik (MPP)
Kondisi Pra Pelaksanaan (0%) Kondisi Pasca Pelaksanaan (100%)

II1.2.3 Sasaran 3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi)

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Target Tahun Sebelumnya

Realisasi Tahun 2023 (%) Realisasi Tahun 2022 (%)
Indikator kinerja
Target | Realisasi Capaian Kinerja Kategori Realisasi (2022) | Peningkatan
ST . r . . -0,34
Indeks Kinerja Irigasi 56,9 63.92 Mencapai (Melampaui) 112,34 Baik Sekali 64,26 (Menurun)

Sumber: Matriks terhadap hasil RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Pelaksanaan Tahun 2022-2023 pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Target Tahunan
Jangka Menengah Tahun 2023

Tujuan dan Indikator Target Target Target Realisasi
Kinerja Utama | Satuan 2021 Akhir Nasional
SEEEE (IKU) (Baseline) 2022 | 2023 Renstra (RPJMN) 2022 | 2023
3 | Meningkatnya Indeks Kinerja
layanan jaringan | Irigasi % 51.4 54 56.9 62.8 = = 63.92
irigasi

Berdasarkan Tabel 3.19-Tabel 3.20, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;
Bahwasanya realisasi indikator Indeks Kinerja Irigasi pada Tahun 2023 adalah
63,92% dengan target 56,9%. Sehingga kondisinya Mencapai (Melampaui).

b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun

Terakhir

Halaman N-17 | 80



Bahwasanya realisasi indikator Indeks Kinerja Irigasi pada Tahun 2023 adalah
63,92% dan realisasi di Tahun 2022 sebesar 72.38 dan realisasi di Tahun 2022
belum ada. Pada tahun 2022, tidak termuat realisasi dengan indikator yang
dimaksud karena Indikator ini merupakan salah satu yang dirumuskan ulang
terkait adanya rekomendasi perbaikan melalu LHE AKIP Internal yang disusun
oleh Inspektorat.

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;
Bahwasanya realisasi indikator Indeks Kinerja Irigasi pada Tahun 2023
terhadap Target Jangka Menengah adalah mengalami peningkatan 12.5 %
dari baseline pada Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra
sebesar 62,8%, maka ini sudah melampaui. Namun, perlu untuk menjadi
catatan, bahwa indikator ini perlu direview kembali terkait kriteria yang ditinjau
sesuai regulasi termasuk dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun

2023 dan target capaiannya.

. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;

Untuk indikator Indeks Kinerja Irigasi, tidak terdapat target Indikator yang
semisal di RPJMN.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah
dilakukan

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1.

Keberadaan Program Pemeliharaan rutin dan perawatan infrastruktur irigasi
untuk memastikan kinerja optimal dalam mengalirkan air ke lahan pertanian,
dengan memprogramkan secara rutin Kegiatan OP jaringan Irigasi. Walaupun
kondisi ini kontradiksi dengan Kondisi jaringan irigasi yang terjadi penurunan
fungsi layanan karena banyaknya kerusakan atau umur layanan sudah tua,
disamping itu juga jaringan irigasi rusak di jaringan sekunder sekitar 35%
(LKj-IP Tahun 2022);

Penggunaan teknologi informasi berupa pengaduan layanan irigasi untuk
meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pengiriman air ke lahan pertanian;
Pemberdayaan dan pengoptimalan Komisi Irigasi terkait pengelolaan
infrastruktur irigasi;

Pengoptimalan penggunaan kinerja saluran irigasi dan ketersediaan air
melalui Peraturan Bupati Lombok Tengah No 11 Tahun 2020 tentang Rencana
Pola Tanam dan Tata Tanam Musim Tanam I, II dan III Tahun 2019/2020.
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Gambar 3.3 Kegiatan Perbaikan Jaringan Irigasi

Adapun alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun

tersebut adalah sebagai berikut:

1.

Menyusun Program Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi berupa
Bintek dan Uji Kompetensi terkait Tenaga Konstruksi.

Menginternalisasi Sasaran 3 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD
Menyusun Program Penyiapan Database Jaringan Irigasi dan Daerah yang
terlayani secara bertahap.

Meningkatkan implementasi Aplikasi Pengaduan Online Kinerja Saluran Irigasi
sebagai bentuk upaya meningkatkan Sasaran 3

Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait
pencapaian kinerja Sasaran 3.

Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang

pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 3.
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f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 3

sebagai berikut:

Tabel 3.21 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran Meningkatkan Kualitas
Layanan Jaringan Irigasi Tahun 2023 terhadap Jumlah Anggaran

REALISASI
EFISIENSI
L B BIDANG/PROGRAM KEUANGAN __ | KEUANGAN | FISIK
(Rp) % % %
BIDANG SUMBER
3 DAYA AIR 5.227.392.320 99,11 | 99,57 100,46%
53
(Meningkatnya FROER
3 | e PENGELOLAAN 5.227.392.320 99,11 | 99,57 100,46%
A | SUMBER DAYA AIR
Jaringan Irigasi)

Salah satu kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR
pada 2023 dalam hal Pencapaian Sasaran Meningkatkan Layanan Jaringan Irigasi antara

lain:

a. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam mengkaji kondisi faktual lapangan
lokasi proyek. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan penyusunan
DED secara kontraktual atau Pihak Ketiga.

b. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam melakukan pengawasan. Hal ini
bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan komponen pengawasan dalam
kontraktual atau Pihak Ketiga.

c. Pemberdayaan Komisi Irigasi dalam hal verifikasi data kondisi saluran irigasi,
perencanaan dan pengawasan, sehingga mempengaruhi item pembiayaan
dalam hal survei lapangan, penyusunan dokumen perencanaan dan
pengawasasan:

d. Efisiensi pembiayaan rapat dengan muatan materi pembahasan rapat lebih
dari satu materi rapat. Hal ini selain terkait efisiensi pembiayaan, dibutuhkan
karena faktor peserta rapat yang satu dengan yang lain berasal dari unsur
yang sama, dan karena kebutuhan hasil rapat yang mendesak;

e. kebijakan penghematan dilakukan melalui proses tender dan penunjukan
langsung, dengan menetapkan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan
berdasarkan penawaran terendah yang rasional terhadap Harga Perkiraan
Sendiri (HPS); dan

f. kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan

menggunakan skala prioritas.
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g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 3.22 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran_Meningkatkan Layanan Jaringan Irigasi

ANALISIS KETERKAITAN DENGAN KATEGORI
R LGS PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM
1 BIDANG SUMBER
DAYA AIR
PROGRAM Pembangunan Embung dan Sebagai pedoman perencanaan dan a. Program
PENGELOLAAN Penampungan Air Lainnya standar ukuran ku_alitas jalan dan jembatan Utar_na
SUMBER AIR d_alam sebuah kegiatan/proyek yang akan b. Kegiatan
dilaksanakan Utama
Operasi dan Pemeliharaan Pengamatan faktual lapangan untuk
Embung dan Penampung Air kelengkapan data yang komprehensif
Lainnya sebelum pelaksanaan proyek. Kelengkapan
data akan mempengaruhi kualitas
dokumen perencanaan dan akan
mempengaruhi standar kualitas jalan dan
jembatan
Koordinasi dan Singkronisasi Rekonstruksi jalan merupakan kegiatan
Peningkatan Kapasitas prioritas utama untuk meningkatkan
Kelembagaan Pengelolaan SDA pertambahan panjang jalan dengan
Kewenangan Kabupaten / Kota kualitas jalan yang mantap
Rehabilitasi Embung dan Merupakan kegiatan untuk
Penampungan Air Lainnya mempertahankan panjang jalan tetap
2 BIDANG
SEKRETARIAT
PROGRAM PENUNJANG | Penyelenggaraan Rapat Pelaksanaan Forum Perangkat Linta Program
URUSAN Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Daerah untuk memperoleh informasi Pendukung
PEMERINTAHAN crosscutting program/kegiatan yang
DAERAH beririsan dengan Program Kegiatan DPUPR
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pengoptimalan penggunaan Alat Besar
Biaya Pemeliharaan dan dalam Program Penyelenggaraan Jalan
Perizinan Alat Besar
Penyusunan Dokumen Penyusunan dokumen Rencana Kerja
Perencanaan Perangkat Daerah untuk menetapkan Program/kegiatan yang
berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran
3 BIDANG PENATAAN
RUANG
Pelaksanaan Persetujuan Koordinasi dalam perencanaan Kawasan Program
Substansi, Evaluasi, Konsultasi Pertanian dan kebijakan baru Lahan Sawah | Pendukung
PROGRAM Evaluasi dan Penetapan RTRW Dipertahankan (LSD). Dengan kebijakan
PENYELENGGARAAN Kabupaten/Kota yang tercantum dalam dokumen
PENATAAN RUANG perencanaan tata ruang, maka menjadi
program pendukung keberadaan
infrastruktur irgasi

II1.2.4 Sasaran 4 (Meningkatnya Kelayakan Jaringan Air Minum)

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan Target Tahunan Sebelumnya

Realisasi Tahun 2023 (%)

Realisasi Tahun 2022 (%)

Indikator kinerja
N " N ) Realisasi "
Target | Realisasi Capaian Kinerja | Kategori (2022) Peningkatan
Persentase Penduduk yang dilayani Mencapai Baik
dengan akses terhadap pasokan air 81,92 83,67 Mel pal 102,14 Kali 80,77 2,9
minum (Melampaui) Sekali

Sumber: Matriks terhadap hasil RPIMD Kabupaten Lombok Tengah Pelaksanaan Tahun 2022-2023 pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023
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Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan Target Tahunan

Jangka Menengah Tahun 2023

Tujuan dan Indikator Target Target Target Realisasi
Kinerja Utama Satuan 2021 Akhir Nasional
SEEEE (IKU) (Baseline) | 2922 | 2023 | ponstra | (RPIMN) | 2022 | 2023
Meningkatnya Persentase
kelayakan penduduk yang
Jaringan air e e % 78.83 | 80.37 | 81.92 | 86,56 87,8 80,77 | 83,67
minum akses terhadap
pasokan air
minum

Berdasarkan Tabel 3.22-Tabel 3.23, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:
a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;

Bahwasanya realisasi indikator Persentase penduduk yang dilayani dengan
akses terhadap pasokan air minum pada Tahun 2023 adalah 83.67% dengan
target 81.92%. Sehingga kondisinya Mencapai dan bahkan Melampaui
walaupun dengan selisih yang tidak terlalu besar, sebesar 1,75%.

. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun

Terakhir

Bahwasanya realisasi indikator Persentase penduduk yang dilayani dengan
akses terhadap pasokan air minum pada Tahun 2023 adalah 83.67% dan
realisasi di Tahun 2022 sebesar 80.77%. Hal ini berarti terdapat peningkatan
Tahun 2022-2023 sebesar 2.9%.

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;
Bahwasanya realisasi indikator Persentase penduduk yang dilayani dengan
akses terhadap pasokan air minum pada Tahun 2023 terhadap Target Jangka
Menengah adalah mengalami peningkatan 4.84 % dari baseline pada Tahun
2021. Bila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 86.56%, maka
dibutuhkan upaya pencapaian sebesar 2.89%. Namun, perlu untuk menjadi
catatan, bahwa perlu dilakukan pemutakhiran data terkait jumlah penduduk

tiap tahunnya dan KK yang belum terakases air minum.

. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;

Untuk indikator Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap
pasokan air minum bila dibandingkan dengan Indikator Nasional melalui
RPIMN, ditetapkan target sebesar 87.8%. Target nasional ini memiliki selisih
pencapaian terhadap realisasi Tahun 2023 sebesar 4.13%, dan perbandingan
antara Target Akhir Renstra dengan Target Nasional memiliki selisih 1.24%,

dengan target nasional yang lebih tinggi.
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e.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah
dilakukan

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1.

Program yang berkaitan dalam kinerja untuk meningkatkan akses terhadap
pasokan air minum merupakan program dengan posisi yang strategis karena
merupakan pencapaian dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Strategi Nasional (Stranas)
percepatan penurunan stunting.

Pengawasan ketat terhadap penjadwalan eksekusi kontrak dan
memaksimalkan pekerjaan yang bisa dikerjakan lebih cepat khususnya untuk
pengiriman barang/ bahan yang memerlukan waktu untuk proses
pengadaannya; dan

Implementasi secara optimal aplikasi e-catalogue teknologi atau sistem
informasi yang mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta
pemantauan proyek

Perbedaan Sasaran, indikator Kinerja dan metode perhitungan pada Renstra
DPUPR Tahun 2021 — 2026 dengan IKU DPUPR yang telah disempurnakan di
Tahun 2023.

RISPAM yang tersedia dianggap belum memenuhi dinamika kebijakan yang
terkait di dalamnya kebutuhan terhadap air minum

Tidak termuat rencana SPAM non PDAM pada RISPAM

Meningkatnya jumlah penduduk dan tidak meratanya sebaran penduduk,
mengakibatkan kebutuhan akan penyediaan infrastruktur dasar berupa
penyediaan sarana dan prasaran air minum serta pengelolaan air limbah juga

meningkat setiap tahun

Adapun tindak lanjut, alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR

di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1.
2.

Menginternalisasi Sasaran 4 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD.
Menyusun Program Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada RPJMD dan Rencana Kerja
Tahunan di 2025

Menjadikan muatan lingkungan sebagai substansi mulai perencanaan hingga

pasca pelaksanaan kegiatan.
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4. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait
pencapaian kinerja Sasaran 4.
5. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang

pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 4.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 4

sebagai berikut:

Tabel 3.25 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran
Meningkatnya kelayakan jaringan air minum Tahun 2023 terhadap Jumlah Anggaran

REALISASI
EFISIENSI
NO SASARAN BIDANG/PROGRAM KEUANGAN KEUANGAN | FISIK
(Rp) % % %
BIDANG CIPTA
5 TR 72.599.647.381 99,12 | 99,74 |  100,63%
S4 PROGRAM
(Meningkatkan PENGELOLAAN DAN
6 | Kelayakan PENGEMBANGAN 47.610.947.040 99,15 | 99,30 |  100,15%
Jaringan Air SISTEM PENYEDIAAN
Minum) AIR MINUM

Salah satu kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR
pada 2023 dalam hal Pencapaian Sasaran Persentase penduduk yang dilayani dengan
akses terhadap pasokan air minumantara lain:

a. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam mengkaji kondisi faktual lapangan

lokasi proyek. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan penyusunan
DED secara kontraktual atau Pihak Ketiga.

b. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam melakukan pengawasan. Hal ini
bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan komponen pengawasan dalam
kontraktual atau Pihak Ketiga.

c. Efisiensi pembiayaan rapat dengan muatan materi pembahasan rapat lebih
dari satu materi rapat. Hal ini selain terkait efisiensi pembiayaan, dibutuhkan
karena faktor peserta rapat yang satu dengan yang lain berasal dari unsur
yang sama, dan karena kebutuhan hasil rapat yang mendesak;

d. kebijakan penghematan dilakukan melalui proses tender dan penunjukan
langsung, dengan menetapkan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan
berdasarkan penawaran terendah yang rasional terhadap Harga Perkiraan
Sendiri (HPS); dan

e. kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan

menggunakan skala prioritas.
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g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 3.26 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatnya kelayakan jaringan air minum

ANALISIS KETERKAITAN DENGAN KATEGORI
NO | BIDANG/PROGRAM KEGIATAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM
1 BIDANG SUMBER
DAYA AIR
PROGRAM Pembangunan Embung dan Sebagai pedoman perencanaan dan a. Program
PENGELOLAAN Penampungan Air Lainnya standar ukuran ku_alitas jalan dan jembatan Utar_na
SUMBER AIR d_alam sebuah kegiatan/proyek yang akan |b. Kegiatan
dilaksanakan Utama
Operasi dan Pemeliharaan Pengamatan faktual lapangan untuk
Er'r_1bung dan Penampung Air kelengkapan data yang komprehensif
Lainnya sebelum pelaksanaan proyek. Kelengkapan
data akan mempengaruhi kualitas
dokumen perencanaan dan akan
mempengaruhi standar kualitas jalan dan
jembatan
Koordinasi dan Singkronisasi Rekonstruksi jalan merupakan kegiatan
Peningkatan Kapasitas prioritas utama untuk meningkatkan
Kelembagaan Pengelolaan SDA pertambahan panjang jalan dengan
Kewenangan Kabupaten / Kota kualitas jalan yang mantap
Rehabilitasi Embung dan Merupakan kegiatan untuk
Penampungan Air Lainnya mempertahankan panjang jalan tetap
2 BIDANG
SEKRETARIAT
PROGRAM PENUNJANG | Penyelenggaraan Rapat Pelaksanaan Forum Perangkat Linta Program
URUSAN Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Daerah untuk memperoleh informasi Pendukung
PEMERINTAHAN crosscutting program/kegiatan yang
DAERAH beririsan dengan Program Kegiatan DPUPR
KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pengoptimalan penggunaan Alat Besar
Biaya Pemeliharaan dan dalam Program Penyelenggaraan Jalan
Perizinan Alat Besar
Penyusunan Dokumen Penyusunan dokumen Rencana Kerja
Perencanaan Perangkat Daerah untuk menetapkan Program/kegiatan yang
berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran
3 BIDANG PENATAAN
RUANG
Pelaksanaan Persetujuan Koordinasi dalam perencanaan Kawasan Program
Substansi, Evaluasi, Konsultasi Pertanian dan kebijakan baru Lahan Sawah | Pendukung

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

Evaluasi dan Penetapan RTRW
Kabupaten/Kota

Dipertahankan (LSD). Dengan kebijakan
yang tercantum dalam dokumen
perencanaan tata ruang, maka menjadi
program pendukung keberadaan
infrastruktur irgasi
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Gambar 3.4 Kegiatan Pembuatan Sumur Bor

II1.2.5 Sasaran 5 (Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat

Diakses oleh Masyarakat)
Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 dengan Target Tahunan Sebelumnya

Realisasi Tahun 2023 (%) Realisasi Tahun 2022 (%)

Indikator kinerja
Target | Realisasi Capaian Kinerja Kategori Realisasi (2022) | Peningkatan
Cakupan Pelayanan SPALDS 0.05 1,94 Melampaui 3880 Baik Sekali - -
Cakupan Pelayanan SPALDT 0.05 1,94 Melampaui 3880 Baik Sekali -

Sumber: Matriks terhadap hasil RPIMD Kabupaten Lombok Tengah Pelaksanaan Tahun 2022-2023 pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 dengan Target Tahunan
Jangka Menengah Tahun 2023

Tujuan dan » Indika:jtor . Target ?;get NTargetI Realisasi
inerja Utama tuan 2021 ir asiona
Sl (IKU) (Baseline) | 2022 | 2023 | penstra | (RPIMN) | 2022 | 2023

5 | Meningkatnya Cakupan

kelayakan Pelayanan SPALDS % = S 0.55 7.31 3 juta - 1,94

jaringan Sanitasi

yang dapat Cakupan

diakses oleh Pelayanan SPALDT % - - 0.55 7.31 6,5 juta = 1,94

masyarakat

Berdasarkan Tabel 3.27-Tabel 3.28, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;
Bahwasanya realisasi indikator Cakupan Pelayanan SPALDS dan Cakupan
Pelayanan SPALDT pada Tahun 2023 adalah 1.94% dengan target 0.55%.
Sehingga kondisinya Mencapai dan bahkan Melampaui dengan selisih sebesar
1.39%.
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b.

Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun
Terakhir

Bahwasanya realisasi indikator Cakupan Pelayanan SPALDS dan Cakupan
Pelayanan SPALDT pada Tahun 2023 adalah 1.94% dan realisasi di Tahun
2022 belum ada. Pada tahun 2022, tidak termuat realisasi dengan indikator
yang dimaksud karena Indikator ini merupakan salah satu yang dirumuskan
ulang terkait adanya rekomendasi perbaikan melalu LHE AKIP Internal yang
disusun oleh Inspektorat.

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;
Bahwasanya realisasi indikator Cakupan Pelayanan SPALDS dan Cakupan
Pelayanan SPALDT pada Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah
Tahun 2022 adalah mengalami peningkatan 1.39 %. Bila dibandingkan
dengan Target Akhir Renstra sebesar 7.31%, maka dibutuhkan upaya
pencapaian sebesar 5.37%. Namun, perlu untuk menjadi catatan, bahwa perlu
dilakukan pemutakhiran data terkait jumlah penduduk tiap tahunnya dan KK
yang belum terakases cakupan pelayanan SPALDS dan SPALDT.

. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;

Untuk indikator Cakupan Pelayanan SPALDS dan Cakupan Pelayanan SPALDT
bila dibandingkan dengan Indikator Nasional melalui RPIJMN, ditetapkan target
sebesar 3 juta. Sehingga terdapat perbedaan dalam satuan indikatormya, yaitu
target daerah menggunakan persentase, dan target nasional menggunakan
jumlah penduduk. Sehingga tidak bisa dibandingkan karena berbeda satuan.
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah
dilakukan

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1.

Ketersediaan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang memuat
dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan
sanitasi secara komprehensif dengan tujuan agar pembangunan sanitasi di
Kabupaten Lombok Tengah dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi
dan berkelanjutan.

Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Lombok Tengah memuat data-
data lokasi yang belum terlayani air limbah yang telah dipadukan dengan data
P3KE dan desil penanganan stunting. Sehingga diharapkan akan muncul lokus

prioritas sekaligus kebutuhan penganggarannya.
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3. Pengawasan ketat terhadap penjadwalan eksekusi kontrak dan
memaksimalkan pekerjaan yang bisa dikerjakan lebih cepat khususnya untuk
pengiriman barang/ bahan yang memerlukan waktu untuk proses
pengadaannya; dan

4. Implementasi secara optimal aplikasi e-catalogue teknologi atau sistem
informasi yang mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta
pemantauan proyek.

Adapun tindak lanjut, alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR

di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menginternalisasi Sasaran 5 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD.

2. Menginternalisasi Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air
Limbah ke Renstra DPUPR berupa Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Air Limbah Domestik

3. Mengevaluasi pelaksanaan siklus pelayanan SPALDS dan SPALDT untuk
menghitung kebutuhan pemeliharaan prasarana

4. Memutuhkan Program lintas Sektor untuk mengoptimalkan Partispasi
masyarakat dalam pelaksanaan hingga turut serta aktif pasca pelaksanaan
program

5. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait
pencapaian kinerja Sasaran 5

6. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan dan latar belakang

pendidikan dan kompetensinya untuk pencapaian kinerja Sasaran 5

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 5
sebagai berikut:

Tabel 3.29 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran
Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses Masyarakat Tahun 2023
terhadap Jumlah Anggaran

REALISASI
EFISIENSI
NO SASARAN | BIDANG/PROGRAM KEUANGAN KEUANGAN | FISIK
(Rp) % % %
5 wit) 15.013.476.200,00 99,92 | 99,86 99,93%
S.5(
Meningkatnya PROGRAM
Kelayakan
7 | Jaringan Sanitasi | PENCELOLA BAN 1 15,013.476.200,00 99,92 | 99,86 |  99,93%
yang Dapat SISTEM AIR LIMBAH
Diakses
Masyarakat)
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Salah satu kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR
pada 2023 dalam hal Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang
Dapat Diakses oleh Masyarakatantara lain:

a. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam mengkaji kondisi faktual lapangan
lokasi proyek. Hal ini bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan penyusunan
DED secara kontraktual atau Pihak Ketiga.

b. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam melakukan pengawasan. Hal ini
bermanfaat dalam efisiensi pembiayaan komponen pengawasan dalam
kontraktual atau Pihak Ketiga.

c. Efisiensi pembiayaan rapat dengan muatan materi pembahasan rapat lebih
dari satu materi rapat. Hal ini selain terkait efisiensi pembiayaan, dibutuhkan
karena faktor peserta rapat yang satu dengan yang lain berasal dari unsur
yang sama, dan karena kebutuhan hasil rapat yang mendesak;

d. kebijakan penghematan dilakukan melalui proses tender dan penunjukan
langsung, dengan menetapkan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan
berdasarkan penawaran terendah yang rasional terhadap Harga Perkiraan
Sendiri (HPS); dan

e. kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan

menggunakan skala prioritas.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 3.30 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi
yang Dapat Diakses oleh Masyarakat

ANALISIS KETERKAITAN DENGAN KATEGORI
R R RECH PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM
BIDANG CIPTA
KARYA
PROGRAM Pembangunan/Penyediaan Terbangunnya Sistem a. Program
Sistem Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan Air Limbah Domestik Utama
PENGELOLAAN DAN . .
Terpusat Skala Permukiman (SPALD) Terpusat Skala b. Kegiatan
HELEEHIPANGAN Permukiman sehin meningkatk k Ut
SISTEM AIR LIMBAH MuX 99a meningkatkalligkses ama
sanitasi oleh masyarakat
BIDANG
SEKRETARIAT
Penyelenggaraan Rapat Pelaksanaan Forum Perangkat Lintas Program
EI;?J(S;ARIQM PENUNJANG Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Daerah untuk memperoleh informasi Pendukung
crosscutting program/kegiatan yang
PEMERINTAHAN beririsan dengan Program Kegiatan DPUPR
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NO | BIDANG/PROGRAM

ANALISIS KETERKAITAN DENGAN
PENCAPAIAN SASARAN

KATEGORI

KEGIATAN PROGRAM

DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen Rencana Kerja
untuk menetapkan Program/kegiatan yang
berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran

II1.2.6 Sasaran 6 (Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang)

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 dengan Target Tahunan Sebelumnya

Realisasi Tahun 2023 (%) Realisasi Tahun 2022 (%)
Indikator kinerja
. - A q Realisasi A
Target | Realisasi Capaian Kinerja Kategori (2022) Peningkatan
Persentase Penyusunan materi A .
teknis RTR 33 33 Mencapai 100 Baik 22 11
Tidak Sangat
Jumlah Perda dan Perkada 33 22 Mencapai 66,67 Kurang 22 0

Sumber: Matriks terhadap hasil RPIMD Kabupaten Lombok Tengah Pelaksanaan Tahun 2022-2023 pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 dengan Target Tahunan

Jangka Menengah Tahun 2023

Tujuan dan ‘ Indik:'tor < — Target 'I:I:'ggt NTargetI Realisasi
inerja Utama tuan 1 ir asiona
Sasaran (IKU) (Baseline) | 2022 | 2023 | pongtra | (RPIMN) | 2022 | 2023
6 | Meningkatnya Prosentase
Perencanaan penyusunan % 11 22 33 100 - 22 33
Tata Ruang materi teknis RTR
Persentase Perda
dan Perkada yang % 11 22 22 100 - 11 22
ditetapkan

Berdasarkan Tabel 3.31 -Tabel 3.32, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:
a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;

Bahwasanya realisasi indikator Prosentase penyusunan materi teknis RTR pada
tahun 2023 adalah 33% dari target 33%, sehingga kondisinya sudah
mencapai. Terkait indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan
pada Tahun 2023 adalah 22% dengan target 22%. Sehingga kondisi indikator
ini telah Mencapai.

Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun
Terakhir

Bahwasanya realisasi indikator Prosentase penyusunan materi teknis RTR pada
Tahun 2023 adalah 33% dan realisasi di Tahun 2022 adalah 22%. Sedangkan
untuk indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan pada Tahun
2023 adalah 22% dan realisasi pada tahun 2022 adalah 11%, kedua indikator

ini saling berkaitan, karena indikator Prosentase penyusunan materi teknis RTR
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merupakan tahapan sebelum ditetapkan Perda atau Perkada yang diakomodir
pada indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan .

c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;
Bahwasanya realisasi indikator Prosentase penyusunan materi teknis RTR
pada Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah mengalami
peningkatan 22 % bila dibandingkan dengan baseline (Tahun 2021), dengan
tren yang meningkat. Bila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar
100%, maka dibutuhkan upaya pencapaian sebesar 67%. Untuk indikator
Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan tahun 2023 terhadap Target
Jangka Menengah adalah mengalami peningkatan 11% dari baseline (Tahun
2021). .

d. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;

Untuk indikator Prosentase penyusunan materi teknis RTR dan Persentase
Perda dan Perkada yang ditetapkan, tidak terdapat indikator target RPJMN. Hal
ini wajar, karena lingkup RTR di daerah adalah kabupaten/kota, sedangkan
lingkup RTR lingkup nasional adalah RTR lingkup nasional, artinya seluruh
kabupaten/kota di Indonesia.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah
dilakukan

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Indikator Prosentase penyusunan materi teknis RTR dan Persentase Perda dan
Perkada yang ditetapkan merupakan indikator kinerja yang bukan menjadi
indikator Renstra, dan merupakan indikator yang disusun sebagai tanggapan
terhadap LHE AKIP Internal dan Kemenpan-RB. Indikator ini didasarkan pada
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan,
Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata
Ruang. Walaupun bukan sebagai indikator yang diformalkan, namun tetap
menjadi kegiatan dalam Renja Bidang Penataan Ruang karena telah termuat
sebagai Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penataan Ruang DPUPR Kabupaten
Lombok Tengah yang diatur pada Perbub Nomor 75 Tahun 2021;

2. Program Bantuan Teknis Penyusunan RDTR oleh Kementerian ATR Tahun 2023
untuk RDTR Selong Belanak;
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. Status akhir RTRW Propinsi masih pada status Rapat Lintas Sektoral

Kementerian pada bulan Desember, sehingga RTRW Kabupaten tidak bisa
berproses sebelum RTRW Propinsi ditetapkan. Karenanya, pelaksanaan proses
legalisasi Ranperda RTRW tidak bisa dilaksanakan, sehingga target pencapaian
kinerja berupa jumlah Perda sebanyak 2 Perda tidak bisa tercapai.

. Sering perubahan aturan atau pedoman penyusunan regulasi RTR beserta
muatannya, dan regulasi sektor yang harus terintegrasi dalam substansi RTRW
diantaranya Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dan Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (KP2B);

Penyelesaian putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/HUM/2023 terkait dengan
Permendagri No 93 tahun 2017 terkait dengan Batas Daerah Kabupaten
Lombok Tengah dan Lombok Barat dalam proses tindak lanjut pasca keputusan
Mahkamah Agung tersebut mempengaruhi proses penyelesaian RTRW, karena
muatan batas daerah merupakan salah satu muatan substansi yang harus
dipenuhi;

Mekanisme dalam penyusunan Rencana Tata Ruang harus melalui tahapan
koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga terkait.
Intensitas dalam berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga membutuhkan
Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah. Rasio antara kebutuhan
Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan besaran intensitas perjalanan dinas luar
daerah dalam DPA Tahun 2023 adalah 3:1.

. Terdapat deviasi penurunan antara Renja 2023 terhadap DPA 2023 terhadap

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Penetapan RTRW dan
RRTR Kabupaten/Kota sebagai program yang memiliki prioritas utama dalam
pencapaian Indikator Prosentase penyusunan materi teknis RTR dan
Persentase Perda dan Perkada sebesar 46,55% (Rp 240.514.520,00) dari skala
100% (Rp 450.000.000,00). Artinya penurunan target akan sebesar 53,45%
berkosekuensi pula terhadap upaya pencapaian kinerja dari target yang telah
ditetapkan pada IKU.

Postur DPA Tahun 2023 terhadap postur DPA Tahun 2022 pada Program
Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Penetapan RTRW dan RRTR
Kabupaten/Kota adalah mengalami penurunan sebesar 19,79% (Rp
51.678.520,00) terhadap postur pada progam yang sama (Rp
261.164.000,00). Hal ini berkosekuensi terhadap tidak terjadi peningkatan
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pencapaian kinerja dari tahun 2022 ke tahun 2023. Perbandingan postur DPA
Tahun 2023 terhadap Tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 3.33 Perbandingan Postur Anggaran DPA Tahun 2023 Program Penyelenggaraan
Penataan Ruang Kegiatan Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
Terhadap DPA Tahun 2022 dan Renja Tahun 2023

Renja Tahun 2023

DPA Tahun 2022

DPA Tahun Persentase Persentase
B ELHE A L) 2023 (Rupiah) ("”::ai’:;) terhadap DPA :::air:‘:) terhadap DPA
P Tahun 2023 P Tahun 2023
Program  Penyelenggaraan
Penataan Ruang kegiatan 209.485.480,00 450.000.000,00 46,55% 261.164.000,00 80,21%
Penetapan RTRW dan RRTR
Kabupaten/Kota

Sumber: Renja DPUPR Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023

Adapun tindak lanjut, alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR

di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menginternalisasi Sasaran 6 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPIJMD.

2. Melakukan pemutakhiran materi teknis RTRW Kabupaten secara berkala

dengan men-sinkronisasi-kan terhadap muatan di RTRW Propinsi NTB

3. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara bertahap dengan Propinsi NTB dan

Kementerian ATR mengenai tata cara integrasi pedoman atau kebijakan

regulasi terhadap RTRW Kabupaten.

4. Menjadikan muatan lingkungan sebagai substansi mulai perencanaan hingga

pasca pelaksanaan kegiatan

5. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian

kinerja Sasaran 6

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 6

sebagai berikut:

Tabel 3.34 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran

Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang Tahun 2023 terhadap Jumlah Anggaran

NO SASARAN

BIDANG/PROGRAM

REALISASI

KEUANGAN

KEUANGAN

FISIK

EFISIENSI

(Rp)

% %

%

RUANG

BIDANG PENATAAN

209.485.480

99,92 | 99,92

100,00%

S.6
(Meningkatnya
Perencanaan
Tata Ruang)

PROGRAM

Rinci Tata Ruang
(RRTR)
Kabupaten/Kota

PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
Kegiatan Penetapan
Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Rencana

209.485.480

99,92 | 99,92

100,00%
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Salah satu kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR

pada 2023 dalam hal Pencapaian Sasaran Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang antara

lain:

a. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam penyusunan Rencana Tata Ruang

dan proses penyusunan Ranperkada. Hal ini strategi untuk tidak termuatnya
kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang yang di-pihak ketiga-kan.
Efisiensi pembiayaan rapat/Konsultasi Publik dengan muatan materi
pembahasan rapat lebih dari satu materi rapat. Hal ini selain terkait efisiensi
pembiayaan, dibutuhkan karena faktor peserta rapat yang satu dengan yang
lain berasal dari unsur yang sama, dan karena kebutuhan hasil rapat yang
mendesak;

kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan
menggunakan skala prioritas.

Pemanfaatan perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan perjalanan lebih dari
satu tujuan untuk satu kota/lokasi yang sama. Misal: perjalanan dinas ke
Jakarta untuk menghadiri Bintek sekaligus melakukan konsultasi/klinik dengan
Kementerian ATR/BPN.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 3.35 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang

ANALISIS KETERKAITAN DENGAN KATEGORI
NO | BIDANG/PROGRAM KEGIATAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM
1 BIDANG PENATAAN
RUANG
Pelaksanaan Persetujuan Terpenuhinya dokumen a. Program
Substansi, Evaluasi, Konsultasi administrasi dan Utama
Evaluasi dan Penetapan RTRW penyempurnaan dokumen hasil b. Kegiatan
PROGRAM Kabupaten/Kota evaluasi dan masukan pada Utama
PENYELENGGARAAN forum lintas sektor dalam rangka

PENATAAN RUANG

penerbitan persetujuan

substansi. Keberadaan Persetujuan
Substansi memberi isyarat bahwa materi
teknis telah tersusun

Penyusunan RTRW

Belum ada di DPA Tahun 2023. Untuk

Kabupaten/Kota mencapai Sasaran 6, maka program ini
Penetapan RTRW harus ditetapkan dalam Renja dan DPA.
Kabupaten/Kota Kedua Kegiatan ini merupakan dua

kegiatan standar minimal untuk pemenhan
indikator Jumlah Perda dan Perkada yang
ditetapkan
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ANALISIS KETERKAITAN DENGAN KATEGORI
NO | BIDANG/PROGRAM KEGIATAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM
2 BIDANG
SEKRETARIAT
PROGRAM PENUNJANG | Penyelenggaraan Rapat Pelaksanaan Forum Perangkat Linta Program
URUSAN Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Daerah untuk memperoleh informasi Pendukung
PEMERINTAHAN crosscutting program/kegiatan yang
DAERAH beririsan dengan Program Kegiatan DPUPR
KABUPATEN/KOTA
Penyusunan Dokumen Penyusunan dokumen Rencana Kerja
Perencanaan Perangkat Daerah | untuk menetapkan Program/kegiatan yang
berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran

Adapun bentuk capaian Kinerja Sasaran 6 meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:

LN

PRARATURAN BLPA T COMBOK TR0 A
SANUN 2623

SOMOR
TENTARG

BRNCANA UETAL TaTA RUASO KANALAN
RO MELANAK TAK.N 203

TABEL DUUIEAS FROGRAL FEMANAASTAN SLAMS FUST Al

1043

= EE ==

Gambar 3.5 dan Gambar 3.6 Perbup dan Lampiran RDTR Kawasan Selong Belanak Tahun 2023-2043
(Indikator Kinerja Jumlah Perda dan Perkada)

Gambar 3.7 Perbup No. 105 Tahun 2021 tentang RDTR Sekitar Kawasan KEK Mandalika
(Indikator Kinerja Jumlah Perda dan Perkada)
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II1.2.7 Sasaran 7 (Meningkatnya Pemanfaatan Ruang)
Tabel 3.36 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 7 (S.7)

Realisasi Tahun 2023 (%) Realisasi Tahun 2022 (%)
Indikator kinerja
- q e q Realisasi A
Target | Realisasi Capaian Kinerja Kategori (2022) Peningkatan
Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Mencapai Baik
Rencana Tata Ruang A s (Melampaui) 155,50 Sekali

Sumber: Matriks terhadap hasil RPIMD Kabupaten Lombok Tengah Pelaksanaan Tahun 2022-2023 pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 dengan Target Tahunan
Jangka Menengah Tahun 2023

Tujuan dan Indikator Target Target Target Realisasi
Kinerja Utama Satuan 2021 Akhir Nasional
S (IKU) (Baseline) | 2022 | 2023 | pantra | (remN) | 2022 | 2023
7 | Meningkatnya Persentase
Pemanfaatan Penerbitan KKPR o ) )
Ruang sesuai Rencana Yo £ Es el 100 YUt
Tata Ruang

Berdasarkan Tabel 3.36 -Tabel 3.37, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;
Bahwasanya indikator Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang
pada tahun 2023 adalah 77.78% dari target 50%, sehingga kondisinya sudah
mencapai dan bahkan melampui.

b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun
Terakhir
Bahwasanya realisasi indikator Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana
Tata Ruang pada Tahun 2023 adalah 77.78% dan realisasi di Tahun 2022
adalah 0%. Pada tahun 2022, tidak termuat realisasi dengan indikator yang
dimaksud karena Indikator ini merupakan salah satu yang dirumuskan ulang
terkait adanya rekomendasi perbaikan melalu LHE AKIP Internal yang disusun
oleh Inspektorat.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;
Bahwasanya realisasi indikator Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana
Tata Ruang pada Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah
mengalami peningkatan 61.78 % bila dibandingkan dengan baseline (Tahun
2021), dengan tren yang sangat meningkat. Bila dibandingkan dengan Target
Akhir Renstra sebesar 100%, maka dibutuhkan upaya pencapaian sebesar
22%. Kondisi dengan tren yang sangat tinggi ini bisa dimaklumi dan
diasumsikan bahwa aplikasi OSS Tahun 2021 hingga tahun 2022 adalah pada

masa transisi dan penyesuaian.
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d.

e.

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;

Untuk indikator Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang, tidak
terdapat indikator target RPJMN. Hal ini wajar, penerbitan KKPR sesuai dengan
lingkup kewenangan, yang terbagi sebagai kewenangan Pusat, Propinsi dan
Kabupaten/Kota.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah
dilakukan

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1.

Indikator Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang merupakan
indikator kinerja yang bukan menjadi indikator Renstra, namun merupakan
indikator yang disusun sebagai tanggapan terhadap LHE AKIP Internal dan
Kemenpan-RB. Indikator ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi
Program Pemanfaatan Ruang;

Terjadi sejumlah perubahan dan penyesuaian aturan atau pedoman
penyusunan regulasi Rencana Tata Ruang beserta muatannya, dan regulasi
sektor yang harus terintegrasi dalam substansi RTRW diantaranya Lahan
Sawah Dilindungi (LSD), dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
Hal ini pula yang mempengaruhi proses penerbitan KKPR, karena muatan
dalam regulasi tersebut menjadi kriteria yang diperhatikan dalam penerbitan
KKPR;

Mekanisme penerbitan izin dalam pemanfaatan ruang mengalami perubahan
semenjak pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penerbitan
Izin sebelum diberlakukan UU Cipta Kerja di seluruh daerah di Indonesia
dilakukan secara manual, pelaku usaha datang langsung mengajukan
permohonan di kantor/instansi yang ditunjuk untuk melakukan pelayanan
perizinan. Dan setelah diberlakukannya, UU Cipta Kerja, dilakukan secara online
melalui OSS-RBA. Penyempurnaan aplikasi OSS-RBA dan pemberlakuannya di
daerah khususnya di Lombok Tengah, mempengaruhi proses penerbitan KKPR.
Karena kondisi di hampir seluruh daerah di Indonesia masih dalam proses

penyesuian dalam hal penerapan aplikasi OSS-RBA ini;
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4. Peraturan Zonasi yang telah ditetapkan bersamaan dengan RDTR-nya di

Kabupaten Lombok Tengah yang telah diformalkan baru mencapai dua
Peraturan Bupati. Sehingga hal ini, mempengaruhi kategori penerbitan KKPR.
Jika RDTR telah diformalkan menjadi Perbup, maka mempercepat penerbitan
KKPR. Semakin banyak daerah yang telah diformalkan RDTR-nya, maka
semakin mempermudah dan mempercepat penerbitan KKPR. Dan capaian
penerbitan KKPR secara kuantitas/jumlah pun semakin meningkat; dan
Terdapat deviasi penurunan antara Renja 2023 terhadap DPA 2023 terhadap
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
sebagai program yang memiliki prioritas utama dalam pencapaian Indikator
Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang sebesar 12,54% (
17.880.880,00) dari skala 100% (Rp 124.766.480,00). Penurunan target akan
berkosekuensi pula terhadap upaya pencapaian kinerja dari target yang telah
ditetapkan pada IKU.

Tabel 3.38 Perbandingan Postur Anggaran DPA Tahun 2023 Program Penyelenggaraan
Penataan Ruang Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi

dan Pembangunan Daerah Terhadap DPA Tahun 2022 dan Renja Tahun 2023

Renja Tahun 2023 DPA Tahun 2022
DPA Tahun Persentase Persentase
Nama Program 2023 (Rupiah) 3::3;::) terhadap DPA gf:ai’:l:‘) terhadap DPA

P Tahun 2023 P Tahun 2023
Program Penyelenggaraan
Penataan Ruang Kegiatan
Koordinasi ~dan Sinkronisasi | 154 766 480 09 - - 142.647.360,00 87,46%
Pemanfaatan Ruang untuk
Investasi dan  Pembangunan
Daerah

Sumber: Renja DPUPR Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023

Tabel 3.39 Matriks Masa Pemberlakuan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang terhadap
Terbitnya Regulasi Penataan Ruang dan Perizinan Usaha Berbasis Resiko

Perda
Surat Edaran Sekretaris 7/2021
uu Utama tentang Surat FPR
Nomor PP 15/2010 uu PP 21 Tahun 12/2021 Tentang Perali Permen Penataan Provinsi NTB
26 tentang 11/2020 2021 tentang han Penyelenggaraan ATR/BPN dan no 600/06-
tahun Penyelenggara tentang Penyelengga Perizinan Berusaha 13/2021 Pembinaan FPR.NTB/20
2007 an Penataan Cipta raan Menjadi tentang Pasar 22 tentang
tentang Ruang Kerja Penataan Penyelenggaraan Pelaksana Rakyat, Penerbitan
Penataa Ruang Perizinan Berusaha an KKPR Pusat KKPR dan
n Ruang Berbasis Resiko Melalui Pembelanja KKKPR
Sistem Oss an dan Toko
Swalayan
o d 5 q - 31
26 April 28 Januari Oktober 2 Februari 2 Juni 2021 21 Juli Do ber. 4 Oktober
2007 2010 2020 202120 2021 2021 2022
e Masa Penyempurnaan Sistem OSS Pemberlakuan
Masa Pemberlakuan e Masa Penyesuaian Pemberlakuan OSS di Daerah termasuk di Lombok Tengah Mekanisme
Rekomendasi Pemanfaatan e Transisi menuju Online dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang masih diberlakukan Online 0SS
Ruang e Perlu untuk diperhatikan, pemberlakuan Perda 7/2021 beririsan dengan masa transisi
menuju OSS.

Sumber: Telaah Staf perihal Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Nomor 037 / 65 / POL PP /
2023 tertanggal 11 Juli 2023 Perihal Tanggapan Tertulis
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Adapun contoh bentuk capaian Kinerja Sasaran 7 meliputi Sub Kegiatan sebagai
berikut:

Gambar 3.8 KKPR yang diterbitkan di Tahun 2023

Adapun tindak lanjut, alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR

di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1.
2.

Menginternalisasi Sasaran 7 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD;
Mendorong operator/admin OSS-RBA di DPUPR untuk aktif di dalam 2 hal, yaitu
penguasaan aplikasi karena berpotensi akan ada pemutakhiran aplikasi, dan
yang kedua, perihal permasalahan dalam proses/mekanisme penerbitan yang
sifatnya kasuistis;

Melakukan dalam
pemanfaatan aplikasi OSS-RBA dalam kurun waktu 2021-2023;

Melakukan pemutakhiran materi teknis RTRW Kabupaten secara berkala

pelaporan terhadap permasalahan yang dihadapi

dengan men-sinkronisasi-kan terhadap muatan di RTRW Propinsi NTB.
Keberadaan Perda RTRW merupakan regulasi yang dipedomani dalam
penerbitan PKKPR;

Melakukan koordinasi dan konsultasi secara bertahap dengan Propinsi NTB dan
Kementerian ATR/BPN mengenai tata cara integrasi pedoman atau kebijakan
regulasi terhadap RTRW Kabupaten;

Mempercepat mekanisme penyelesaian RDTR pada sejumlah lokasi secara

simultan. Praktek riil telah dilakukan adalah kemitraan dengan Tenaga Ahli yang
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direkrut untuk mempersiapkan dan menyusun RDTR di lokasi-lokasi yang bukan
merupakan lokasi yang dianggarkan dalam RDTR. Selain untuk efisiensi, hal ini
untuk pengoptimalan waktu. Perlu diketahui RDTR diinternalisasi sebagai
muatan yang dimasukkan dalam OSS-RBA.

7. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian

kinerja Sasaran 7.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 7
sebagai berikut:

Tabel 3.40 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran
Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Tahun 2023 terhadap Jumlah Anggaran

REALISASI

EFISIENSI
NO SASARAN BIDANG/PROGRAM KEUANGAN KEUANGAN | FISIK

(Rp) % % %%
BIDANG PENATAAN -
. RUANG 124.665.976,00 99,92 | 99,92 |  100,00%

S.6 PROGRAM
(Meningkatnya PENYELENGGARAAN
Pemanfatan PENATAAN RUANG
Ruang) Kegiatan Koordinasi
dan Sinkronisasi 124.665.976,00
Pemanfaatan Ruang
untuk Investasi dan
Pembangunan Daerah

99,92 99,92 100,00%

Salah satu kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR
pada 2023 dalam hal Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Ruang antara lain:
a. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam penyusunan Rencana Tata Ruang
secara simultan untuk sejumlah lokasi yang tidak termuat dalam DPA dan
dalam proses penyusunan Ranperkada. Hal ini strategi untuk tidak termuatnya
kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang yang di-pihak ketiga-kan.

b. Efisiensi pembiayaan rapat/Konsultasi Publik dengan muatan materi
pembahasan rapat lebih dari satu materi rapat. Hal ini selain terkait efisiensi
pembiayaan, dibutuhkan karena faktor peserta rapat yang satu dengan yang
lain berasal dari unsur yang sama, dan karena kebutuhan hasil rapat yang
mendesak;

c. kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan
menggunakan skala prioritas; dan

d. Pemanfaatan perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan perjalanan lebih dari
satu tujuan untuk satu kota/lokasi yang sama. Misal: perjalanan dinas ke

Jakarta untuk menghadiri Bintek sekaligus melakukan konsultasi/klinik dengan
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Kementerian ATR/BPN. Dengan kata lain, 1 kali perjalanan dinas untuk 2-3

tujuan kegiatan/instansi.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 3.41 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatnya kelayakan jaringan air minum

ANALISIS KETERKAITAN DENGAN KATEGORI
WDH LBl LS PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM
1 BIDANG PENATAAN

RUANG

Koordinasi dan Sinkronisasi Terpenuhinya dokumen administrasi dan |a. Program

Pemanfaatan Ruang untuk penyempurnaan dokumen hasil evaluasi Utama
PROGRAM Investasi dan Pembangunan dan masukan pada forum lintas sektor b. Kegiatan
PENYELENGGARAAN Daerah dalam rangka penerbitan persetujuan Utama
PENATAAN RUANG substansi. Keberadaan Persetujuan

Substansi memberi isyarat bahwa materi
teknis telah tersusun

Pelaksanaan Persetujuan Belum ada di DPA Tahun 2023. Untuk

Kesesuaian Kegiatan mencapai Sasaran 7, maka program ini

Pemanfaatan Ruang untuk harus ditetapkan dalam Renja dan DPA.

Kegiatan Berusaha Bentuk kegiatan: Terlayaninya

Pelaksanaan Persetujuan permohonan dokumen Persetujuan KKPR

Kesesuaian Kegiatan untuk kegiatan berusaha sesuai dengan

Pemanfaatan Ruang untuk ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20

Kegiatan Non Berusaha hari.

2 BIDANG

SEKRETARIAT
PROGRAM PENUNJANG | Penyelenggaraan Rapat Pelaksanaan Forum Perangkat Linta Program
URUSAN Koordinasi dan Konsultasi Daerah untuk memperoleh informasi Pendukung
PEMERINTAHAN SKPD crosscutting program/kegiatan yang
DAERAH beririsan dengan Program Kegiatan
KABUPATEN/KOTA DPUPR

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen Rencana Kerja
untuk menetapkan Program/kegiatan
yang berkontribusi terhadap pencapaian
Sasaran

II1.2.8 Sasaran 8 (Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

Tabel 3.42 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 8 (S.8)

o L. Target Target
Realisasi Tahun 2023 (%) Realisasi Tahun 2022 (%) Akhir Nasional
Indikator
kinerja el Renstra Tahun
Target | Realisasi Capaian Kinerja | Kategori Peningkatan Tahun 2024
(2022) 2026 (%) (%)
Jumlah Tidak Tidak ada
lokasi KKPR 50 41,34* Mencapai 82,69 Baik - - 100 Indikator
yang dinilai P di RPIMN
Jumlah .

. Tidak ada
pengaduan 45 Tidak . 0 Sangat B _ 100 Indikator
yang Mencapai Kurang di RPIMN
ditangani

4 Berdasarkan kegiatan Penilaian Pelaksanaan KKPR Dan PMP-UMK Di Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan
Maluku, Dan Papua di Tahun 2023 Oleh Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dirjen ATR Kementerian

ATR/BPN. Pemda mendukung dari sisi konfirmasi lokasi dan survei lokasi KKPR yang akan dinilai.
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Sumber: Matriks terhadap hasil RPIMD Kabupaten Lombok Tengah Pelaksanaan Tahun 2022-2023 pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 dengan Target Tahunan
Jangka Menengah Tahun 2023

Indikator Target Target Target Realisasi
Tujuan dan Sasaran | Kinerja Utama | Satuan 2021 Akhir Nasional
(IKU) (Baseline) e Renstra | (RPJMN) 2022 | 2023
8 | Meningkatnya Persentase KKPR
Pengendalian yang dinilai % 16 33 50 100 - - 41,34
PemanfaatanRuang
Persentase
Pengaduan yang % 9 27 45 100 - - 0
ditangani

Berdasarkan Tabel 3.44 -Tabel 3.45, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;
Bahwasanya indikator Persentase KKPR yang dinilai 41,34% dari target 50%
dan Persentase Pengaduan yang ditangani pada tahun 2023 adalah 0% dari
target 45%, sehingga kedua kondisi indikator tersebut belum mencapai.

b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun
Terakhir
Bahwasanya realisasi indikator Persentase KKPR yang dinilai pada Tahun 2023
adalah 41.34% dan realisasi indikator Persentase Pengaduan yang ditangani
di Tahun 2022 adalah 0%. Dan realisasi indikator Pada tahun 2022, tidak
termuat realisasi dengan indikator yang dimaksud karena kedua Indikator ini
merupakan salah satu yang dirumuskan ulang terkait adanya rekomendasi
perbaikan melalu LHE AKIP Internal yang disusun oleh Inspektorat.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;
Bahwasanya realisasi indikator Persentase KKPR yang dinilai pada Tahun 2023
terhadap Target Jangka Menengah adalah mengalami peningkatan 25.34%
bila dibandingkan dengan baseline (Tahun 2021), walaupun tidak mencapai
target di tahun 2023. Dan indikator Persentase Pengaduan yang ditangani
pada Tahun 2023 adalah 0%, dan memiliki gap yang sangat jauh dibandingkan
baseline (Tahun 2021). Bila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar
100%, maka dibutuhkan upaya pencapaian sebesar 58.66% untuk indikator
Persentase KKPR yang dinilai dan sebesar 100% untuk indikator Persentase
Pengaduan yang ditangani.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;

Untuk indikator Persentase KKPR yang dinilai dan indikator Persentase

Pengaduan yang ditangani, tidak terdapat indikator target RPJMN. Hal ini
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wajar, penilaian KKPR sejalan dengan penerbitan KKPR sesuai dengan lingkup

kewenangan, yang terbagi sebagai kewenangan Pusat, Propinsi dan

Kabupaten/Kota.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah
dilakukan

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Indikator Prosentase penyusunan materi teknis RTR dan Persentase Perda dan
Perkada yang ditetapkan merupakan indikator kinerja yang bukan menjadi
indikator Renstra, namun merupakan indikator yang disusun sebagai
tanggapan terhadap LHE AKIP Internal dan Kemenpan-RB. Indikator ini
disusun berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;

2. Keterbatasan akses untuk memperoleh dokumen KKPR yang diterbitkan
sebagai dasar penilaian, karena terkait kewenangan, yang terbagi atas
kewenangan Pusat, kewenangan Propinsi dan kewenangan Kabupaten/Kota;

3. Mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang melibatkan sejumlah
institusi/pihak dan lintas sektor, sehingga membutuhkan proses/garis
koordinasi. Adapun sejumlah hal yang ditemui sehingga mempengaruhi proses
pencapaian kinerja pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:
a. Kompleksitas wewenang institusi yang terkait dalam hal pengendalian

pemanfaatan ruang. Terdapat banyak institusi dan pihak yang terlibat dalam
pengendalian pemanfaatan ruang, dan masing-masing memiliki peran dan
kewenangan yang berbeda

b. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Dalam konteks lintas sektor,
sering kali terjadi ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab
masing-masing institusi atau pihak. Hal ini dapat menghambat proses
koordinasi dan mempersulit implementasi kebijakan atau program
pengendalian pemanfaatan ruang.

c. Konflik kebijakan: Potensi kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh
satu institusi atau sektor dapat bertentangan dengan kebijakan atau
regulasi yang dikeluarkan oleh institusi atau sektor lainnya. Ini dapat
menyulitkan upaya koordinasi dan konsistensi dalam pengendalian

pemanfaatan ruang; dan
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4. Untuk indikator Persentase Pengaduan yang ditangani belum ada kinerja yang
dicapai, karena tidak ada laporan pengaduan yang masuk dari kanal resmi,
baik yang sifatnya pengaduan langsung atau online; dan

5. Terdapat deviasi penurunan antara Renja 2023 terhadap DPA 2023 terhadap
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan

Pembangunan Daerah sebagai program yang memiliki prioritas utama dalam

pencapaian Indikator Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang

penurunan sebesar 72,53% ( Rp 217.588.520,00) dari skala 100% (Rp

300.000.000,00). Penurunan target akan berkosekuensi pula terhadap upaya
pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan pada IKU.

Tabel 3.44 Perbandingan Postur Anggaran DPA Tahun 2023
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
Terhadap DPA Tahun 2022 dan Renja Tahun 2023

Renja Tahun 2023 DPA Tahun 2022
L1 LT Persentase Persentase
Nama Program 2023 Besaran Besaran
(Rupiah) (Rupiah) terhadap DPA (Rupiah) terhadap DPA
Tahun 2023 Tahun 2023

Program Penyelenggaraan
Penataan Ruang Kegiatan
Koordinasi dan _Sinkronisasi | g5 417 480,00 | 300.000.000,00 27,47% 122.398.822,00 67,33%
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang untuk Investasi dan
Pembangunan Daerah

Sumber: Renja DPUPR Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023

Adapun tindak lanjut, alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR
di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menginternalisasi Sasaran 8 IKU yang telah direvisi pada Renstra dan RPJMD;

2. Menguji pelaksanaan SOP Penilaian KKPR yang telah diformalkan, sebagai
evaluasi pelaksanaan SOP;

3. Mencatat dan mendokumentasikan secara terperinci kendala/permasalahan
yang ditemui di lapangan saat penilaian KKPR. Catatan kendala ini akan
dievaluasi, dan akan dimasukkan dalam kategori penyelesaian. Misal: jika
sifatnya adalah mekanisme, maka masuk SOP. Jika faktor temuan di lapangan,
maka penguatan di Berita Acara Rapat/Penilaian KKPR;

4. Mengoptimalkan penggunaan kanal pengaduan. Untuk penggunaan Sistem
Informasi, masih belum bisa dilakukan karena perlu penyempurnaan sistem dan

terkait program/penganggaran agar bisa beroperasi secara daring;
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5. Mempercepat mekanisme penyelesaian RDTR pada sejumlah lokasi secara
simultan. Praktek riil telah dilakukan adalah kemitraan dengan Tenaga Ahli yang
direkrut untuk mempersiapkan dan menyusun RDTR di lokasi-lokasi yang bukan
merupakan lokasi yang dianggarkan dalam RDTR. Selain untuk efisiensi, hal ini
untuk pengoptimalan waktu. Perlu diketahui RDTR diinternalisasi sebagai
muatan yang dimasukkan dalam OSS-RBA.

6. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan jabatan pegawai terkait pencapaian

kinerja Sasaran 8.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal pencapaian Sasaran 8

sebagai berikut:

Tabel 3.45 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Sasaran
Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Tahun 2023 terhadap Jumlah Anggaran

REALISASI

EFISIENSI
NO SASARAN BIDANG/PROGRAM KEUANGAN KEUANGAN | FISIK
(Rp) % % %
BIDANG PENATAAN %

4 RUANG 82.398.145,00 99,881 99,98 |  "10000%

S.6 PROGRAM

(Meningkatnya PENYELENGGARAAN

Pemanfatan PENATAAN RUANG

Ruang) Kegiatan Koordinasi

- o 82.398.145,00 99,98 99,98 100,00%
dan Sinkronisasi

Pemanfaatan Ruang
untuk Investasi dan
Pembangunan Daerah

Salah satu kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR
pada 2023 dalam hal Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Ruang antara lain:
a. Pengoptimalan peran Tenaga Ahli dalam penyusunan Rencana Tata Ruang
secara simultan untuk sejumlah lokasi yang tidak termuat dalam DPA dan
dalam proses penyusunan Ranperkada. Hal ini strategi untuk tidak termuatnya
kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang yang di-pihak ketiga-kan.

b. Efisiensi pembiayaan rapat/Konsultasi Publik dengan muatan materi
pembahasan rapat lebih dari satu materi rapat. Hal ini selain terkait efisiensi
pembiayaan, dibutuhkan karena faktor peserta rapat yang satu dengan yang
lain berasal dari unsur yang sama, dan karena kebutuhan hasil rapat yang
mendesak;

c. kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan
menggunakan skala prioritas; dan

d. Pemanfaatan perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan perjalanan lebih dari

satu tujuan untuk satu kota/lokasi yang sama. Misal: perjalanan dinas ke
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Jakarta untuk menghadiri Bintek sekaligus melakukan konsultasi/klinik dengan
Kementerian ATR/BPN. Dengan kata lain, 1 kali perjalanan dinas untuk 2-3

tujuan kegiatan/instansi.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 3.46 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Pencapaian Pernyataan Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

ANALISIS KETERKAITAN DENGAN KATEGORI
NO | BIDANG/PROGRAM KEGIATAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM
1 BIDANG PENATAAN
RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Terpenuhinya dokumen administrasi dan |a. Program
Pemberian Insentif dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi Utama
PROGRAM Disinsentif Bidang Penataan dan masukan pada forum lintas sektor b. Kegiatan
PENYELENGGARAAN Ruang dalam rangka penerbitan persetujuan Utama
PENATAAN RUANG substansi. Keberadaan Persetujuan
Substansi memberi isyarat bahwa materi
teknis telah tersusun
Penilaian Pelaksanaan Belum ada di DPA Tahun 2023. Untuk
Kesesuaian Kegiatan mencapai Sasaran 8, maka program ini
Pemanfaatan Ruang dan/atau harus ditetapkan dalam Renja dan DPA.
pernyataan mandiri pelaku Bentuk kegiatan: Tersedianya dokumen
UMK tekstual dan spasial hasil Penilaian
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang.
2 BIDANG
SEKRETARIAT
PROGRAM PENUNJANG | Penyelenggaraan Rapat Pelaksanaan Forum Perangkat Linta Program
URUSAN Koordinasi dan Konsultasi Daerah untuk memperoleh informasi Pendukung
PEMERINTAHAN SKPD crosscutting program/kegiatan yang
DAERAH beririsan dengan Program Kegiatan
KABUPATEN/KOTA DPUPR
Penyusunan Dokumen Penyusunan dokumen Rencana Kerja
Perencanaan Perangkat Daerah | untuk menetapkan Program/kegiatan
yang berkontribusi terhadap pencapaian
Sasaran

II1.2.9 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran
Tabel 3.47 Rekapitulasi Capaia Kinerja Sasaran Tahun 2023

Indikator kineria Realisasi 2023
nei rxiner Pencapaian Target Kategori

Persentase jalan dalam kondisi mantap Tidak Mencapai Baik
Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik Mencapai (Melampaui) Baik sekali
Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik | Mencapai (Melampaui) Baik Sekali
Indeks Kinerja Irigasi Mencapai (Melampaui) Baik Sekali
Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat Mencapai (Melampaui) Baik Sekali
Cakupan Pelayanan SPALDS Mencapai (Melampaui) Baik Sekali
Cakupan Pelayanan SPALDT Mencapai (Melampaui) Baik Sekali
Persentase Penyusunan materi teknis RTR Mencapai Baik
Jumlah Perda dan Perkada Tidak Mencapai Sangat Kurang
Jumlah Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang Mencapai (Melampaui) Baik Sekali
Jumlah lokasi KKPR yang dinilai Tidak Mencapai Baik
Jumlah pengaduan yang ditangani Tidak Mencapai Sangat Kurang
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Realisasi 2023
Pencapaian Target |

Indik kinerj
dikator kinerja Kategori

Total:

Pencapaian Target
a. Mencapai : 8

b. Tidak Mencapai: 4
Kategori:

a. Baik sekali: 7

b. Baik: 3

c. Sangat kurang: 2

Sumber: Hasil Perhitungan, 2023

II1.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Pencapaian Tujuan Strategis
DPUPR

Berdasarkan Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran yang dituju oleh DPUPR
Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2023 (Lihat Tabel 3.17 s/d 3.24), maka
disampaikan Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis dengan

menyertakan Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pencapaian kinerja.

II1.3.1 Sasaran 1 (Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten)

Berikut disampaikan Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 secara ringkas.

Tabel 3.48 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 (S.1)

Indikator Kinerja Pencapaian Target | Kategori
Persentase jalan dalam kondisi mantap Tidak Mencapai Baik
Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik | Mencapai (Melampaui) | Baik sekali

Dalam upaya pencapaian Kinerja Tahun 2023, perlu untuk menganalisa faktor
Pendukung/Peluang dan Faktor Penghambat/Tantangan Pencapaian Kinerja Sasaran 1.
Diharapkan Faktor Pendukung ini digunakan sebagai alat untuk menjaga dan
meningkatkan pencapaian kinerja, dan Faktor Penghambat akan dijadikan objek yang akan
dituntaskan permasalahannya secara bertahap. sebelumnya disampaikan pemahaman

mengenai Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

II1.3.1.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 1
Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek
yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 1.

II1.3.1.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 1
Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-

aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 1.

Tabel 3.49 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 1

Faktor Pendukung/Peluang

Faktor Penghambat/Tantangan

Upaya Pencapaian Kinerja

Faktor Pendukung

1. Koordinasi antar Pimpinan dan
Unit untuk mensinkronisasikan
antara IKU DPUPR, Renja DPUPR
Tahun 2023 dan DPA DPUPR

Faktor Penghambat

1. Kerusakan jalan pada jalan yang
sudah berada di status mantap.
Penyebabnya antara lain: (a).
Diakibatkan oleh beban kendaraan

1. Menyusun Program
Penyelenggaraan Jalan Sub
Kegiatan Pembangunan
Jalan dan Pembangunan
Jembatan sebagai Program
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Faktor Pendukung/Peluang

Faktor Penghambat/Tantangan

Upaya Pencapaian Kinerja

Tahun 2023 untuk melakukan
pencapaian sasaran terutama
Sasaran 1

2. Dukungan Program
Penyelenggaraan Jalan dengan
kegiatan Penyelenggaraan Jalan
Kabupaten/Kota, dengan Sub
Kegiatan Pemeliharaan Jalan
secara Berkala dan Rutin

3. Kaidah yang digunakan dalam
penyusunan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
untuk Mencapai Sasaran
Meningkatkan Kualitas Jalan dan
Jembatan Kabupaten adalah
mempertahankan jalan
dalam kondisi mantap. Hal ini
yang menjadi kriteria penentuan
Sub Kegiatan Pemeliharaan jalan
rutin dan berkala pada Renja dan
DPA Tahun 2023, sehingga jalan
yang sudah ada bisa mencapai
umur rencana dengan kebijakan
mempertahankan dan
meningkatkan kinerja pelayanan
prasarana jalan yang telah
dibangun

4. Dukungan sosialisasi dan
pendekatan kepada masyarakat
yang terkena dampak kegiatan
sebelum dan selama pelaksanaan
kegiatan

yang melebihi beban gandar
maksimum sesuai beban rencana
yang ditetapkan, (b). Terjadinya
bencana alam seperti longsor,
mempengaruhi kondisi kerusakan
jalan dan jembatan, (c) Kondisi
sosial masyarakat yang tidak
memiliki kepedulian untuk menjaga
dan memelihara kondisi jalan

2.Faktor penghambat pada poin 1,
memiliki dampak pada perencanaan
yang memprioritaskan pada
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
yang bersifat pemeliharaan pada
status jalan yang sudah mantap.

3. Faktor teknis. Diantaranya: Pada
beberapa ruas jalan kabupaten
memiliki kondisi tanah dasar yang
tidak stabil (ekspansif) yang
ditangani sesuai standar pekerjaan
jalan lainnya, padahal seharusnya
ruas jalan tersebut harus ditangani
secara khusus.

4. Panjang jalan yang dipelihara (rutin
dan berkala) setiap tahunnya tidak
sesuai dengan kebutuhan untuk
mempertahankan kondisi jalan.
Begitu pula dengan jenis
penanganan pada pemeliharaan
jalan pun tidak maksimal.

5.Tingginya biaya penyediaan
infrastruktur jalan baik pada tahap
pembangunan maupun
pemeliharaan jalan, dan hal ini
berbanding terbalik dengan jumlah
alokasi anggaran yang tersedia
setiap tahunnya®

6. Kondisi jalan mantap kabupaten
masih belum tersebar secara merata
disetiap kecamatan maupun desa,
yang pada akhirnya memicu
kecemburuan masyarakat dan rasa
tidak diperhatikan oleh pemerintah
daerah®

Peluang
1. Dukungan DAK Fisik terhadap

Indikator Kinerja Persentase
jalan dalam kondisi mantap
2. Bantuan Bintek dan Sertifikasi
Keterampilan Tukang di tahun
2024 (Proses Pengusulan
Kebutuhan)
3. Program DPSP Mandalika

Tantangan

1. Untuk memenuhi kondisi jalan yang
mantap 100% maka perlu
pemeliharaan sepanjang 90,91 Km
(hotmix 73,07 km dan lapen 17,84
km). Adapun jalan yang perlu
ditingkatkan tersebar di beberapa
ruas dengan panjang keseluruhan
mencapai 261,79 Km

2. Penyediaan infrastruktur jalan
dengan kondisi mantap masih
menjadi prioritas pertama
masyarakat dalam hal penyediaan
infrastruktur publik. Hal ini dapat
dilihat dari R E N J A Dinas PUPR
Kabupaten Lombok Tengah

Utama Pencapaian Kinerja
Sasaran 1. Hal ini untuk
memenuhi pencapaian IKU
DPUPR, mengatasi deviasi
simpangan antara realisasi
dan target kinerja berupa
Persentase jalan dalam
kondisi mantap dan sebagai
upaya untuk menghadapi
Tantangan 1.

. Program prioritas kedua

adalah Pemeliharaan Berkala
dan Rutin dan Penggantian
Jembatan dan Pemeliharaan
Rutin Jembatan sebagai
bentuk perwujudan tujuan
mempertahankan jalan
dalam kondisi mantap

. Meningkatkan kualitas

perencanaan/DED pada
Program dengan
memasukkan metode-
metode tertentu/khusus.
Misal untuk mengatasi
masalah kondisi tanah dasar
yang tidak stabil maka
metode yang bisa dipakai,
salah satunya adalah
sebagai berikut: Metode
dilaksanakan dengan
menggunakan
consolidometer khusus yang
memungkinkan pengukuran
pengembangan khusus

. Menghitung dan

menyelaraskan kebutuhan
jabatan pegawai terkait
pencapaian kinerja Sasaran
1

. Menempatkan pegawai

berdasarkan kebutuhan
jabatan dan latar belakang
pendidikan dan
kompetensinya untuk
pencapaian kinerja Sasaran
1.

5> Renja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023
6 Renja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023
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Faktor Pendukung/Peluang

Faktor Penghambat/Tantangan

Upaya Pencapaian Kinerja

tingginya harapan masyarakat
untuk memiliki akes jalan yang
berkondisi layak dan mantap, baik
berupa jalan kabupaten maupun
jalan desa’

Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, LKj-IP Tahun 2022, RPJMD Tahun
2021-2026, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

II1.3.2 Sasaran 2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bangunan Gedung)

Tabel 3.50 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2 (S.2)

- .. Pencapaian - Peningkatan
Indikator Kinerja Target Kategori dari Tahun 2022 Keterangan
Persentase sarana dan a. Men_capai (Mglgmpaui):
prasarana publik dan aparatur Mencapai Baik Re_alnsasn m_e:leb|h| tar_get
perkantoran dalam kondisi (Melampaui) sekali 0 2. pBaskisekaliaiateon N
baik menyatakan persentase antara
realisasi dengan target melampaui

II1.3.2.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek

yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 2.

II1.3.2.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-

aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 2.

Tabel 3.51 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 2

1. Kelembagaan: Koordinasi
antar Pimpinan dan Unit untuk
mensinkronisasikan antara IKU
DPUPR, Renja DPUPR Tahun
2023 dan DPA DPUPR Tahun
2023 untuk melakukan
pencapaian sasaran terutama
Sasaran 2

2. Pola hubungan kemitraan:
Kolaborasi dan koordinasi yang
baik antara pihak terkait
Pembangunan gedung
melibatkan berbagai pihak,
seperti pengguna gedung
sebelumnya tim teknis gedung,
kontraktor, dan pihak lainnya,
sehingga target tersebut dapat
tercapai

1. Belum tersedianya Database
dan Sistem Informasi yang
bersifat terpadu terkait
kondisi gedung pelayanan
publik 2.

2. Tenaga Konstruksi yang
tersedia belum tersertifikasi

3. Perbedaan Sasaran,
indikator Kinerja dan
metode perhitungan pada
Renstra DPUPR Tahun 2021
— 2026 dengan IKU DPUPR
yang telah disempurnakan di
Tahun 2023.

Faktor . —
Faktor Pendukung/Peluang Penghambat/Tantangan Upaya Pencapaian Kinerja
Faktor Pendukung Faktor Penghambat 1. Menyusun Program Fasilitasi

Sertifikasi Tenaga Terampil
Konstruksi berupa Bintek dan Uji
Kompetensi terkait Tenaga
Konstruksi.

Menginternalisasi program
penyusunan Sistem Informasi
Database Gedung melalui Program
Penyelenggaraan Penerbitan
Persetujuan Bangunan
Gedung(PBG), Sertifikat Laik
Fungsi(SLF), Surat Bukti
KepemilikanBangunan Gedung
(SBKBG),Rencana Teknis
PembongkaranBangunan Gedung
(RTB), TimProfesi Ahli (TPA), Tim
PenilaiTeknis (TPT), Penilik,
danPendataan Bangunan
Gedungmelalui SIMBG
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Faktor Pendukung/Peluang

Faktor

Upaya Pencapaian Kinerja

Penghambat/Tantangan
3. Kualitas Perencanaan/DED . Pengawasan dan supervisi melalui
Bangunan Pemerintah: kelembagaan yang kuat sejak
a. Analisis kebutuhan dan perencanaan, pelaksanaan,
pemahaman yang pengawasan dan pasca kegiatan
mendalam terhadap fungsi . Menghitung dan menyelaraskan
bangunan. kebutuhan jabatan pegawai terkait
4. Desain yang Efisien dan pencapaian kinerja Sasaran 2.
Berkelanjutan: . Menempatkan pegawai berdasarkan
a. Desain bangunan yang kebutuhan jabatan dan latar
mempertimbangkan belakang pendidikan dan
efisiensi energi, kompetensinya untuk pencapaian
penggunaan sumber daya, kinerja Sasaran 2.
dan prinsip-prinsip
keberlanjutan.
b. Pemilihan material
bangunan yang ramah
lingkungan dan tahan
lama.
5. Manajemen Proyek yang
Efektif:
a. Penjadwalan proyek yang
realistis dan dapat diikuti.
b. Pengelolaan anggaran
yang cermat dan
pemantauan yang ketat
terhadap biaya proyek.
Peluang Tantangan

1. Pendidikan dan Pelatihan:
Bantuan Bintek dan Sertifikasi
Keterampilan Tukang di tahun
2024 (Proses Pengusulan
Kebutuhan)

Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, LKj-IP Tahun 2022, RPJMD Tahun
2021-2026, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, Data Tenaga Kerja Konstruksi Propinsi
NTB Yang Bersetifikat, Laporan Internal Kemajuan Proyek Bidang Cipta Karya DPUPR Lombok

Tengah Tahun 2023

II1.3.3 Sasaran 3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi)

Tabel 3.52 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3 (S.3)

Indikator Pencapaian . Peningkatan dari
Kinerja Target LG Tahun 2022 LEER el
a. Mencapai (Melampaui): Realisasi melebihi
. . target

Indeks Kinerja Baik -0,34 5 - .

s 112,34 sekali (Menurun) b. Baik sekali: kategori yang menyatakan
persentase antara realisasi dengan target
melampaui

II1.3.3.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 3
Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek
yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 3.

II1.3.3.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 3
Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-

aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran .
Tabel 3.53 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 3
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Faktor Pendukung/Peluang

Faktor Penghambat/Tantangan

Upaya Pencapaian
Kinerja

Faktor Pendukung
1. Kelembagaan: Koordinasi antar

Pimpinan dan Unit untuk
mensinkronisasikan antara IKU
DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2023
dan DPA DPUPR Tahun 2023
untuk melakukan pencapaian
sasaran terutama Sasaran 3

2. Beroperasinya Inovasi Aplikasi
Pengaduan Online Kinerja Saluran

Faktor Penghambat

1.

Perbedaan Sasaran, indikator Kinerja
dan metode perhitungan pada
Renstra DPUPR Tahun 2021 — 2026
dengan IKU DPUPR yang telah
disempurnakan di Tahun 2023.
Realisasi sudah mencapai target,
namun terjadi penurunan di tahun
2023 karena ketiadaan program DAK
yang mengintervensi dan

. Menyusun Program

Fasilitasi Sertifikasi Tenaga
Terampil Konstruksi
berupa Bintek dan Uji
Kompetensi terkait Tenaga
Konstruksi.

. Menginternalisasi Sasaran

3 IKU yang telah direvisi
pada Renstra dan RPJMD

. Menyusun Program

Irigasi berkontribusi terhadap capaian Penyiapan Database
kinerja di Tahun 2023 Jaringan Irigasi dan
Daerah yang terlayani
Peluang Tantangan secara bertahap.

DAK Irigasi melalui Kementerian PUPR

Penyiapan Database Jaringan Irigasi dan
luasan yang dilayani

. Meningkatkan

implementasi Aplikasi
Pengaduan Online Kinerja
Saluran Irigasi sebagai
bentuk upaya
meningkatkan Sasaran 3

. Menghitung dan

menyelaraskan kebutuhan
jabatan pegawai terkait
pencapaian kinerja
Sasaran 3.

. Menempatkan pegawai

berdasarkan kebutuhan
jabatan dan latar belakang
pendidikan dan
kompetensinya untuk
pencapaian kinerja
Sasaran 3.

Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, LKj-IP Tahun 2022, RPJMD Tahun

2021-2026

II1.3.4 Sasaran 4 (Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air Minum)

Tabel 3.54 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4 (S.4)

Indikator Kinerja Pe.rli_:ar;:tlan Kategori Pe:;nl‘g]uk:;aonzgarl Keterangan
a. Mencapai (Melampaui): Realisasi
Meningkatnya Kelayakan Mencapai melebihi target
Jaringan Sanitasi yang Dapat (Melam;)aui) Baik Sekali 2,9 b. Baik sekali: kategori yang
Diakses oleh Masyarakat menyatakan persentase antara
realisasi dengan target melampaui

II1.3.4.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 4
Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek

yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 4.
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II1.3.4.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 4
Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-

aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 4.

Tabel 3.55 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 4

Faktor Pendukung/Peluang Faktor Penghambat/Tantangan Upaya Pencapaian Kinerja
Faktor Pendukung 1. Perbedaan Sasaran, indikator Kinerja 1. Menginternalisasi Sasaran
1. Kelembagaan: Koordinasi dan metode perhitungan pada Renstra 4 IKU yang telah direvisi

antar Pimpinan dan Unit untuk DPUPR Tahun 2021 — 2026 dengan pada Renstra dan RPIMD.
mensinkronisasikan antara IKU IKU DPUPR yang telah disempurnakan | 2. Menyusun Program
DPUPR, Renja DPUPR Tahun di Tahun 2023. Penyusunan Rencana,
2023 dan DPA DPUPR Tahun 2. RISPAM yang tersedia dianggap belum Kebijakan, Strategi dan
2023 untuk melakukan memenuhi dinamika kebijakan yang Teknis Sistem Penyediaan
pencapaian sasaran terutama terkait di dalamnya kebutuhan Air Minum (SPAM) pada
Sasaran 4 terhadap air minum RPIJMD dan Rencana
3. Tidak termuat rencana SPAM non Kerja Tahunan di 2025
PDAM pada RISPAM 3. Menjadikan muatan
4. Meningkatnya jumlah penduduk dan lingkungan sebagai
tidak meratanya sebaran penduduk, substansi mulai
mengakibatkan kebutuhan akan perencanaan hingga
penyediaan infrastruktur dasar berupa pasca pelaksanaan
penyediaan sarana dan prasaran air kegiatan.
minum serta pengelolaan air limbah 4. Menghitung dan
juga meningkat setiap tahung menyelaraskan kebutuhan
Peluang Tantangan jabatan pegawai terkait
1. Peluang DAK Fisik Air Minum 1. Resiko Lingkungan yang harus dijaga pencapaian kinerja
2. DPSP Mandalika terkait terkait air bawah tanah Sasaran 4.
infrastruktur 5. Menempatkan pegawai
3. Tarikan Program dan Kegiatan berdasarkan kebutuhan
KEK Mandalika terkait jabatan dan latar
infrastruktur air minum. belakang pendidikan dan
4. Kemitraan antara DPUPR kompetensinya untuk
Kabupaten Lombok Tengah pencapaian kinerja
5. Potensi pembangunan Sasaran 4.
Bendungan Mujur

Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, LKj-IP Tahun 2022, RPJMD Tahun
2021-2026, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

II1.3.5 Sasaran 5 (Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang Dapat

Diakses oleh Masyarakat)
Tabel 3.56 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5 (S.5)

Indikator Pencapaian q Peningkatan dari
Kinerja Target LGl Tahun 2022 JOCE IR

Cakupan Mencapai a. Mencapai (Melampaui): Realisasi melebihi
Pelayanan (Melampaui) Baik Sekali S target
EPCLDS b. Baik sekali: kategori yang menyatakan
Pa upan Mencapai ‘ . persentase antara realisasi dengan target

elayanan 4 Baik Sekali o .
SPALDT (Melampaui) melampaui

8 Renja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023
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II1.3.5.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 5

Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek

yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 5.

II1.3.5.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 5

Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-

aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 5.

Tabel 3.57 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 5

Faktor Pendukung/Peluang

Faktor Penghambat/Tantangan

Upaya Pencapaian Kinerja

Faktor Pendukung

1. Kelembagaan: Koordinasi
antar Pimpinan dan Unit
untuk mensinkronisasikan
antara IKU DPUPR, Renja
DPUPR Tahun 2023 dan DPA
DPUPR Tahun 2023 untuk
melakukan pencapaian
sasaran terutama Sasaran 4

2. Dokumen Perencanaan:
Tersedianya Dokumen SSK
Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2022-2026

Faktor Penghambat
1. Terdapat area berisiko 4 (sangat

tinggi) sebanyak 24
desa/kelurahan dan area berisiko
3 (tinggi) sebanyak 11
desa/kelurahan di Kabupaten
Lombok Tengah.

2. Kondisi sarana persampahan
masih terbatas dimana jumlah
truk sampah sebanyak 11 unit.
Begitu juga dengan peralatan
lainnya seperti Arm roll, Pick up,
alat berat maupun roda tiga yang
masih sangat terbatas.

3. Penampungan sementara yakni
TPS 424 lokasi, kontainer 27-unit
dan TPS3R sebanyak 15, namun
hanya beberapa yang aktif

4. Perda restribusinya belum
dipahami sebagian besar
masyarakat sehingga restribusi
persampahan belum maksimal.

5. Kesadaran masyarakat masih
kurang dalam pengelolahan
sampah setempat khususnya
pengurangan

6. Belum dilibatkannya peran dunia
usaha dalam pengelolahan
sampah

7. Masih minimnya dana operasional
persampahan

1. Menginternalisasi Sasaran 5 IKU
yang telah direvisi pada Renstra
dan RPIMD.

2. Menginternalisasi Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum. (Dinas PUPR) ke
Renstra DPUPR dan RPIMD berupa
Kegiatan: Pembinaan dan
pengawasan terhadap
penyelenggaraan SPAM oleh
Pemerintah Desa dan
kelompok masyarakat untuk
memenuhi akses air minum aman
dan sanitasi layak

3. Mengevaluasi pelaksanaan siklus
pelayanan SPALDS dan SPALDT
untuk menghitung kebutuhan
pemeliharaan prasarana

4. Memutuhkan Program lintas Sektor
untuk mengoptimalkan Partispasi
masyarakat dalam pelaksanaan
hingga turut serta aktif pasca
pelaksanaan program

5. Menghitung dan menyelaraskan
kebutuhan jabatan pegawai terkait
pencapaian kinerja Sasaran 5

6. Menempatkan pegawai
berdasarkan kebutuhan jabatan
dan latar belakang pendidikan dan
kompetensinya untuk pencapaian
kinerja Sasaran 5

Peluang
1. Bantuan Bintek dan

Sertifikasi Keterampilan
Tukang di tahun 2024
(Proses Pengusulan
Kebutuhan)

Tantangan
1. Resiko Lingkungan yang harus

dihitung dan diantisipasi terkait
pengelolaan air limbah

Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, LKj-IP Tahun 2022, RPJMD Tahun
2021-2026, Strategi Sanitasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2026, Kepmendagri
900.1.15.5-1317 Tahun 2023

II1.3.6 Sasaran 6 (Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang)

Tabel 3.58 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 6 (S.6)
Indikator Pencapaian - Peningkatan dari
Kinerja Target DGR Tahun 2022 LRI
Persentase Sangat a. Tidak Mencapai (Melampaui): Realisasi
Penyusunan materi Tidak Mencapai Kuragng 11 tidak memenuhi target
tek”I'ShRTRd 5 b. Mencapai (Melampaui): Realisasi melebihi
Jumlah Perda dan Tidak Mencapai Sangat 11 target
Perkada Kurang
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Indikator
Kinerja

Pencapaian
Target

Peningkatan dari

Kategor Tahun 2022

Keterangan

c. Sangat Kurang: kategori yang menyatakan
persentase antara realisasi dengan target
yang memiliki deviasi besar

d. Baik sekali: kategori yang menyatakan
persentase antara realisasi dengan target
melampaui

II1.3.6.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 6
Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek
yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 6.

II1.3.6.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 6

Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-

aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 6.

Tabel 3.59 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 6

Faktor Pendukung/Peluang

Faktor Penghambat/Tantangan

Upaya Pencapaian Kinerja

Faktor Pendukung

1. Kelembagaan: Koordinasi
antar Pimpinan dan Unit untuk
mensinkronisasikan antara IKU
DPUPR, Renja DPUPR Tahun
2023 dan DPA DPUPR Tahun
2023 untuk melakukan
pencapaian sasaran terutama
Sasaran 6

. Pola hubungan kemitraan:
Kolaborasi dan koordinasi yang
baik antara DPUPR Lombok
Tengah, Pemerintah Propinsi
NTB dan Kementerian
ATR/BPN dalam proses
penyusunan materi teknis dan
Ranperkada

. Tersusunnya Laporan secara
berkala terkait Kinerja Forum
Penataan Ruang Kabupaten
Lombok Tengah yang
merupakan amanat Permen
ATR/BPN terhadap Bupati
untuk melaporkan kinerjanya
kepada Menteri.

Faktor Penghambat
1. Proses transisi pelaksanaan KKPR pasca

bergulirnya PP Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang membutuhkan penyempurnaan
impelementasi baik secara sistem dan
prakteknya, dan ini berlaku merata
secara nasional.

. Status akhir RTRW Propinsi NTB masih

pada Tahapan Lintas Sektor
Kementerian/Lembaga pada bulan
Desember 2023, sehingga idealnya
RTRW Kabupaten tidak bisa ditetapkan
sebelum RTRW Propinsi ditetapkan.
Karena muatan RTRW Kabupaten harus
disinkronisasi dan diharmonisasi dengan
muatan RTRW Propinsi NTB

. Dinamika perubahan regulasi atau

pedoman penyusunan RTR beserta
muatannya yang harus terintegrasi
dalam subsatansi RTRW diantaranya
Lahan Sawah Dilindungi dan KP2B.

. Penyelesaian pasca ditetapkannya

Putusan Mahkamah Agung RI No.1
P/Hum/2023 tanggal 9 Februari 2023
terkait dengan Permendagri No 93 tahun
2017 terkait dengan batas daerah
Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok
Barat.

. Program Pelaksanaan Persetujuan

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang dan/atau pernyataan mandiri
pelaku UMK belum masuk sebagai list
Program dalam Renja/RKT DPUPR Tahun
2024 dan DPA DPUPR Tahun 2024.

Peluang
1. Pengawasan secara

berjenjang oleh Kementerian
ATR/BPN melalui Siwastek
(Sistem Pengawasan Teknis)
dan Audit Tata Ruang

Tantangan

1. Menginternalisasi Sasaran
6 IKU yang telah direvisi
pada Renstra dan RPIJMD.

2. Melakukan pemutakhiran
materi teknis RTRW
Kabupaten secara berkala
dengan men-sinkronisasi-
kan terhadap muatan di
RTRW Propinsi NTB

3. Melakukan koordinasi dan
konsultasi secara bertahap
dengan Propinsi NTB dan
Kementerian ATR
mengenai tata cara
integrasi pedoman atau
kebijakan regulasi
terhadap RTRW
Kabupaten.

4. Menjadikan muatan
lingkungan sebagai
substansi mulai
perencanaan hingga pasca
pelaksanaan kegiatan

5. Menghitung dan
menyelaraskan kebutuhan
jabatan pegawai terkait
pencapaian kinerja
Sasaran 6

6. Menempatkan pegawai
berdasarkan kebutuhan
jabatan dan latar
belakang pendidikan dan
kompetensinya untuk
pencapaian kinerja
Sasaran 6
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Faktor Pendukung/Peluang Faktor Penghambat/Tantangan Upaya Pencapaian Kinerja

2. Keberadaan Konsultan
Individu/Ahli yang
berpengalaman dalam
penyusunan RTR menjadi

Perkada.

Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, LKj-IP Tahun 2022, RPJMD Tahun
2021-2026, Strategi Sanitasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2026, PP Nomor 21 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Permen ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2021
Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun
2023

II1.3.7 Sasaran 7 (Meningkatnya Pemanfaatan Ruang)
Tabel 3.60 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 7 (S.7)

- . Pencapaian - Peningkatan dari
Indikator Kinerja Target Kategori Tahun 2022 Keterangan
a. Mencapai (Melampaui): Realisasi
Jumlah Penerbitan KKPR . melebihi target
sesuai Rencana Tata PRt Sangat 85,71 b. Baik sekali: kategori yang menyatakan
(Melampaui) Baik A
Ruang persentase antara realisasi dengan target
melampaui

II1.3.7.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 7
Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek

yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 7.

II1.3.7.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 7

Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-

aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 7.

Tabel 3.61 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran 7

Faktor Pendukung/Peluang Faktor Penghambat/Tantangan Upaya Pencapaian Kinerja
Faktor Pendukung Faktor Penghambat 1. Menginternalisasi Sasaran 7
1.Kelembagaan: Koordinasi antar 1. Proses transisi pelaksanaan KKPR IKU yang telah direvisi pada

Pimpinan dan Unit untuk pasca bergulirnya PP Nomor 21 Renstra dan RPIMD.

mensinkronisasikan antara IKU Tahun 2021 tentang . Dengan SOP Penerbitan

DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2023 Penyelenggaraan Penataan Ruang KKPR, dapat menjadi alat

dan DPA DPUPR Tahun 2023 membutuhkan penyempurnaan pemantauan dan penilaian
untuk melakukan pencapaian impelementasi baik secara sistem tahapan penerbitan KKPR
sasaran terutama Sasaran 7 dan prakteknya, dan ini berlaku B. Menyusun Program

2.Pola hubungan kemitraan: merata secara nasional. Pelaksanaan Persetujuan
Kolaborasi dan koordinasi yang 2. Program Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
baik antara DPUPR Lombok Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang
Tengah, Pemerintah Propinsi NTB Ruang dan/atau pernyataan mandiri dan/atau pernyataan mandiri
dan Kementerian ATR/BPN dalam pelaku UMK belum masuk sebagai pelaku UMK untuk menjadi
proses penyusunan materi teknis list Program dalam Renja/RKT list Program dalam

dan Ranperkada DPUPR Tahun 2024 dan DPA DPUPR Renja/RKT DPUPR Tahun
3.Tersusunnya SOP Penerbitan Tahun 2024. 2024 dan DPA DPUPR Tahun

KKPR 2024
4.SDM Pelaksana Penerbitan KKPR 4. Menghitung dan

telah mengikuti Bintek menyelaraskan kebutuhan

Pelaksanaan KKPR jabatan pegawai terkait
5.Koordinasi yang menerus antar pencapaian kinerja Sasaran

Operator Tata Ruang, Operator di 7

Kantor Pertanahan dengan
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Faktor Pendukung/Peluang Faktor Penghambat/Tantangan Upaya Pencapaian Kinerja

Operator KKPR di DPMPTSP 5. Menempatkan pegawai
Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan kebutuhan

6.Sosialisasi dan bimbingan terkait jabatan dan latar belakang
Pelaksanaan KKPR terhadap pendidikan dan
masyarakat secara umum, dan kompetensinya untuk
masyarakat secara khusus pelaku pencapaian kinerja Sasaran
usaha selaku pemohon 7

7.Respon cepat terhadap
permasalahan yang timbul, dan
mengkomunikasikannya dengan
Operator di tingkat lokal Pemda
dan Operator OSS Pusat

8.Tersusunnya Laporan secara
berkala terkait Kinerja Forum
Penataan Ruang Kabupaten
Lombok Tengah yang merupakan
amanat Permen ATR/BPN
terhadap Bupati untuk melaporkan
kinerjanya kepada Menteri.

Peluang Tantangan

1.Pengawasan secara berjenjang
oleh Kementerian ATR/BPN
melalui Siwastek (Sistem
Pengawasan Teknis) dan Audit
Tata Ruang

2.Keberadaan Konsultan
Individu/Ahli yang berpengalaman
dalam membantu proses
penerbitan KKPR.

3.Kedudukan Forum Penataan
Ruang dalam melakukan penilaian
KKPR

Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, LKj-IP Tahun 2022, RPJMD Tahun
2021-2026, Strategi Sanitasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2026, PP Nomor 21 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Permen ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2021
Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun
2023

II1.3.8 Sasaran 8 (Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

Tabel 3.62 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 8 (S.8)
Indikator Pencapaian q Peningkatan dari
N Kategori Keterangan
Kinerja Target Tahun 2022
i::;a(l;"!ﬁ:?si KKPR | ridak Mencapai zz:ag:; _ a. 'tl'aidalt( Mencapai: Realisasi tidak memenuhi
rge
b. Sangat Kurang: kategori yang menyatakan

lah . .

i:nmgaditziggi?uan Tidak Mencapai i:':ag:; - perse‘??? a_nta]rs realisasi dengan target yang
memiliki deviasi besar

II1.3.8.1 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 8
Faktor Pendukung yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-aspek
yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 8.

II1.3.8.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 8
Faktor Penghambat yang dimaksud adalah merujuk pada elemen-elemen atau aspek-

aspek yang mempengaruhi keberhasilan upaya dalam mencapai Sasaran 8.
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Tabel 3.63 Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Sasaran

Faktor Pendukung/Peluang

Faktor Penghambat/Tantangan

Upaya Pencapaian Kinerja

Faktor Pendukung
1. Kelembagaan: Koordinasi

antar Pimpinan dan Unit untuk
mensinkronisasikan antara
IKU DPUPR, Renja DPUPR
Tahun 2023 dan DPA DPUPR
Tahun 2023 untuk melakukan
pencapaian sasaran terutama
Sasaran 6

2. Tersusunnya Pedoman
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Kabupaten Lombok
Tengah

3. Tersusunnya SOP Penilaian
KKPR dan SOP Pengaduan

4. Pola hubungan kemitraan:
Kolaborasi dan koordinasi
yang baik antara DPUPR
Lombok Tengah, Pemerintah
Propinsi NTB dan Kementerian
ATR/BPN dalam proses
penyusunan materi teknis dan
Ranperkada

5. Tersedianya SDM/pegawai
DPUPR Kabupaten Lombok
Tengah yang memahami
proses penilaian KKPR

Faktor Penghambat
1. Proses transisi pelaksanaan KKPR

pasca bergulirnya PP Nomor 21
Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang
membutuhkan penyempurnaan
impelementasi baik secara sistem
dan prakteknya, dan ini berlaku
merata secara nasional.

2. Program Penilaian Pelaksanaan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang dan/atau pernyataan mandiri

pelaku UMK belum sebagai list
Program dalam Renja/RKT DPUPR
Tahun 2024 dan DPA DPUPR Tahun
2024.

3. Basis data KKPR yang telah
diterbitkan belum optimal
didokumentasikan.

4. Ketiadaan unit pengaduan perihal
KKPR

5. Belum optimalnya sosialisasi terkait
keberadaan pelayanan pengaduan

Peluang

1.Pengawasan secara berjenjang
oleh Kementerian ATR/BPN
melalui Siwastek (Sistem
Pengawasan Teknis) dan Audit
Tata Ruang

2.Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis Petunjuk Teknis
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang oleh BPSDM Kementerian
ATR/BPN

3.Pendidikan dan Pelatihan
Inspektur Pembangunan.

Tantangan

1.

»

Menginternalisasi Sasaran 8
IKU yang telah direvisi pada
Renstra dan RPJMD.
Mengimplementasikan dan
melakukan monitoring-
evaluation terhadap SOP
Penilaian Lokasi KKPR
Melakukan bimbingan lanjutan
terhadap pegawai DPUPR
lainnya oleh pegawai yang
telah memahami proses
penilaian KKPR sebagai bagian
dari transfer of knowledge
Membuat Keputusan terkait
Pembentukan Unit Pengaduan
Menghimpun basis data KKPR
yang telah diterbitkan secara
terstruktur

Menyusun Program yang
bertujuan memperluas
penyebaran terkait
keberadaan pelayanan
pengaduan

Menghitung dan
menyelaraskan kebutuhan
jabatan pegawai terkait
pencapaian kinerja Sasaran 8
Menempatkan pegawai
berdasarkan kebutuhan
jabatan dan latar belakang
pendidikan dan
kompetensinya untuk
pencapaian kinerja Sasaran 8

Sumber: IKU DPUPR, Renja Tahun 2023, DPA DPUPR Tahun 2023, LKj-IP Tahun 2022, RPIMD Tahun
2021-2026, Strategi Sanitasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2026, PP Nomor 21 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

II1.4 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Pencapaian Kinerja Tahun

2025
Tabel 3.64 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja
Indikator Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan
) SRR Kinerja Kinerja

1 | Meningkatkan
kualitas jalan dan
jembatan kabupaten

Persentase jalan
dalam kondisi
mantap

1. Menyusun Program Penyelenggaraan Jalan Sub
Kegiatan Pembangunan Jalan dan
Pembangunan Jembatan sebagai Program
Utama Pencapaian Kinerja Sasaran 1. Hal ini
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No.

Sasaran

Indikator
Kinerja

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan
Kinerja

Persentase Jumlah
Jembatan Kondisi
Baik

untuk memenuhi pencapaian IKU DPUPR,
mengatasi deviasi simpangan antara realisasi
dan target kinerja berupa Persentase jalan
dalam kondisi mantap dan sebagai upaya untuk
menghadapi Tantangan 1.

2. Program prioritas kedua adalah Pemeliharaan
Berkala dan Rutin dan Penggantian Jembatan
dan Pemeliharaan Rutin Jembatan sebagai
bentuk perwujudan tujuan mempertahankan
jalan dalam kondisi mantap

3. Meningkatkan kualitas perencanaan/DED pada
Program dengan memasukkan metode-metode
tertentu/khusus. Misal untuk mengatasi masalah
kondisi tanah dasar yang tidak stabil maka
metode yang bisa dipakai, salah satunya adalah
sebagai berikut: Metode dilaksanakan dengan
menggunakan consolidometer khusus yang
memungkinkan pengukuran pengembangan
khusus

4. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan
jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja
Sasaran 1.

5. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan
jabatan dan latar belakang pendidikan dan
kompetensinya untuk pencapaian kinerja
Sasaran 1.

6. Strategi mekanisme lelang dini

Meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan
Bangunan Gedung

Persentase sarana
dan prasarana
publik dan
aparatur
perkantoran dalam
kondisi baik

1. Menyusun Program Fasilitasi Sertifikasi Tenaga
Terampil Konstruksi berupa Bintek dan Uji
Kompetensi terkait Tenaga Konstruksi.

2. Menginternalisasi program penyusunan Sistem
Informasi Database Gedung melalui Program
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan
Bangunan Gedung(PBG), Sertifikat Laik
Fungsi(SLF), Surat Bukti KepemilikanBangunan
Gedung (SBKBG),Rencana Teknis
PembongkaranBangunan Gedung (RTB),
TimProfesi Ahli (TPA), Tim PenilaiTeknis (TPT),
Penilik, danPendataan Bangunan Gedungmelalui
SIMBG

3. Pengawasan dan supervisi melalui kelembagaan
yang kuat sejak perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pasca kegiatan

4. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan
jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja
Sasaran 2.

5. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan
jabatan dan latar belakang pendidikan dan
kompetensinya untuk pencapaian kinerja
Sasaran 2.

Meningkatnya
Layanan Jaringan
Irigasi

Indeks Kinerja
Irigasi

1. Menyusun Program Fasilitasi Sertifikasi Tenaga
Terampil Konstruksi berupa Bintek dan Uji
Kompetensi terkait Tenaga Konstruksi.

2. Menginternalisasi Sasaran 3 IKU yang telah
direvisi pada Renstra dan RPJMD
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No.

Sasaran

Indikator
Kinerja

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan
Kinerja

. Menyusun Program Penyiapan Database

Jaringan Irigasi dan Daerah yang terlayani
secara bertahap.

. Meningkatkan implementasi Aplikasi

Pengaduan Online Kinerja Saluran Irigasi
sebagai bentuk upaya meningkatkan Sasaran 3

. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan

jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja
Sasaran 3.

. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan

jabatan dan latar belakang pendidikan dan
kompetensinya untuk pencapaian kinerja
Sasaran 3.

Meningkatkan
Kelayakan Jaringan
Air Minum

Meningkatnya
Kelayakan
Jaringan Sanitasi
yang Dapat
Diakses oleh
Masyarakat

. Menginternalisasi Sasaran 4 IKU yang telah

direvisi pada Renstra dan RPIJMD.

. Menyusun Program Penyusunan Rencana,

Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) pada RPJMD
dan Rencana Kerja Tahunan di 2025

. Menjadikan muatan lingkungan sebagai

substansi mulai perencanaan hingga pasca
pelaksanaan kegiatan.

. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan

jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja
Sasaran 4.

. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan

jabatan dan latar belakang pendidikan dan
kompetensinya untuk pencapaian kinerja
Sasaran 4.

Meningkatnya
Kelayakan Jaringan
Sanitasi yang Dapat
Diakses oleh
Masyarakat

Cakupan
Pelayanan SPALDS

Cakupan
Pelayanan SPALDT

. Menginternalisasi Sasaran 5 IKU yang telah

direvisi pada Renstra dan RPIJMD.

. Menginternalisasi Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
(Dinas PUPR) ke Renstra DPUPR dan RPIJMD
berupa Kegiatan: Pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
SPAM oleh Pemerintah Desa dan
kelompok masyarakat untuk memenubhi
akses air minum aman dan sanitasi layak

. Mengevaluasi pelaksanaan siklus pelayanan

SPALDS dan SPALDT untuk menghitung
kebutuhan pemeliharaan prasarana

. Memutuhkan Program lintas Sektor untuk

mengoptimalkan Partispasi masyarakat dalam
pelaksanaan hingga turut serta aktif pasca
pelaksanaan program

. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan

jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja
Sasaran 5

. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan

jabatan dan latar belakang pendidikan dan
kompetensinya untuk pencapaian kinerja
Sasaran 5

Meningkatnya
Perencanaan Tata
Ruang

Persentase
Penyusunan
materi teknis RTR

. Menginternalisasi Sasaran 6 IKU yang telah

direvisi pada Renstra dan RPJMD.
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No.

Sasaran

Indikator
Kinerja

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan
Kinerja

Jumlah Perda dan
Perkada

Jumlah Penerbitan
KKPR sesuai
Rencana Tata
Ruang

2. Melakukan pemutakhiran materi teknis RTRW

Kabupaten secara berkala dengan men-
sinkronisasi-kan terhadap muatan di RTRW
Propinsi NTB

3. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara

bertahap dengan Propinsi NTB dan
Kementerian ATR mengenai tata cara integrasi
pedoman atau kebijakan regulasi terhadap
RTRW Kabupaten.

4. Menjadikan muatan lingkungan sebagai

substansi mulai perencanaan hingga pasca
pelaksanaan kegiatan

5. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan

jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja
Sasaran 6

6. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan

jabatan dan latar belakang pendidikan dan
kompetensinya untuk pencapaian kinerja
Sasaran 6

Meningkatnya
Pemanfaatan Ruang

Jumlah Penerbitan
KKPR sesuai
Rencana Tata
Ruang

1. Menginternalisasi Sasaran 7 IKU yang telah
direvisi pada Renstra dan RPIJMD.

2. Dengan SOP Penerbitan KKPR, dapat menjadi

alat pemantauan dan penilaian tahapan
penerbitan KKPR

3. Menyusun Program Pelaksanaan Persetujuan

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
untuk menjadi list Program dalam Renja/RKT
DPUPR Tahun 2024 dan DPA DPUPR Tahun
2024

4. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan

jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja
Sasaran 7

5. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan

jabatan dan latar belakang pendidikan dan
kompetensinya untuk pencapaian kinerja
Sasaran 7

6. Sasaran 7 IKU yang telah direvisi pada Renstra

dan RPIMD.

7. Dengan SOP Penerbitan KKPR, dapat menjadi

alat pemantauan dan penilaian tahapan
penerbitan KKPR

8. Menyusun Program Pelaksanaan Persetujuan

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
untuk menjadi list Program dalam Renja/RKT
DPUPR Tahun 2024 dan DPA DPUPR Tahun
2024

Meningkatnya
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya
Pengendalian

Halaman

1. Menginternalisasi Sasaran 8 IKU yang telah
direvisi pada Renstra dan RPJMD.
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No. Sasaran Indikator Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan

Kinerja Kinerja
Pemanfaatan 2. Mengimplementasikan dan melakukan
Ruang monitoring-evaluation terhadap SOP Penilaian
Lokasi KKPR

3. Melakukan bimbingan lanjutan terhadap
pegawai DPUPR lainnya oleh pegawai yang
telah memahami proses penilaian KKPR
sebagai bagian dari transfer of knowledge

4. Membuat Keputusan terkait Pembentukan Unit
Pengaduan

5. Menghimpun basis data KKPR yang telah
diterbitkan secara terstruktur

6. Menyusun Program yang bertujuan
memperluas penyebaran terkait keberadaan
pelayanan pengaduan

7. Menghitung dan menyelaraskan kebutuhan
jabatan pegawai terkait pencapaian kinerja
Sasaran 8

8. Menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan
jabatan dan latar belakang pendidikan dan
kompetensinya untuk pencapaian kinerja
Sasaran 8

Jumlah pengaduan
yang ditangani
Sumber: Resntra DPUPR, Dokumen Sektor Bidang di DPUPR Kabupaten Lombok Tengah

II1I.5 Akuntabilitas Keuangan
II1.5.1 Efektifitas Penyerapan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati
Lombok Tengah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Lombok Tengah mendapat alokasi Belanja® sebesar Rp. 141.243.137.983,- APBD Pergeseran
mendapat tambahan dana sebesar Rp. 3.146.177.000,- dan APBD Perubahan sebesar Rp.
4.948.561.529,- sehingga total alokasi belanja sebesar Rp. 149.337.876.512,- (Seratus
empat puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh

puluh enam ribu lima ratus dua belas rupiah).

Tabel 3.65 Alokasi Dana DAU Murni Per Bidang Tahun 2023 Sesuai Sasaran Indikatornya

No. SASARAN BIDANG PAGU PERSEN
1 - Sekretariat 19.193.762.868 13,82%
2 | S.1 (Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan) Bina Marga 49.450.724.260 | 45,23%
3 | S-3 (Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi) Sumber Daya Air | 4.895.137.215 5,78%

S.2 (Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan . 7S
4 Gedung), S.4 (Meningkatkan Kelayakan Jaringan Air Cipta Karya 70.433.027.200 | 34,88%

9 Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah, status Bulan Desember 2023
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No.

SASARAN

BIDANG

PAGU

PERSEN

Minum), S.5( Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi

yang Dapat Diakses Masyarakat)

5

S.6 (Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang), S.7
(Meningkatnya Pemanfaatan Ruang), S.8 (Meningkatnya

Pengendalian Pemanfaaatan Ruang)

Penataan Ruang

416.663.440

0,29%

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah, status Bulan Desember 2023

0,29%

M Sekretariat
B Bina Marga
= Sumber Daya Air
M Cipta Karya

W Penataan Ruang

Gambar 3.9 Alokasi Dana DAU Murni Per Bidang Tahun 2023

Tabel 3.66 Alokasi DAK Per Bidang Tahun 2023 Sesuai Sasaran Indikator

NO

SASARAN

BIDANG

PAGU ANGGARAN

PERSENTASE
(%)

S.1 (Meningkatkan Kualitas Jalan dan
Jembatan)

BINA MARGA

28.614.008.000,00

59,41

S.3 (Meningkatnya Layanan Jaringan

Meningkatnya Kelayakan Jaringan
Sanitasi yang Dapat Diakses
Masyarakat)

2 . SUMBER DAYA AIR -
Irigasi)
S.2 (Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan bangunan Gedung),
S.4 (Meningkatkan Kelayakan
3 | Jaringan Air Minum), S.5( CIPTA KARYA 19.547.621.000,00 40,58

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah, status Bulan Desember 2023
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= BINA MARGA

= SUMBER DAYA AIR

= CIPTA KARYA

Gambar 3.10 Alokasi DAK Per Bidang Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.27 dan Tabel 3.28, maka diperoleh informasi sebagai berikut.

Tabel 3.67 Persandingan Informasi Pagu Anggaran Bidang terhadap Sasaran Kinerja

Uraian

Bidang

Persentase

Sasaran yang

diintervensi
Pagu tertinggi pada DAU Murni Bina Marga 45,23% 1 Sasaran
Pagu terendah pada DAU Murni Penataan Ruang 0,29% 3 Sasaran
Pagu tertinggi pada DAK Bina Marga 59,41% 1 Sasaran
Pagu terendah pada DAK Cipta Karya 40,58% 3 Sasaran

Bidang yang tidak menerima DAK Sumber Daya Air dan -

Penataan Ruang 1 Sasaran, 3 Sasaran

Bidang yang memiliki anggaran terkecil
dengan Sasaran terbanyak
Sumber: Hasll Pengolahan Data, 2023

3 Sasaran

Penataan Ruang

Efektifitas penyerapan anggaran menggunakan Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan

Tabel 3.68 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023
terhadap Jumlah Anggaran

REALISASI
NO SASARAN BIDANG/PROGRAM JUMLAH ANGGARAN REDANGAR KEUANCARAREEIR
(Rp) % %
1 - SEKRETARIAT 19.474.855.597 | 18.472.835.547 94,85 94,85
PROGRAM PENUNJANG
1 URUSAN PEMERINTAHAN 19.474.855.597 18.472.835.547 94,85 94,85
DAERAH KABUPATEN KOTA
2 BIDANG BINA MARGA 50.928.774.010 | 48.053.837.039 94,35 97,81
S.1 (Meningkatkan
2 | Kualitas Jalan dan | PROGRAM PENYELENGGARAAN 50.928.774.010 48.053.837.039 94,35 97,81
JALAN
Jembatan)
3 BIDANG SUMBER DAYA AIR 5.274.213.415 | 5.227.392.320 99,11 99,57
S.3 (Meningkatnya
3 | Layanan Jaringan EE%EQ%X\E(R?\EEOLAAN 5.274.213.415 5.227.392.320 99,11 99,57
Irigasi)
4 BIDANG PENATAAN RUANG 416.663.440 416.387.001 99,93 99,93
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NO SASARAN BIDANG/PROGRAM

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI

KEUANGAN KEUANGAN | FISIK
(Rp) % %
S.6 (Meningkatnya
Perencanaan Tata
Ruang), S.7
(Meningkatnya
Pemanfaatan PROGRAM PENYELENGGARAAN
4 | Ruang). .8 o e 416.663.440 416.387.001 99,93 99,93
(Meningkatnya
Pengendalian
Pemanfaaatan
Ruang)
5 BIDANG CIPTA KARYA 73.243.370.050 | 72.599.647.381 99,12 99,74
S.2 (Meningkatkan
kualitas PROGRAM PENATAAN
5 | penyelenggaraan e 8.795.267.260 8.572.780.141 97,47 99,86
bangunan Gedung)
ﬁ"l‘ (ME"'“?k?tka" PROGRAM PENGELOLAAN DAN
6 A? ?\}l’? an Jaringan | pENGEMBANGAN SISTEM 48.018.019.240 47.610.947.040 99,15 99,30
ir Minum) PENYEDIAAN AIR MINUM
ﬁeslg "gﬁ'a‘;”g':ralan"aan PROGRAM PENGELOLAAN DAN
7 yaK 9 PENGEMBANGAN SISTEM AIR 15.025.348.550 15.013.476.200 99,92 99,86
Sanitasi yang Dapat LIMBAH
Diakses Masyarakat)
5.2 (Meningkatkan | ppGRAM PENATAAN
g | Kualitas BANGUNAN DAN 1.404.735.000 1.402.444.000 99,84 99,96
penyelenggaraan LINGKUNGANNYA
bangunan Gedung)
JUMLAH 149.337.876.512 | 144.770.099.288 96,94 98,38

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah, status Bulan Desember 2023

Tabel 3.69 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023

terhadap DAK Tahun 2023

PAGU REALISASI
NO SASARAN BIDANG KEUANGAN KEUANGAN FISIK
ANGGARAN
(Rp) % %
S.1 (Meningkatkan Kualitas Jalan dan
. Jembatan) AL 28.614.008.000 27.121.356.000 R4.78 160,00
2 S.3 (Meningkatnya Layanan Jaringan SUMBER DAYA
Irigasi) AIR - -
S.2 (Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan bangunan
Gedung), S.4 (Meningkatkan
3 Kelayakan Jaringan Air Minum), S.5 ( CIPTA KARYA 98,11 100,00
Meningkatnya Kelayakan Jaringan 19.547.621.000 19.177.543.000
Sanitasi yang Dapat Diakses
Masyarakat)
JUMLAH 48.161.629.000 46.298.899.000 96,13 100,00

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah, status Bulan Desember 2023

Berdasarkan tabel 3.31 dan Tabel 3.32, maka diperoleh informasi sebagai berikut.

Tabel 3.70 Persandingan Informasi Realisasi Anggaran terhadap Sasaran Kinerjanya

Uraian Bidang Persentase Sa_tsaran yang
diintervensi
Rata-rata penyerapan anggaran - 98,38%
Penyerapan anggaran tertinggi Eira\ant;an 99,93% 3 Sasaran
Penyerapan anggaran terendah Sekretariat 94,45% -
Penyerapgn anggaran terendah yang digunakan untuk Bina Marga 97,81% 1 Sasaran
mencapai sasaran

Halaman l-64 | 80




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

II1.5.2 Efisiensi Sumber Daya

Kriteria Nilai Efisiensi Sumber Daya menggunakan Kepmendagri Nomor
690.900 327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

Realisasi Fisik

Efisiensi Sumber Daya = X 100%

Realisasi Keuangan

Rumus 3.2 Efisiensi Sumber Daya

Nilai efisiensi anggaran DPUPR Kabupaten Lombok Tengah sebesar 101,49 %
(dapat dilihat pada Tabel 3.30). Angka ini diukur dari perbandingan persentase output fisik
dengan penyerapan anggaran dengan nilai efisiensi tertinggi pada program. Hal tersebut
lebih
target/prognosis (96,94%), output prioritas yang ditargetkan tetap dapat dipenuhi ( %).

menunjukkan bahwa dengan rendahnya realisasi anggaran dibandingkan

Salah satu kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR
pada 2023 yaitu:

a. kebijakan penghematan melalui perjalanan dinas luar daerah dengan
menggunakan skala prioritas; dan

b. kebijakan penghematan dilakukan melalui proses tender dan penunjukan
langsung, dengan menetapkan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan
berdasarkan penawaran terendah yang rasional terhadap Harga Perkiraan
Sendiri (HPS).

Tabel 3.71 Persandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023
terhadap Jumlah Anggaran

REALISASI
EFISIENSI
NO SASARAN BIDANG/PROGRAM KEUANGAN KEUANGAN | FISIK
(Rp) % % %
- SEKRETARIAT 18.472.835.547 94,85 | 94,85 100,00%
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
1 - PEMERINTAHAN 18.472.835.547 94,85 94,85 100,00%
DAERAH KABUPATEN
KOTA
BIDANG BINA
MARGA 48.053.837.039 94,35 | 97,81 103,67%
S.1
(Meningkatkan PROGRAM
2 . PENYELENGGARAAN 48.053.837.039 94,35 97,81 103,67%
Kualitas Jalan JALAN
dan Jembatan)
BIDANG SUMBER
3 DAYA AIR 5.227.392.320 99,11 | 99,57 100,46%
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REALISASI

NO SASARAN BIDANG/PROGRAM KEUANGAN KEUANGAN | FISIK EFISIENSE
(Rp) % % %
S.3
. PROGRAM
(L';'f::;?]kat”ya PENGELOLAAN 5.227.392.320 99,11 | 99,57 |  100,46%
/ .| SUMBER DAYA AIR
Jaringan Irigasi)
BIDANG PENATAAN
4 RUANG 416.387.001 99,93 | 99,93 100,00%
S.6
(Meningkatnya
Perencanaan
Tata Ruang), S.7
(Meningkatnya PROGRAM
Pemanfaatan PENYELENGGARAAN 416.387.001 99,93 99,93 100,00%
Ruang), S.8 PENATAAN RUANG
(Meningkatnya
Pengendalian
Pemanfaaatan
Ruang)
BIDANG CIPTA 0
5 KARYA 72.599.647.381 99,12 | 99,74 100,63%
S.2
(Meningkatkan
kualitas PROGRAM PENATAAN
penyelenggaraan | BANGUNAN GEDUNG 8.572.780.141 97,47 | 99,86 102,45%
bangunan
Gedung)
S.4 PROGRAM
(Meningkatkan PENGELOLAAN DAN
Kelayakan PENGEMBANGAN 47.610.947.040 99,15 | 99,30 100,15%
Jaringan Air SISTEM PENYEDIAAN
Minum) AIR MINUM
S.5(
Meningkatnya PROGRAM
Kelayakan
Jaringan Sanitasi I';Emggh%ﬁ@/\ﬁm 15.013.476.200 99,92 | 99,86 99,94%
yerd Dapat SISTEM AIR LIMBAH
iakses
Masyarakat)
S.2
(Meningkatkan | ppGRAM PENATAAN
kualitas BANGUNAN DAN 1.402.444.000 99,84 | 99,96 |  100,12%
penyelenggaraan | | 1\ GKUNGANNYA
bangunan
Gedung)
JUMLAH 144.770.099.288 96,94 | 98,38 | 101,49%

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

II1.6 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan
permasalahan
peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja di
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah. Adapun beberapa

langkah-langkah yang dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai bagian dari Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah adalahh

serta

pemberian

solusi

atas

internal

masalah yang ditemukan

Ruang Kabupaten Lombok Tengah, status Bulan Desember 2023, Hasil Pengolahan Data

lingkup kerja Dinas

Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah, antara lain:
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II1.6.1 Agenda Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Adapun pelaksanaan agenda Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.72 Pelaksanaan Agenda dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

No Uraian Kegiatan Waktu Sifat Output

1. | Penyusunan Pedoman Teknis Evaluasi | Juli 2023 Tertentu/Insindental, dengan | SOP Evaluasi Akuntabilitas
Akuntabilitas  Kinerja  Internal  yang mengevaluasi secara praktik Internal
diformalkan

2. | Penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) | Juli 2023 Tertentu/Insindental, dan | IKI DPUR Kabupaten
DPUPR  Kabupaten Lombok Tengah dibutuhkan  evaluasi dan | Lombok Tengah
berdasarkan Jenis Jabatan hingga tingkat penyempurnaan
Jabatan Pelaksana

3. | Pemantauan  Perkembangan Realisasi | Pekanan Rutin, Tiap Senin Pagi Pasca | Berita  Acara, Notulen,
Pelaksanaan Program Unit Pelaksana Apel Catatan Rapat

Bidang-Bidang secara langsung oleh
Pimpinan Unit/Kepala Dinas

4. | Pelaporan akuntabilitas Kinerja secara | Triwulan, Berkala Laporan Realisasi Triwulan,
berkala yang didokuemntasikan dan | Semester Laporan Realisasi Semester,
diformalkan CALK (Catatan Atas Laporan

Keuangan)

5. | Pengoptimalan peran Kepala Bidang dan | Tentatif Tentatif Berita Acara  Kemajuan

PPK dalam memantau perkembangan Proyek

capaian kinerja melalui mekanisme internal,
baik formal atau non formal

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

o
Gambar 3.11 Rapat Internal Pembahasan Gambar 3.12 Rapat Internal Pembahasan
Indikator Kinerja Individu Indikator Kinerja Individu
di Bidang Penataan Ruang (1) di Bidang Penataan Ruang (2)

II1.6.2 Sumber Daya Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Yang dimaksud pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah SDM/pegawai
pelaksana yang memiliki kualifikasi pelaksana yang tertera dalam SOP Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Internal. Berikut disajikan informasi terkait hal tersebut:

II1.6.2.1 Standar/Pedoman yang Digunakan DPUPR Kabupaten Lombok Tengah
dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Dalam konteks ini, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah biasanya merujuk pada
kerangka kerja yang mengintegrasikan standar-standar etika, kebijakan, serta prosedur

yang memastikan pencapaian tujuan organisasional dengan efisien dan efektif di bidang
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pembangunan dan perencanaan wilayah. Penerapan standar pedoman ini melibatkan

identifikasi, pengukuran, dan pelaporan hasil kinerja internal.

Tabel 3.73 Standar/Pedoman yang Digunakan dalam Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

No. Regulasi/Standar/Pedoman Penggunaan

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas | Penyusunan SOP,
Kinerja Instansi pemerintah Pelaporan Kinerja

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi | Penyusunan SOP,

Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

4, Surat Menteri PANRB No. B/421/AA.05/2022 tanggal 27 November 2023
Perihal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

Penyusunan SOP,
Pelaporan Kinerja

Perbaikan Pelaporan
Kinerja, Upaya
Perbaikan Kinerja
Perbaikan Pelaporan
Kinerja, Upaya
Perbaikan Kinerja

5. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Nomor 700/ 33 / INSP / 2023 /RHS / Eva
Tanggal 13 Juli 2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023
Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

II1.6.2.2 SDM Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2023

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi pelaksana dalam evaluasi akuntabilitas

kinerja internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah memegang peran krusial dalam
memastikan kesinambungan dan efektivitas kegiatan evaluasi. Tim SDM ini terdiri dari
individu yang memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam terkait dengan bidang
pembangunan dan perencanaan wilayah, serta memahami sepenuhnya standar-standar
akuntabilitas yang berlaku. Adapun informasi terkait SDM Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah pada tabel berikut.

Tabel 3.74 SDM Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

No. Uraian Penjelasan

1. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 215 Tahun | Asesor Perangkat Daerah bertugas
2023 Tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri | melaksanakan Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern | Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Pemerintah Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023

2. Kompetensi SDM Pelaksana melalui Bintek Modul
Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kursus
Keuangan Daerah Angkatan 14 tahun 2023 yang
diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan

3. SK Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun SAKIP
Tahun 2023

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Terintegrasi berdasarkan bukti-bukti di
tingkat Pemda

Pelaksana dalam Tim Evaluasi Laporan
Kinerja DPUPR Tahun 2023

Dasar penugasan pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Internal

II1.6.2.3 Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Internal
Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas
kinerja internal adalah untuk mempermudah proses evaluasi. DPUPR Kabupaten Lombok

Tengah mengadopsi solusi TI untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi
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dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data terkait kinerja internal. Sistem

TI dapat digunakan untuk otomatisasi pengumpulan data, mempercepat analisis hasil

evaluasi, dan menyajikan informasi dengan cara yang lebih mudah dipahami. Adapun

bentuk penggunaan teknologi informasi yang telah dilakukan dan yang sedang dirintis

adalah sebagai berikut, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.75 Penggunaan Teknologi Informasi dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
DPUR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

No | Teknologi Alamat Pemrakarsa Penjelasan
. Informasi
1. e-SAKIP https://esr.menpan.go.id/ Kementerian Aplikasi yang menampilkan proses
REVIU Pendayagunaan Aparatur | perencanaan kinerja,
Negara dan Reformasi | penganggaran kinerja, keterkaitan
Birokrasi kegiatan/sub  kegiatan dalam
pencapaian target kinerja, dan
monitoring serta evaluasi
pencapaian kinerja dan keuangan
2. SIPD https://sipd.kemendagri.go | Kemendagri Sistem Informasi Pemerintahan
.id/landing Daerah yang menyediakan data
dan informasi pembangunan
daerah yang terintegrasi dan
akurat
3. | SPM https://spm.bangda.kemen | Kemendagri Sistem Informasi monitoring dan
dagri.go.id/ evaluasi penerapan SPM
4, | e-Monev http://sim- Bapperida Kabupaten Sistem Informasi Monitoring dan
Bapperida bappeda.lomboktengahkab | Lombok Tengah Evaluation Pelaksanaan Program
.go.id/e- dan Kegiatan terhadap Renja dan
dalren/index.php/opd/opd DPA.
4. | PPID https://ppid.lomboktengah | Diskominfo Kabupaten Sistem Informasi Publikasi
kab.go.id/ Lombok Tengah Pemerintah Kabupaten Lombok
Tengah
5. Google drive | Melalui email perencanaanpupriombokt | Digunakan untuk pengumpulan

engah@gmail.com

dan basis data kinerja, laporan
kinerja,regulasi terkait

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2023

II1.6.3 Implementasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

Implementasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal DPUPR Kabupaten

Lombok Tengah tahun 2023 memegang peran penting dalam memandu langkah-langkah

perbaikan dan peningkatan efisiensi organisasi. Sebagai respons terhadap temuan-temuan

evaluasi, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen untuk mengimplementasikan

tindakan yang tepat guna mengoptimalkan kinerja internalnya. Adapun informasi terkait

Implementasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

II1.6.3.1 Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pelaksanaan rekomendasi yang dimaksud bukan hanya sebagai

langkah

perbaikan, tetapi juga sebagai komitmen DPUPR Kabupaten Lombok Tengah untuk

meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung
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jawabnya. Berikut bentuk pelaksanaan rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Internal.

Tabel 3.76 Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

No. Uraian P[;ztlltll'l‘(‘::g Penjelasan

1. Melaksanakan Tindak | Laporan Salah satu muatan dalam Laporan
Lanjut atas Rekomendasi | Bulanan, Bulanan/Triwulan adalah  Permasalahan dan
Hasil Evaluasi Akuntabilitas | Laporan Tri | Rencana Tindak Lanjut. Muatan ini menjadi
Kinerja Internal Wulan, CALK rekomendasi yang akan dilaksanakan dan harus

tertuang dalam Laporan berikut. Pola laporan
berkala ini merupakan bentuk evaluasi akuntabilitas
kinerja secara berkala.

2. Melaksanakan arahan dan | Berita Acara, | Sebagai bentuk Instruksi kepada Kepala Bidang dan
tindak lanjut dari Pimpinan | Catatan Rapat, | PPK untuk melaksanakan arahan dalam
Unit/Kepala Dinas terkait | Notulen peningkatan Akuntabilitas Kinerja Internal.
Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

II1.6.4 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Nomor 700/ 33 / INSP / 2023 /RHS
/ Eva Tanggal 13 Juli 2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2023 dan Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PANRB atas
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dan perangkat Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2023 yang disampaikan melalui surat Menteri PANRB No.
B/421/AA.05/2022 tanggal 27 November 2023 Perihal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023,
terdapat beberapa catatan mengenai kualitas implementasi SAKIP DPUPR Kabupaten
Lombok Tengah. Salah satu catatan Kementerian PANRB atas komponen pelaporan
kinerja oleh Kementerian PUPR adalah laporan kinerja yang telah disusun, khususnya pada
unit kerja, belum sepenuhnya menyajikan informasi memadai, analisis efisiensi
penggunaan sumber daya (hanya berupa informasi efisiensi), kualitas penyajian informasi
atas analisis kinerja belum merata dan informasi dalam laporan kinerja belum digunakan
sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Terkait dengan hal
tersebut, Kementerian PANRB merekomendasikan DPUPR Kabupaten Lombok Tengah
untuk dapat meningkatkan kualitas laporan kinerjanya.

Menindaklanjuti hal tersebut, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan
kegiatan pemantauan (monitoring) dan sosialisasi penyusunan laporan kinerja unit kerja
agar sesuai dengan pedoman penyusunan laporan kinerja yang telah ditentukan.
Beberapa kegiatan pemantauan dan sosialisasi yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada

tabel berikut.
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Tabel 3.77 Kegiatan Monitoring dan Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja di DPUR
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

. Waktu
No Kegiatan Pelaksana Pelaksanaan
Sosialisasi Hasil Evaluasi e .
1. Laporan AKIP Tahun 2022 Sekretaris Dinas Juli 2023
Diskusi Kelompok .
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan .
2. Terpumpuln/T(.erpusat Bedah beserta Unit Pelaksana Bidang Juli 2023
Laporan Kinerja
3 Pengumpulan data dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Juli 2023
" | informasi beserta Unit Pelaksana Bidang
Penyusunan SOP:
a. SOP Perencanaan
4, = i?]zr;f;/aluaﬂ AREES Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 17 Juli 2023
c. SOP Pengumpulan Data
dan Pengumpulan
Perbaikan Indikator Kinerja . .
.| tama (KU)berdssrian | 20 22000 P encaneen don Kewergen | 1 2023
kriteria SMART 9
6 Penyusunan Indikator Kinerja | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Juli 2023
" | Utama (IKU) revisi beserta Unit Pelaksana Bidang
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DEE ez
7. | Penyusunan Laporan Kinerja . . 2023 -
beserta Unit Pelaksana Bidang ;
Januari 2024

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2023

Dari kegiatan monitoring dan sosialisasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa

manfaat yang diharapkan untuk diperoleh antara lain:

2. terpantaunya progres pelaksanaan kegiatan penyusunan

laporan kinerja unit

organisasi/unit kerja sehingga diharapkan laporan kinerja yang disusun dapat selesai

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

3. meningkatnya pemahaman pegawai dalam menyusun laporan kinerja yang baik dan

benar sesuai pedoman penyusunan laporan kinerja;

4. meningkatnya

koordinasi

antar

unit organisasi/unit kerja

sehingga

dapat

meminimalkan risiko terjadinya perbedaan data capaian kinerja serta dapat

mempermudah proses pengumpulan data capaian kinerja; dan

5. meningkatnya pemahaman pegawai mengenai berbagai kekurangan dari hasil

penyusunan laporan kinerja 2022 untuk penyempurnaan laporan kinerja 2023, baik

dari sisi tata bahasa maupun dari sisi kedalaman analisis.

Tabel 3.78 Perencanaan Agenda Rutin dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas
Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

No

Kegiatan

Pelaksana

Waktu
Pelaksanaan

Penyelarasan dan Penetapan
Perjanjian Kinerja

Sekretaris Dinas

Januari
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. Waktu
No Kegiatan Pelaksana Pelaksanaan
N Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan .
2. | Penyusunan Laporan Kinerja beserta Unit Pelaksana Bidang Januari
3 Penyampaian Laporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Januari
" | Kinerja beserta Unit Pelaksana Bidang
Penyampaian Perjanjian . Januari-
4, Kinerja tahun berjalan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Februari
. April -
. o Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
5. | Evaluasi Pelaporan Kinerja beserta Unit Pelaksana Bidang Desember
6 Perbaikan Evaluasi Pelaporan | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dei:Irln-ber
" | Kinerja beserta Unit Pelaksana Bidang

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2023

II1.7 Pemanfaatan Laporan Kinerja
Aspek yang menjadi penekanan Pemanfaatan Laporan Kinerja berupa yaitu

perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai terhadap laporan kinerja serta
bagaimana informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas,
penyesuaian anggaran, evaluasi, perencanaan kinerja tahun berikutnya, dan pengaruh
budaya kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Laporan Kinerja DPUPR ini

dilakukan analisis pemanfaatan kinerja yang mencakup aspek-aspek di atas.

Guna menilai sejauh mana pemanfaatan laporan kinerja tersebut, perlu dilakukan
penyebaran kuisioner. Diharapkan dapat digunakan informasi dari hasil kuesioner tersebut,
analisis pemanfaatan laporan kinerja juga diperkuat dengan bukti kuisioner. Dengan
demikian penggambaran pemanfaatan laporan kinerja dapat lebih lengkap dan objektif.
Adapun format isian Kuisioner Pemanfaatan Laporan Kinerja DPUPR disajikan dalam

Lampiran.

¥ i mu sirategs delae lapocan knenjo uret oogansas/ e kerjo dbadas oiel prmpnan unt Indormus: rencars botia dafare poon Knetjs und cegareast Unit ketis ditssat cleh prengenan uni!

asiiann kean QrGAnIESY U1 hit|a

Gambar 3.13 Informasi Isu Strategis Dibahas Gambar 3.14 Informasi Rencana Kerja Dibahas
Pimpinan Unit Pimpinan Unit
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Gambar 3.15 Informasi Rencana Kerja
Dibahas Pimpinan Unit

Gambar 3.16 Informasi Capaian Kinerja
Dibahas Pimpinan Unit
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Gambar 3.17 Informasi Permasalahan dan
rekomendasi dibahas Pimpinan Unit

Gambar 3.18 Saya Mengetahui Informasi

Strategis

Says mengetanul wdcrmael rencana ket urit organsasiuni koro dalam laporon knets
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Gambar 3.19 Informasi Rencana Kerja
dalam Laporan Kinerja

Gambar 3.20 Informasi Capaian Kinerja
dalam Laporan Kinerja
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Gambar 3.21 Informasi Realisasi Anggaran
dalam Laporan Kinerja

Gambar 3.22 Informasi Permasalahan dan
Rekomendasi dalam Laporan Kinerja
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Gambar 3.23 Informasi Deviasi antara
Rencana serta Realisasi Fisik dan Keuangan

Gambar 3.24 Informasi Kemajuan Hasil
Pelaksanaan dalam penyesuaian aktivitas
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Gambar 3.25 Informasi Deviasi antara
Rencana serta Realisasi Fisik dan Keuangan
dalam penyesuaian aktivitas

Gambar 3.26 Informasi permasalahan dan
rekomendasi dalam penyesuaian aktivitas
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Gambar 3.27 Laporan Kinerja sebelumnya
menjadi acuan Laporan Kinerja Berikutnya

Gambar 3.28 Informasi kemajuan hasil
pelaskanaan kegiatan dalam penyesuaian
anggaran untuk mencapai kinerja
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Gambar 3.29 Informasi Informasi Deviasi
antara Rencana serta Realisasi Fisik dan
Keuangan dalam penyesuaian anggaran

Gambar 3.30 Informasi permasalahan dan
rekomendasi dalam penyesuaian anggaran
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Gambar 3.31 Informasi Isu Strategis dalam
Laporan Kinerja pada Evaluasi Pencapaian
Keberhasilan

Gambar 3.32 Informasi Rencana Kerja
dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan
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Gambar 3.33 Informasi Capaian Kinerja
dalam Laporan Kinerja pada Evaluasi
Pencapaian Keberhasilan

Gambar 3.34 Informasi Capaian Kinerja
dalam Laporan Kinerja pada Evaluasi
Pencapaian Keberhasilan
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Gambar 3.35 Informasi Permasalahan dan
Rekomendasi dalam Evaluasi Pencapaian
Keberhasilan

Gambar 3.36 Informasi Realisasi Anggaran
dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan
Kinerja
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Gambar 3.37 Informasi Rencana Kerja telah
digunakan dalam penyesuaian perencaan
kinerja

Gambar 3.38 Informasi Isu Strategis telah
digunakan dalam penyesuaian perencaan
kinerja
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Gambar 3.39 Informasi Capaian Kinerja telah
digunakan dalam penyesuaian perencaan

Gambar 3.40 Informasi Capaian Kinerja
telah digunakan dalam penyesuaian

kinerja perencaan kinerja
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Gambar 3.41 Informasi Permasalahan dan
Rekomendasi telah digunakan dalam
penyesuaian perencaan kinerja

Gambar 3.42 Informasi Realisasi
Anggaran telah digunakan dalam
penyesuaian perencaan kinerja

II1.8 Perbaikan Penerapan Manajemen Kinerja
Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Nomor 700/ 33 / INSP / 2023 /RHS

/ Eva Tanggal 13 Juli 2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2023,

terdapat sejumlah catatan-catatan yang perlu untuk

ditindaklanjuti. Dan sejumlah catatan tersebut, menjadi perhatian besar baik oleh jajaran

pipmpinan DPUPR Kabupaten Lombok Tengah, dan struktur di bawahnya.

Adapun beberapa perbaikan dalam hal

disampaikan pada matriks berikut ini.

Penerapan Manajemen Kinerja,

Tabel 3.79 Matriks Perbaikan Penerapan Manajemen Kinerja

Komponen Muatan yang Harus Muatan dalam
b Yang Dinilai Diperbaiki CelEl e Laporan
il Perencanaan | Dokumen perencanaan | Dilakukan upaya perbaikan dengan | Tabel 3.2 Perencanaan
belum dipublikasi tepat | Perencanaan Agenda Rutin dalam Rangka | Agenda Rutin dalam
waktu. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja DPUPR | Rangka Peningkatan
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Akuntabilitas Kinerja
DPUPR Kabupaten

Lombok Tengah Tahun
2023

Sasaran kinerja

Telah dilakukan reviu dan revisi IKU Utama

a. Tabel 3.80 Indikator

“Tersedianya Gedung DPUPR Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Kinerja Utama
Pelayanan Publik” dengan 2023 DPUPR Kabupaten
indikator “gedung Lombok Tengah
pemerintah terbangun Tahun 2023

tepat waktu, ketaatan b. Lampiran

Halaman lI-76 | 80




Komponen

Muatan yang Harus

Muatan dalam

No | vang Dinilai Diperbaiki FEELEELREL Laporan
terhadap RTRW, dan
persentase pemenuhan
regulasi tata ruang” yang
dirumuskan masih besifat
output, serta indikator
kinerja tidak relevan
dengan sasaran yang ingin
dicapai.
2 Pengukuran Pelaksanaan  pengukuran | Telah dilakukan Pemantauan berjenjang dengan | Tabel 3.81 Pelaksanaan
Kinerja dan pengumpulan data | Pemantauan Perkembangan Realisasi | Agenda dalam Evaluasi
kinerja telah menggunakan | Pelaksanaan Program Unit Pelaksana Bidang- | Akuntabilitas Kinerja
elektronik, namun masih | Bidang secara langsung oleh Pimpinan | Internal DPUPR
berfokus kepada | Unit/Kepala Dinas Kabupaten Lombok
penyerapan anggaran Tengah Tahun 2023
belum mengarah ke
pencapaian kinerja dan juga
pemantauan belum
dilakukan secara berjenjang
sehingga realisasi
pencapaian kinerja belum
terkendali dengan baik.
Belum melakukan | a. Telah menyusun Indikator Kinerja Individu | a. Tabel 3.82
pemantauan atas (IKT) Pelaksanaan
pengukuran capaian kinerja | b. Pengukuran capaian kinerja dengan: Agenda dalam
unit dibawahnya secara e Pemantauan berkala oleh Pimpinan Evaluasi
berjenjang sesuai dengan Unit/Kepala Dinas Akuntabilitas
rencana aksi yang telah e Pemantauan dengan metode Laporan Kinerja Internal
dibuat. Bulanan/Triwulan/SemesterCALK DPUPR Kabupaten
Lombok  Tengah
Tahun 2023
b. Lampiran
Hasil pengukuran kinerja | Evaluasi melalui pembebanan dan pendetailan | a. Tabel 3.83
belum sepenuhnya | kinerja personal pegawai melalui masing- Pelaksanaan
dimanfaatkan sebagai dasar | masing jabatan dengan Indikator Kinerja Agenda dalam
penyesuaian aktivitas dan | Individu (IKI) Evaluasi
anggaran untuk menunjang Akuntabilitas Kinerja
pencapaian kinerja. Internal DPUPR
Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2023
b. Lampiran
Hasil pencapaian kinerja | Telah dirintis dan diupayakan dengan
belum dijadikan  dasar | mekanisme pemberian penghargaan pada ASN
pemberian reward and | berprestasi di masing-masing bidang.
punishmant ke  setiap
individu pegawai.
3 Pelaporan Dokumen pelaporan kinerja | Dilakukan upaya perbaikan dengan | Tabel 3.2 Perencanaan
Kinerja belum dipublikasi tepat | Perencanaan Agenda Rutin dalam Rangka | Agenda Rutin dalam
waktu. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja DPUPR | Rangka Peningkatan
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Akuntabilitas Kinerja
DPUPR Kabupaten

Lombok Tengah Tahun
2023

Laporan kinerja diharapkan
mampu menghasilkan
umpan balik yang dapat
digunakan sebagai
perbaikan atas perencanaan
kinerja dan strategi dalam
pelaksanaannya. Masih
terdapat informasi pada
laporan kinerja yang belum
diungkapkan antara lain:

a. Analisis dan evaluasi
capaian dibandingkan
target akhir Renstra.

b. Analisis dan Evaluasi

capaian dibandingkan
target  nasional, serta
efisiensi

Telah dilakukan analisis dan evaluasi capaian
akhir dibandingkan target akhir Renstra, Analisis
dan Evaluasi Capaian dibandingkan target
nasional dan efisiensi, beserta upaya Perbaikan
dan Penyempurnaan Pencapaian Kinerja

a. Sub Bab IIL.3
Evaluasi Pencapaian
Kinerja Tujuan
Strategis DPUR
Kabupaetn Lombok
Tengah

b. Sub Bab IIl.4
Analisis Faktor
Pendukung dan
Penghambat

c. Sub Bab III.5 Upaya
Perbaikan dan
Penyempurnaan
Pencapaian Kinerja
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tidak sesuai dengan yang

Komponen Muatan yang Harus Muatan dalam
No | vang Dinilai Diperbaiki FEELEELREL Laporan
penggunaan sumber daya
dalam mencapai kinerja.
c. Upaya perbaikan dan
penyempurnaan
pencapaian kinerja pada
tahun
berikutnya.
Informasi dalam laporan | Catatan dalam Laporan Kinerja Tahun 2022
kinerja belum digunakan | telah dipelajari dan didalami, untuk menjadi
dalam penyesuaian perbaikan di Laporan Kinerja Tahun 2023
perencanaan kinerja yang
akan dihadapi berikutnya.

4 Evaluasi Evaluasi akuntabilitas | a. Telah menyusun Indikator Kinerja Individu @. Tabel 3.84
Akuntabilitas | kinerja  internal  belum (IKT) Pelaksanaan Agenda
Kinerja dilakukan secara | b.Pengukuran capaian kinerja dengan: dalam Evaluasi
Internal berjenjang, e Pemantauan berkala oleh Pimpinan Akuntabilitas Kinerja

sehingga strategi Unit/Kepala Dinas Internal DPUPR
selanjutnya guna efektifitas e Pemantauan dengan metode Laporan Kabupaten Lombok
dan efisiensi pencapaian Bulanan/Triwulan/SemesterCALK Tengah Tahun 2023
kinerja b. Lampiran

diharapkan.

Rekomendasi atas hasil | Telah diupayakan dilakukan pada Laporan
evaluasi akuntabilitas | Kinerja Tahun 2023

kinerja internal belum

ditindaklanjuti secara

optimal.

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2024
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LKj-IP DPUPR KABLIPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023

BAB IV
PENUTUP

IV.1 Simpulan Umum
Laporan Kinerja DPUR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Renstra DPUPR
Kabupaten Lombok Tengah 2021—2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023.
Pada 2023 ini, Laporan Kinerja DPUR Kabupaten Lombok Tengah merupakan pengukuran
dan evaluasi kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun ketiga Renstra
DPUPR Kabupaten Lombok Tengah 2021—2026 sekaligus alat untuk melanjutkan
pengukuran dan evaluasi kinerja DPUR Kabupaten Lombok Tengah pada tahun

sebelumnya.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan, diketahui bahwa dari 8 (delapan) sasaran
dengan 12 (dua belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat sejumlah 6
Indikator Kinerja yang tercapai, lima diantaranya bahkan melampaui. 5 (lima) diantaranya
berkategori Baik Sekali, 3 (tiga) berkategori Baik dan sisanya dari 12 Indikator berkategori
Sangat Kurang.

Dari sisi pelaksanaan program, 8 (delapan) Program yang dilaksanakan oleh 5
(lima) Unit Pelaksana di DPUPR Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan rata-rata
pencapaian realisasi keuangannya adalah 96,94 % dan realisasi fisik mencapai 98,38 %.

Sehingga diperoleh tingkat efisiensinya adalah 101,49 %.

IV.2 Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja
Komitmen pimpinan yang kuat di lingkungan DPUPR Kabupaten Lombok Tengah

bahwa Keluarga Besar DPUPR Kabupaten Lombok Tengah harus memberikan pelayanan
prima kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal organisasi
dalam rangka perbaikan tata kelola DPUPR Kabupaten Lombok Tengah menjadi faktor
utama pendukung keberhasilan dalam pencapaian target kinerja DPUPR Kabupaten

Lombok Tengah.

Adapun keberhasilan pencapaian kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah pada
tahun 2023 tidak terlepas dari beberapa faktor di antaranya: (1) Koordinasi antar
Pimpinan dan Unit untuk mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun
2023 dan DPA DPUPR Tahun 2023, (2) Dukungan sosialisasi dan pendekatan kepada

masyarakat yang terkena dampak kegiatan sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan,

Halaman 1] 2



LKj-IP DPUPR KABLIPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023

(3) Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara pihak DPUPR dengan mitra eksternal; (4)
Tersusunnya pedoman teknis dan SOP; dan (5) Kompetensi SDM Pelaksana Sub Kegiatan

dan Program.

IV.3 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Dan sejumlah hal, yang menjadi aspek-aspek penghambat yang perlu untuk

dipikirkan bersama, diantaranya: (1) Dinamisnya regulasi dan pedoman yang
mempengaruhi, baik secara langsung atau tidak terhadap keberhasilan program, (2)
Ketersediaan basis data yang belum terbangun di sejumlah indikator, (3) Proses transisi
dan adaptasi terhadap kebijakan yang mempengaruhi proses pencapaian kinerja, (4)
Tahapan pelaksanaan beberapa program dalam penacapaian kinerja sangat dipengaruhi
dalam tahapan lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, misal Indikator Jumlah Perda
dan Perkada yang tidak bisa tercapai karena penyelesaian Perda RTRW Kabupaten
Lombok Tengah harus menyesuaikan dengan RTRW Propinsi yang hingga tulisan ini
disusun, belum ditetapkan status Perda-nya, (5) Adanya perbedaan Sasaran dan Indikator
Kinerja pada Renstra, IKU Tahun 2023 yang telah direvisi dan formula/satuan perhitungan
dalam Nomenklatur pada Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

IV.4 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja
DPUPR Kabupaten Lombok Tengah telah menyiapkan sejumlah langkah dalam

rangka perbaikan dan penyempurnaan kinerja. Diantaranya: (1) Menginternalisasi
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dievaluasi untuk pencapaian sasaran
kinerja pada review Renstra, Indikator Kinerja (IKU) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja, dan
Indikator Kinerja Individu (IKI), (2) Mengevaluasi penyelarasan kebutuhan jabatan
terhadap pencapaian IKU, (3) Menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi dan latar
belakang pendidikan tehadap pencapaian kinerja, (4) Menyusun dan mendorong Unit
Pelaksana Bidang untuk menyusun Program Penyusunan Database Programnya, dan (5)
Melakukan dan meningkatkan inovasi yang efisien, misalnya penggunaan Google Form
dalam hal pengaduan Online Layanan Irigasi dengan mengoptimalkan penyebaran Juru

Pengamat Air dalam penyebaran informasi.

Halaman IV-2 |2


https://backend.kemendagri.go.id/documents/KEPMENDAGRI/2023/1690430004Kepmendagri%20Nomor%20900.1.15.5-1317%20Tahun%202023%20tentang%20Perubahan%20atas%20Kepmendagri%20Nomor%20050-5889%20tentang%20Hasil%20Verifikasi%20Validasi.pdf
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RENSTRA DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021-2026
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021-2026

CASCADING KINERJA DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

POHON KINERJA DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
RENCANA AKSI DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

RENCANA KERJA (RENJA) DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023
PERJANJIAN KINERJA DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

. KEPUTUSAN KEPALA DINAS DPUPR TENTANG TIM PENYUSUN SAKIP DPUPR

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LAPORAN EVALUASI BERJENJANG BULANAN REALISASI PROGRAM

SOP EVALUASI AUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PEMERINTAH

SOP PENGUMPULAN DATA DAN KINERJA

SOP PERENCANAAN

KOMPETENSI SDM PELAKSANA BINTEK PERENCANAAN

KEPUTUSAN BUPATI PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
KUISIONER PENILAIAN PEMANFAATAN KINERJA

TABEL HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN




RENSTRA DPUPR KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

TAHUN 2021-2026




PENERINTAR KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

RENSTRA

2021 - 2026

DINAG PEKER JAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) DPUPR KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

TAHUN 2021-2026




INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABPATEN LOMBOK TENGAH

TARGER KINERJA SASARAN | KON
PENANGGUNG| KONDISI TAHUN KE o
AKHI
KODE TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR RUMUS/FORMULASI SUMBER DATA JAWAB AWAL 2021 " . ; ;
(2022) [ (2023) | (2024) | (2025) | (2026)
Meningkatnya Kualitas
T Infrastruktur Wilayah dan Indeks Infrastruktur Wilayah Index Infrastruktur = (20 x S1) + (20 x S2) + (20 x 56% 8% | 619 | 66% | 70% | 749 | 74%
penyelenggaraan penataan S3) + (20 x S4)+ (20 x S5)
ruang
. i Database jalan
. . mlah Panjang Jalan kondisi man
Meningkatnya kualitas Persentase Paniang Jalan Jumlah Panjang Jalan kondisi ma 1?(?0 % bidang Bina Marga
S1 jalan dan jembatan - Jang . 0 DPUPR 66,47 73,17 | 79,88 | 86,58 | 93,29 | 99,99 | 100
kondisi Mantap Jumlah Panjang Jalan total
Kabupaten
Jumlah Jembatan kondisi baik
Persentase jumlah jembatan % 100% 2089 | 21,58 | 21,02 | 24,81 | 2557 | 2595 | 25,95
kondisi baik Jumlah Jembatan total ' ' ' ' ' ' '
. . Persentase sarana dan jumlah gedung pelayanan public dalam kondisi
Meningkatnya Kualitas prasarana publik dan aparatur : ’ o ybaik P
S2 DPUPR 60 62 64 66 68 70 70
Zir:j{]er:enggaraan Bangunan perkantoran dalam kondisi x 100%
9 baik Total gedung pelayanan public
s3 jg/rlif;r;;:gli(:;nieil layanan Indeks Kinerja Irigasi Mengisi formulir survey index kinerja irigasi DPUPR 514 54 | 569 | 583 | 605 | 628 | 628
p duduk £ Penduduk | i Data Akses Air
. ersentase penduduk yang enduduk yang terlayani Bersih Jaringan
sS4 !\:rei:lr;%k;t:)g:j::yakan dilayani dengan akses X 100% Perpipaan dan DPUPR 78,83 | 80,37 | 81,92 | 83,46 | 85,01 | 86,56 | 86,56
janng terhadap pasokan air minum £ seluruhkab / kota Penduduk Bukan Jaringan
Perpipaan Loteng
jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah di olah
. IPLT
Meningkatnya kelayakan
s5 La;";?zr:fkir:;a;;eﬁang Cakupan Pelayanan SPALDS X 100% s;;itsgrleia(nsnéi) DPUPR 055 | 224 | 393 | 562 | 7,31
maps arakat Jumlah Rumah di wilayah pengembangan
4 SPALDS dgn kepadatan penduduk pada wilayah
terbangun > 25 jiwa/Ha
jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah & air
limbhnya diolah di IPALD Strategi Sanitasi
Cakupan Pelayanan SPALDT . X Kabupaten (SSK) 055 | 224 | 393 | 562 | 7,31
Jumlah Rumah di wilayah pengembangan SPALD-T




TARGER KINERJA SASARAN

KON

TAHUN KE DisI
PENANGGUNG| KONDISI
KODE TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR RUMUS/FORMULASI SUMBER DATA JAWAB AWAL 2021 AKHI
1 2 3 4 5
(2022) | (2023) | (2024) | (2025) | (2026)
Indeks Pelaksanaan Penataan Index = (40 x S6) + (20 x S7) + (40 x S8) DPUPR 13 28 | 42 | 62 | 81 | 100 | 100
Ruang
S6
. . Jumlah MateriTeknis RTR tersusun
Meningkatnya Perencanaan Prosgntase penyusunan materi Jumiah Materi Teknis RTR keseluruhan 100 DPUPR 1 2 3 55 78 100 | 100
Tata Ruang teknis RTR
Jumlah Perda dan Perkada Jumlah Perkada RTR * 100 11 22 | 33 | 55 | 78 | 100 | 100
Jumlah Perkada RTR keseluruhan
S7
Meningkatnya Jumlah Penerbitan KKPR Jumlah Penerbitan PKKPR sesuai Rencana Tata Ruang |, 100
N " DPUPR 16 33 50 67 83 100 100
Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang Jumlah Penerbitan PKKPR Keseluruhan
S8
Meningkatnya . ; P
- Jumlah lokasi KKPR yang Jumlah lokasi PKKPR yang dinilai
100
Pengendalian Pemanfaatan dinilai Jumlah Lokasi Penilaian PKKPR keseluruhan DPUPR 16 33 50 67 83 100 100
Ruang
Jumlah pengaduan yang Jumlah Pengaduan yang ditangani 100 9 27 a5 6 & 100 | 100
ditangani Jumlah Pengaduan yang masuk

Definis Operasional:

1 Index Infrastruktur adalah suatu metode atau alat pengukuran yang digunakan
untuk mengevaluasi kualitas, ketersediaan, dan efisiensi infrastruktur dalam
suatu wilayah, negara, atau proyek tertentu. Infrastruktur yang diukur melalui
index infrastruktur di batasi pada infrastruktur yang menjadi kewenangan

DPUPR

2 - Jumlah panjang jalan kondisi mantap adalah Jumlah panjang jalan dalam

kondisi (baik dan sedang)

- Jumlah panjang jalan total adalah Jumlah panjang jalan yang menjadi
3 - Jumlah jembatan kondisi baik adalah jumlah jembatan dalam kondisi (baik

Rentang Nilai Index Irigasi:
1. Indeks Kondisi Jaringan Irigasi > 90%, pemeliharaan
rutin.

2. Indeks Kondisi Jaringan Irigasi 80-90%, pemeliharaan berkala.




TARGER KINERJA SASARAN

KON

TAHUN KE DisI
PENANGGUNG| KONDISI AKHL
KODE TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR RUMUS/FORMULASI SUMBER DATA JAWAB AWAL 20217 " " " ;
(2022) [ (2023) | (2024) | (2025) | (2026)
4 Indeks Kinerja Irigasi (Irrigation Performance Index) adalah alat yang

digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja sistem irigasi. Indeks ini
memberikan gambaran tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan air irigasi
dalam mencapai tujuan yang diinginkan, seperti penyediaan air yang cukup
untuk pertanian, peningkatan produktivitas, penghematan air, dan pengurangan
kerugian akibat kelebihan atau kekurangan air. Perhitungan index kinerja irigasi
dilakukan dengan cara melakukan survei dengan mengisi formulir survei index

kinerja irigasi

3. Kondisi Jaringan Irigasi 60-80%, pemeliharaan SM (Spesial Maintenance).




KODE

TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR

RUMUS/FORMULASI

SUMBER DATA |PENANGGUNG| KONDISI

TARGER KINERJA SASARAN
TAHUN KE

KON
DISI
AKHI

JAWAB AWAL 2021 1 2 3

(2022) | (2023) | (2024)

4
(2025)

5
(2026)

5

o

~

<)

©

1

o

1

=

12

13

14

15

16

17

1

3

19

- Jumlah DI total adalah Jumlah DI

kabupaten

Jumlah penduduk terlayani adalah jumlah penduduk yang mendapatkan akses
air minum melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan (sumur dangkal,
sumur dalam/sumur bor, dan penampung air

jumlah penduduk kabupaten adalah seluruh jumlah penduduk yang tercatat
pada data kependudukan

SPALDS adalah sistem pengolahan air limbah domistik setempat/MCK
individual yang berada di wilayah lombok tengah

SPALDS adalah sistem pengolahan air limbah domistik terpusat/MCK
komunal yang berada di wilayah lombok tengah

IPLT adalah instalasi pengolahan

lumpur tinja,

Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang adalah Indeks Pencapaian tujuan Penataan
Ruang melalui

pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan

Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lombok Tengah

PP Nomor 21 Tahun 2021
Ketentuan Umum

Perencanaan Ruang adalah suatu proses untuk

menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang

meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang di Kabupaten
Lombok Tengah

PP Nomor 21 Tahun 2021
Ketentuan Umum

Rencana Tata Ruang (RTR) adalah hasil dari perencanaan Tata Ruang di
Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

PP Nomor 21 Tahun 2021
Ketentuan Umum

Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan Rencana Tata Ruang (RTR) di
Kabupaten Lombok Tengah melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
(KKPR)

PP Nomor 21 Tahun 2021
Ketentuan Umum

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara
kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR di Kabupaten Lombok Tengah

PP Nomor 21 Tahun 2021
Ketentuan Umum

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib Tata Ruang

sesuai RTR di Kabupaten Lombok Tengah Permen ATR Nomor 11/2021

Materi Teknis RTR adalah buku rencana dan fakta analisa RTR di Kabupaten
Lombok Tengah

Perda/Perkada RTR adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Lombok
Tengah sebagai produk legal Rencana Tata Ruang di Kabupaten Lombok
sesuai peraturan yang berlaku

Pasal 193 PP 21/2021

Pengaduan adalah pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang melalui
pelaporan dari unit pengaduan dan daring

Penilaian ambang batas index Infrastruktur:

1. 0-25 = Kurang,

2. 26-50 = Sedang,

3. 51-75 = Baik,

4. 76-100 = Sangat Baik

KEPALA DINAS

PEKERJAAN UMU N PENATAAN RUANG,

Ir. LALU RAHADIAN, M.SI
NIP. 196712311892031117
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CASCADING KINERJA DPUPR
KABUPATEN LOMBOK
TENGAH




CASCADING KINERJA LEVEL PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MisI :
> . . -
1. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, cepat dan Bersih (Misi ke-3)
2. Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas (Misi ke-4)
RPJMD Sasaran :
LOMBOK 1. Meningkatnya kualitas pelayanan public
TENGAH 2. a.Meningkatnya konektifitas antar wilayah
b. Meningkatnya cakupan layanan system irigasi Kabupaten
c. Meningkatnya akses air mium aman
Indikator :
1. Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat
2. a.Indeks Konektivitas
b. Indeks Kinerja Sistem Irigasi
c. Cakupan Persen Layanan Air Minum
ESELON Il NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
KEPALA 1. |[Meningkatnya Kualitas Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap
DINAS Infrastruktur Wilayah Kabupaten
Persentase jumlah jembatan kondisi baik
Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk  |Indeks Kinerja Irigasi
pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada
Meningkatnya kelayakan jaringan air minum |Cakupan Pelayanan Air Minum
dan Sanitasi) yang dapat diakses oleh
— |masvarakat
Meningkatnya kelayakan Jaringan SPAL Cakupan Pelayanan SPALDS
Cakupan Pelayanan SPALDT
Meningkatknya kelayakan gedung Publik Persentase sarana dan prasarana publik dan
aparatur perkantoran dalam kondisi baik
2 |Meningkatnya kualitas Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang
penyelenggaraan penataan ruang Jumlah Materi Teknis RDTR
Jumlah Perkada RDTR
Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Jumlah Penerbitan PKKPR sesuai Rencana
Tata Ruang
Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Jumlah lokasi KPR yang dinilai
Ruang
Jumlah pengaduan yang ditangani
ESELON Il I SEKRETARIS
SEKRETARIS/
KEPALA NO PROGRAM SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
BIDANG 1 |Penunjang Urusan Pemerintahan Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Tersusunnya Persentase Dokumen
Daerah Kabupaten/Kota Penganggaran dan Keuangan yang berkulitas |Perencanaan, Penganggaran Laporan
dan Akuntabel Keuangan dan Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Meningkatnya Sistem Pelayanan Pelayanan |Persentase Layanan administrasi SKPD
Administrasi Perkantoran yan Tertib dan
Lancar
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur|Perssentase sarana dan prasarana aparatur
Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas yang yang kondisinya baik
Profesional
Terlaksananya Penunjang Urusan SKPD Persentase Tersediannya Penunjang Urusan
SKPD
NO KEGIATAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 |Perencanaan, Penganggaran dan Tertatanya Perencanaan dan Laporan Kinerja |Persentase tersusunnya dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SKPD yang Akuntabel Perencanaan, Penganggaran dan Laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2 |Administrasi Keuangan Perangkat Terarah dan terkendalinya Administrasi dan  |Persentase Tersusunnya laporan Keuangan
Daerah Laporan Keuangan SKPD SKPD
3 |Administrasi Umum Perangkat daerah |Meningkatnya Sistem Pelayanan Pelayanan  |Persentase Layanan administrasi SKPD
Administrasi Perkantoran yan Tertib dan
Lancar
4 |Pemilihan Barang Milik Daerah Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur|Persentase Terpeliharannya Kendaran Dinas
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas yang Operasional
Profesional
5 |Penyediaan Penunjang Urusan Terlaksananya Penunjang Urusan SKPD Persentase Tersediannya Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah SKPD




» KEPALA BIDANG BINA MARGA

NO PROGRAM SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 |Penyelenggaraan Jalan Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap
Kabupaten
NO KEGIATAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Tersedianya jalan dalam kondisi mantap Panjang jalan mantap Kabupaten
> KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
NO PROGRAM SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1| Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Meningkatnya layanan jaringan irigasi Indeks Kinerja Irigasi
NO KEGIATAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 |Pengelolaan SDA dan Bangunan Meningkatkan kelancaran distribusi air irigasi |Ketersediaan debit air per hektar

Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai |ke petani pemakai air
(WS) dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

2 |Pengembangan dan Pengelolaan sistem |Meningkatkan Kondisi Jaringan Irigasi Jumlah irigasi primer dan sekunder pada DI
Irigasi Primer dan Sekunder pada yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1
Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah

Kabupnaten /Kata

IS KEPALA BIDANG TATA RUANG
NO PROGRAM SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 |Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatnya layanan pentaan ruang Persentase regulasi tata ruang yang
diterbitkan
NO KEGIATAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 |Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah |Tersusunnya Perda dan Perbup Tata Ruang  |Jumlah Perda dan Perbup Tata Ruang
(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang
(RRTR) Kabupaten/Kota

2 |Koordinasi dan Sinkronisasi Tersusunnya dokumen produk tata ruang Jumlah dokumen produk tata ruang
Perencanaan Tata Ruang Daerah
Kabupaten/Kota

3 |Koordinasi dan Sinkronisasi Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang Daerah

Kabupaten/Kota

> KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
NO PROGRAM SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 |Penataan Bangunan Gedung Meningkatnya kelayakan Gedung Pemerintah |Persentase Gedung Pemerintah Terbangun
2 |Penataan Bangunan dan Lingkungannya |Tertatanya Bangunan dan lingkungan luasan bangunan dan lingkungan yang
tertata
3 |Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem |Meningkatnya kelayakan jaringan air minum |Persentase rumah tangga yang terlayani air
Penyediaan Air Minum yang dapat diakses oleh masyarakat minum aman
4 |Pengelolaan dan Pengembangan Sistem |Meningkatnya kelayakan jaringan Sanitasi Persentase akses sanitasi layak dan aman
Air Limbah yang dapat diakses oleh masyarakat
NO KEGIATAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 |Penyelenggaraan Bangunan Gedung di |Terlaksanaya rekomtek gedung, ruang dan Jumlah rekomtek gedung, ruang dan layak
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, layak fungsi bangunan gedung yang fungsi bangunan gedung yang diterbitkan
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan  |diterbitkan
(IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi

Rangiinan Gedung

2 |Penyelenggaraan Penataan Terlaksananya penyelenggaraan penataan luasan penyelenggaraan penataan
Bangunan dan Lingkungannya di bangunan dan lingkungan bangunan dan lingkungan
3 |Pengelolaan dan Pengembangan Sistem [Meningkatnya Masyarakat terlayani dan Persentase Masyarakat Terlayani dan
Penyediaan Air Minum (SPAM) di mengkonsumsi air bersih sesuai standar Mengkonsumsi Air bersih
Daerah Kabupaten/Kota kesehatan
4 |Pengelolaan dan Pengembangan Sistem |Meningkatnya Masyarakat terlayani Sistem Persentase Pengelolaan dan
Air Limbah Domestik dalam Daerah Air Limbah Domistik standar kesehatan Pengembangan Sistem Air Limbah Domistik
Kabupaten/Kota
KEPALA UPT
NO PROGRAM SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 [Pengembangan Jasa Konstruksi Meningkatnya Pengawasan, Pembinaan dan |Persentase Jumlah tenaga kerja konstruksi
Informasi Jasa Konstruksi terlatih dan bersertifikat.

| NO | KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |




| 1

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga
Terampil Konstruksi

Terlaksanaya pelatihan dan sertifikasi tenaga
kerja konstruksi

Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih dan
bersertifikat.

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Pemilihan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas yang
Profesional

Perssentase sarana dan prasarana
aparatuPerentase Terpeliharannya
Kendaran Dinas Operasional

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Terpeliharanya Kendaraan Alat Berat yang

Jumlah Unit Kendaraan Alat Berat yang
terpelihara

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Administrasi Umum Perangkat daerah

Meningkatnya Sistem Pelayanan Pelayanan
Administrasi Perkantoran yan Tertib dan
Lancar

Persentase Layanan administrasi SKPD

Pemilihan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas yang
Profesional

Persentase Terpeliharannya Kendaran Dinas
Operasional

Penyediaan Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Terlaksananya Penunjang Urusan SKPD

Persentase Tersediannya Penunjang Urusan
SKPD

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan (paket)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Terselenggaranaya Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Vi

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Terbayarnya Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

[N

Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

Terarah dan terkendalinya Administrasi dan
Laporan Keuangan SKPD

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Persentase Tersusunnya laporan Keuangan
SKPD

Terbayarnya Gaji ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
I ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tersusunnys Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

w

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tertatanya Perencanaan dan Laporan Kinerja
SKPD yang Akuntabel

Persentase tersusunnya dokumen
Perencanaan, Penganggaran dan Laporan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat daerah

Tersusunnya Dokumen Laporan Perencanaan
Perangkat

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
(Renstra, Renja, RKA dan DPA)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

NO

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

Penyelenggaraan Jalan

Tersedianya jalan dalam kondisi mantap

Presentase jalan mantap

Sekretariat



1 [Penyusunan Rencana, Kebijakan, tersusunnya Dokumen Hasil pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis
strategi dan Teknis Sistem Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, |dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan,
Pengembangan Jalan Bantuan Teknis, Bimbingan  Teknis, Bantuan Teknis, Bimbingan  Teknis,

Pengelolaan Pengelolaan

2 |Pengelolaan Leger Jalan Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Leger Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan

3 |Pelebaran Menuju Jalan Standar Terlaksananya Pelebaran Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran

4 |RekonstruksiJalan Terlaksananya Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan

5 |Pemeliharaan Berkala Jalan Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan

Pemeliharaan Secara Berkala
6 |Pemeliharaan Rutin Jalan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan
Pemeliharaan Secara Rutin

7 |Pembangunan Jembatan Terlaksananya Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yang Dibangun

8 [Rehabilitasi Jembatan Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan

9 |Pemeliharaan Rutin Jembatan Terpeliharanya jembatan secara rutun Panjang Jembatan yang Dilakukan

Pemeliharaan
10 |Pemeliharaan Berkala Jembatan Terpeliharanya jembatan secara Berkala Panjang Jembatan yang Dilakukan
Pemeliharaan

11 |Penganggulangan Bencana/Tanggap Tertanggulanginya Jalan dan Jembatan Akibat |Panjang  Jalan  dan  Jembatan

Darurat Bencana yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat

BIDANG
— BINA
MARGA

NO

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Pengelolaan SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai

Meningkatkan kelancaran distribusi air irigasi
ke petani pemakai air

Ketersediaan debit air per hektar

Pengembangan dan Pengelolaan sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah
1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah

Meningkatkan Kondisi Jaringan Irigasi

Jumlah irigasi primer dan sekunder pada DI
yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota

BIDANG
SUMBER
DAYA AIR

N
P

1 |Penyusunan Rencana Teknis dan Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen  [Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen
Dokumen Lingkungan Hidup untuk Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Lingkungan Hidup untuk Konstruksi
Kontruksi Bendungan, Embung, dan Bendungan, Danau dan Bangunan Bendungan, Danau dan Bangunan
Bangunan Penampung Air Lainnya Penampung Penampung

2 |Operasi dan Pemeliharaan Embung dan [Terpeliharanya Embung dan Penampung Air|[Jumlah Embung dan Penampung Air
Penampung Air Lainnya Lainnya Lainnya

3 |Koordinasi dan Singkronisasi Terlaksananya kegiatan pelatihan P3A dan Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan GP3A Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA
Pengelolaan SDA Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)

4 |Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |Terlaksananya Rehabilitasi jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan

yang Direhabilitasi (KM) ¢’

NO KEGIATAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 |Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah |Tersusunnya Perda dan Perbup Tata Ruang  |Jumlah Perda dan Perbup Tata Ruang
(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang
2 |Koordinasi dan Sinkronisasi Tersusunnya dokumen produk tata ruang Jumlah dokumen produk tata ruang
Perencanaan Tata Ruang Daerah
3 |Koordinasi dan Sinkronisasi Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pemanfaatan Ruang Daerah
1 |Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Tersusunnya okumen Persetujuan Substansi, [Jumlah dokumen Persetujuan Substansi,
Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Evaluasi dan Penetapan RRTR Evaluasi dan Penetapan RRTR
Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Tersusunnya Dokumen Sosialisasi Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan
Perundang-undangan Bidang Penataan |Kebijakan dan Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang-undangan Bidang
Ruang undangan Penataan ruang
3 |Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan |Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan
RTRW Kabupaten/Kota Sinkronisasi Penyusunan RTRW Sinkronisasi Penyusunan RTRW
Kabupaten/Kota
4 |Peningkatan Peran Masyarakat dalam  |Tersusunnya Dokumen Peningkatan Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman
Penataan Ruang pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat |dan tanggung jawab Masyarakat
5 |Koordinasi dan Sinkronisasi TersusunnyaDokumen Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan |Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk
Pembangunan Daerah Investasi dan Pembangunan Daerah Investasi dan Pembangunan Daerah
6 |Sistem Informasi Penataan Ruang Tersusunnya Data dan Informasi yang Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan
Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan dari Sistem Informasi Penataan Ruang
Ruang
7 |Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban [Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan
dan Penegakan Hukum Bidang Penataan|Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan
Ruang Hukum Bidang Hukum Bidang

BIDANG
> TATA
RUANG




8 |Sub Kegiatan : Operasionalisasi Tugas  |Terselesaikannya kasus yang Ditangani Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik
dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil|Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang
(PPNS) Bidang Penataan Ruang Penataan Ruang

9 |Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang| Tersusunnya Dokumen Koordinasi Jumlah Dokumen Koordinasi

Pelaksanaan Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Penataan Bangunan Gedung

Terbangunnya Gedung Pemerintah

Persentase Gedung Pemerintah Terbangun

Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Tertatanya Bangunan dan lingkungan

luasan bangunan dan lingkungan yang

Perencanaan, Pembangunan,
Pengawasan dan Pemanfataan
Bangunan Gedung Daerah

Teresusunnya Dokumen Perencanaan,
Pembangunan, Pengawasan dan
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan,
Pembangunan, Pengawasan dan
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah

Penataan Bangunan dan Lingkungan

Tertatanya kawasan perkotaan dan kawasan
strategis

Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan
di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional
Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan
Sistem Perkotaan Nasional dan
Kawasan _Strategis Lainnya

NO KEGIATAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 |Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem | Terselenggaranya Sistem Penyediaan Air Persentase rumah tangga yang terlayani air
Penyediaan Air Minum Minum layak dan Aman minum aman
2 |Pengelolaan dan Pengembangan Sistem |Terpenuhinya kebutuhan sanitasi layak dan | Persentase akses sanitasi layak dan aman
Air Limbah aman
1 [Penyusunan Rencana, Kebijakan, Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Strategi dan Teknis SPAM dan Teknis SPAM yang disusun (dokumen) Teknis
SPAM vang disusun (dokumen)
2 |Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ | Terlaksannya Konsultasi Supervisi Jumlah Konsultasi Supervisi
Perluasan/Perbaikan SPAM Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optim | Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Opti
li sasi SPAM (dokumen mali sasi SPAM (dokumen
3 |Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan|Terlaksananya sambungan rumah yang Jumlah sambungan rumah vyang
di Kawasan Perdesaan terlayani melalui Kegiatan Padat terlayani melalui Kegiatan Padat
K - X
4 |Pembinaan dan Pengawasan Terbinannya Kelompok Masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat
terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh |yang menyelenggarakan SPAM yang yang menyelenggarakan SPAM vyang
Pemerintah Desa dan Kelompok Terbina dan Terawasi Terbina dan Terawasi
Masvarakat
5 [Penyusunan Rencana, Kebijakan, Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan|Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan |Teknis SPALD dalam Daerah Teknis SPALD dalam Daerah
Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota Disusun Disusun
6 |Pembangunan/Penyediaan Sistem Meningkatnya jumlah Rumah Tangga Jumlah penambahan rumah tangga
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala |terlayani SPALD-T yang
7 |Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Menikngkatkan rumah tangga yang Jumlah penambahan rumah tangga
Sistem Pengelolaan Air Limbah terlayani melalui optimalisasi SPALD-T yang
Domestik Terpusat Skala Permukiman |Skala Permukiman terlayani melalui optimalisasi SPALD-T
8 |Penyediaan Sarana Pengangkutan Tersedianya Armada Pengangkut Tinja Jumlah Penyediaan Armada
Lumpur Tinja Pengangkutan
Lumpur Tinja
9 [Pembangunan/Penyediaan Sarana dan |Terkoordinirnya Sistem Pengelolaan Air Jumlah Rumah Tangga yang
Prasarana IPLT limbah Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air
Lim
10 |Pembangunan/Penyediaan Sistem Terbangunnya IPLT Kapasitas IPLT Terbangun
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala
Permukiman

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Pengembangan Jasa Konstruksi

Terlaksanaya pelatihan dan sertifikasi tenaga
kerja konstruksi

Persentase Jumlah tenaga kerja konstruksi
terlatih dan bersertifikat.

1 |Penyiapan Training Need Assessment  |Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan
(TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi |Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan
Konstruksi Jabatan Ahli Ahli

2 [Penyusunan Data dan Informasi Tenaga | Tersusunnya Data dan Informasi Tenaga Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja

Kerja dan Badan Usaha

Kerja dan Badan Usaha

dan Badan Usaha

KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Pemilihan Barang Milik Daerah

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas yang

Perssentase sarana dan prasarana
aparatuPerentase Terpeliharannya

BIDANG
CIPTA
> KARYA
L UPT.JASA
-
UPT.
\. PERALATAN
(" pan



1 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Terpeliharanya Alat berat Jumlah Alat Besar yang Dipelihara
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar dan dibayarkan Perizinannya (unit)

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si

NIP. 19671231 199203 1 117



POHON KINERJA DPUPR
KABUPATEN LOMBOK
TENGAH




POHON KINERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Meningkatnya Kualitas

Infrastruktur Wilayah dan
Penataan ruang

| ] 1 ] 1 ] ] | ]
Meningkatnya Kualitas BT i Meningkatnya . . - A Meningkatkan . Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas
Infrastruktur Lalu Meningkatnya cakupan Meningkatkan sanitasi Meningkatnya Layanan| . Meningkatnya layanan|
Jalan dan Jembatan " Infrastruktur Jalan P Cakupan Layanan air s AN Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Lintas Dan Angkutan . layanan Sanitasi yang aman Pengelolaan Sampah " jaringan irigasi
Kabupaten Usaha Tani minum Bangunan Gedung Penataan Ruang
Jalan (LLAJ
Meningkatnya jalan Meningkatkan sanitasi Menngl:;:mya Dor Memaksimalkan IPLT Menngkamy_a Menlngkamy_a Menlngk_atr_ryg Me"'"%’k."‘.“y"i‘ Meningkatnya
dan jembatan mantap yang layak P an Masy dalam cakupan layanan Infrastruktuf Jaringan Infrastruktur Jaringan prasa‘rfxna‘fslk Jaring prasarana fisik jaringan Perencanaan Tata
mengenai sanitasi aman Tersier Primer/Skunder irigasi Tersier irigasi Primer/Skunder Ruang
i Pembangunan Embung
. . Meningkatkan .
Meningkatkan SPALD-T Operasional IPLT Distribusi Air Minum dan Penz'xmpung air
Lainnya
Menyediakan
- infrastruktur gedung' Meningkatrya
Rekonstruksi jalan negara yang memadai
" Pemanfaatan Ruang
dan berfungsi dengan
baik
Perluasan Jaringan Meningkatnya
Perpipaan Produktivitas Tanam
A Meningkatnya
Perencanaan Penambahan SR Bangunan_tangkl septik| Pembangunan gedung Pengendalian
sesuai standar
Pemanfaatan Ruang
Pengerasan Menlng}(atnya Sumber Kondisi Opera5| dan
air Minum Pemeliharaan _
Pembangunan SPALD-T Pemeliharaan gedung
negara
— Operasi dan
Pengaspalan Pembangunan Sumur Pemeliharaan Embung
gaspal Bor dan Penampung Air
Lainnya
Memastikan keandalan
bangunan Gedung
Meningkatkan SPALD-S
Kelembagaan
Persetujuan Bangunan
gedung (PBG)
Rehabilitasi
pemeliharan berkala Pembangunan SPALD-S
jalan
Koordinasi dan
Singkronisasi
Peningkatan Kapasitas
K
Pengelolaan SDA
Perencanaan Penggantian prasarana Sertifikat Laik Fungsi
sanitasi LF)
Penambalan Penggantian prasarana Dokumentasi
sanitasi
Pelapisan ulang
Rehabilitasi

/pemeliharan rutin jalan|

Perencanaan

Penyediaan
kelengkapan jalan

Pemeliharaan kinerja




Pembangunan
Jjembatan

Penggantian jembatan

L

Penggantian Struktur

Pemeliharaan jembatan

Pemeliharaan kinerja
jembatan

__———=KEPALA DINAS
MEDAN PENATAAN RUANG,

—EAEU RAHADIAN, M.SI
NIP. 196712311992031117




RENCANA KERJA TAHUNAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TAHUN 2023
TARGE
SATUA T
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA N TAHUN
2023
1 2 3 4 5 6
T.1. MENINGKATNYA Indeks Infrastruktur Wilayah % 61
KUALITAS
INFRASTRUKTUR Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang % 42
WILAYAH DAN
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
Meningkatnya kualitas Persentase Panjang Jalan % 79,88
S.1 jalan dan jembatan kondisi Mantap
Kabupaten Persentase jumlah jembatan kondisi % 21,92
baik
Meningkatnya layanan Indeks Kinerja Irigasi % 56,9
S.2 jaringan irigasi
Meningkatnya Kualitas Tersedianya bangunan gedung yang % 64
S.3 Penyelenggaraan andal
Bangunan Gedung
Meningkatnya kelayakan | Persentase penduduk yang % 81,92
S.4 jaringan air minum dilayani dengan akses
terhadap pasokan air minum
Meningkatnya kelayakan | Cakupan Pelayanan SPALDS % 2,24
S.5 jaringan Sanitasi yang
dapat diakses oleh Cakupan Pelayanan SPALDT % 2,24
masyarakat
Meningkatnya Prosentase penyusunan % 33
S.6 Perencanaan Tata materi teknis RTR
Ruang Persentase Perda dan Perkada yang % 33
ditetapkan
Meningkatnya Persentase Penerbitan KKPR sesuai % 50
S.7 Pemanfaatan Ruang Rencana Tata Ruang
S.8. Meningkatnya Persentase KKPR yang dinilai % 50
Pengendalian Persentase Pengaduan yang ditangani % 45

PemanfaatanRuang

NIP. 19671231 199203 1 117
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PERNYATAAN PERTANIIAN KTNERJA SKFD
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PERJANIIAN KINERJA TAHUNAN 1013

Dalam mangka mevujudkan manajemen pemerin@ban vang ofektf oansparan dan akuntabel sera
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah nd-

Nama - Ir. LALU RAHADIAN, MSi

Tabaam - KEPALA DINAS PEEERTAAN UMUM DAN PENATA AN RUANG
Selanjumya disebut Pihak Perama

Nama - H LALUPATHUL BAHRL SIP

Tabamm - BUPATILOMEOK TENGAH

Selakiy atasan pibak pemama, selanjuinya dissbut Pibak Kedea,

Pihak perfama berjanji akan mevwnjudkan target kinerja yang seharusmya seswai lampiran perjanjian ind,
dalam maopks mencapai tagei kinerja janpla menengah seperil yang telah ditefapian dalam deloumen
perencanaan. Keberhasilan dan keparalan pencapaim targef kinerja tersebui menjadi fangpong jawab kami.
Pihak kedua akan melaimkan supervisi yang diperiukan serta alan melaloakan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tndakan yang diperfukan dalam rangka pemberian pengharzasm
dan samzsi

Praya, 03 Marst 2023

Pihak Fedoa Pihak Pertams

BUPATI LOMBOE TEMGAH. EEPALA DINAS
PEEERTAAN UMUM DAN PENATAAN BUANG

! EABURA TENGAH.

H ILATUFATHUL BAHET 5.IF I LALTU RAHADIAN ALSi
NIP. 196712311992031117
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5.6

Infrastrulor
Wilayah dan

PERJTANILAN ETNERTA TAHUN 2023
DINAS PEEERTAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Indeks Inprastuktor Wilayah B1 %
Indeks Pelaksanam Penataan 47 5%
Ruang
}.:[E:inghm}'a Eualitas Pm:e_u!niejallndal.m T 88
jalan dan Jembatan kondisi mantap
Kahupaten
Persentase Fumlah Femibatan
Eondisi Baik 1191 %
Meninglamya Eualitas Tersedianya Banzuman 54 %
Penyelenpraraan Banmuman | Gedung yans Andal -
Gedume
Meninglamya Layanan Indeks Einerya Irigasi
jaringan [mpasi 9%
Meningkamya Eelayakan | Persentase Penduwduk yang
jaringan Air Mimms Dilayand dengan Akses 2197 %
Terhadap Pasokan Air -
Mlimmm
Meninglamya Eslayakan | Calpen Pelayiman 0,56 %
Tarinpan Sanifasi yang SPALDS
Drapat Di Akzes oleh Caloopan Pelayanan 0,55 %
Masyarakat SPALDT
Meninglamya Eualitas Persentase pelaksanaan 3%
Penyelenpzaraan Pepataan | kegiatin penzamaran,
Fuangz pembinaan, pelaksanaan. dan
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B - ER LA e b bd

PROGERAM

Program Pemanjang Urnsan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kot
Program Penyelenzgarasn Jalan

Program Pengelolasn Sumber Air (Sda)

Program Penyelenzzarasn Penatzan Busng

Program Penataan Banzunan Gedung

Program Penataan banmonan dan Lingkmsannys

Program Penzelolaan Dan Pengembangan Alr Minum

BURPATILOMBOK TEMNGAH.

HILATUPATHUL 5IF

gEEEEEEE

ANGEARAN

10.193.726. 868
40.450.724. 260
4.885.137.215
416.663 440
7.755.061.160
1.0 735 (WD
46.795.745 340
14 878.585. T

NIP. 19671Z3119%2031117
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PERJANTIAN KINERJA TAHUNAN 2013

Dalam mangla mevujedian manajemsen pemerinfabam yang efeknf Tansparan dan akmmiabel sent
berorieniasi pada hasil. kami yang bertanda tangan di bawah ind-

Nama - H ABDUL KADIR, 5T
Jabaan  :  SEKRETARIS DINAS PEEERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Selanjumya disebut Pihak Perama

Nama - Ir. LALU RAHADIAN, M.Si

Tabatan - KEPALA DINAS PEEERTAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pihak permama berjanji akan mewnjudkan tarzet kinerja yanz seharuspya sesuai lampiran perjanjian in
dalam rangka mencapai target kKinerja jangka menengah seperii yang telah difetapkan dalam delume
perencinzan Keberhasilan dan kegapalan pencapaian @arget kinerja tersebut menjadi anzpme javab kam:
Pihak kedua akin melainlan supervisi yang diperlukan seria akam melaiokan evaluasi terhadap capaix
kinerja dan perjanjian ind dan mengambil tmdakan yang diperinkan dalam rangka pemberian penghargax
dan sangsi

Prava, 03 Maret 2023

Pihak Eedua Dihak Pertamns

EEPALA DINAS SEERETARIS DINAS
PEEERTAAN PENATAAN PEEERTAAN UMUM DAN
v PENATAAN RUANG
AN M.5i H. ABDUL KADIR ST
2031117 NIP_ 196E1231 190803 1 067

Ir LALT
NIP. 196712311




FPERJANIIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Meningkamya Sistem Pelavaman Persentase Layanan adminismasi
Pelayvanan Adminisirasi Perkantoran | SEPD
van Teriih dan Lancar
2. | Meninglaimya Samana dan Prasarana | Perssemtase sarana dan prasarana 100%;
Aparamur Dalam Rangka Pelaksanaan | aparatur yang kondisinya baik
Tuzas vang Profesional
i. | Terlaksananya Penumjang Umsan Persentase Tersadianmya 100%;
SEPD Pemmjmms Urusan SEPD
4. | Tersusunnya Delumen Perencanaan, | Tersusummya Persentase 100%;
Penpangraran dan Kenangan yang Dplumien Perencanaan,
berkalitas dan Alnmtabel Penganzraran Laporan Eeuansam
dan Laporan Evaluasi Einerja
Perangzkat Daerah
ND PROGREAMKEGIATAN ANGGARAN
1. Prozram Penunjans Urnzan Pemerintahan Daerah Rp. 19193 726,868
KabupatenHKota
- Adminisrasi Umnom Peramgkat Dasmah Bp. 135.844.151
- Administrasi Eenangan Peranskat Dasrah Bp. 12.776.666.910
- Pesencanaan Penpangpamn. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Ep. 24,876,450
Diaerah
- Pegyediammn Jasa Pemunjang Unisan Pemenniab Daerah Ep. 44288240
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penanjang Tnasan Bp. 1.143.159.830

Pemenintaham Dhastah

Ir. LALT IAN, M.Si
NIP. 106712311902031117

Praya, 03 Maret 2023

Pihak Pertama

SEERETARIS DINAS
PEEERTAAN UMUM DAN
PENATAAN BUANG

M

H ABDTL

5T

NIP. 10681231 109203 1 067
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PERJAN]JIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekdf, ransparan, dan akuntabel zerta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SUPRIADDIN, 5T

Jzbatan :  HEPALA BIDANG CIPTA KARTA

Selanjuinya disebut Pihak Pertama

Nama . Ir LALT RAHADIAN, M.Si

Jabatan - KEPALA DINAS PEEERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjuinya disebut Pihak Keduoa

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusmya sesual lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperti vang telah ditetapkan dalam
dokumen persncanaan. Heberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanzgung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi vang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari permanjian ini dan mengambil tndakan yang diperlukan dalam ranghka pemberian
penghargaan dan sangsi

Praya. 03 Maret 2023

Pihak Perta

EEPALA BIDANG
CIPTA EARY A

NIP. 19671231 92031117 HIF. 19751 22 1R0060 11013




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 | Meningketnym Infrastruktur Jaringan Persentese Cakupen Leyanan/Wilayah BL92%
Yang Dilayani Air Minum
2, | Perszntaze Akses Sanitesi Layak Persentase Tersedianya gedung 224 %
kantor yang lavak
3. | Menyediakan Infrastruktur Gedung Perzentmse Gedung Megera Terbangun o4 %
Megars Yamg Memadei Dan Berfungsi Yang Berfungsi Dengan Baik
Dengan Baik
ANGGARAN

NO PROGRAM/KEGIATAN

1, Pogram Pengelolaan dan Pengembangan Sitem Penyediaan Air

- Pengelolaan dan Pengembanzan Sistem Penyedizan Air Minum

[SPAM] di Daerah Eabupaten/Kota

2,  Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domisdk

Dalam Daerah Kabupaten Ko

3. Program Penataan Bangunan Gedung
- Penyelengzaraan BangunanGedung Wilayah Dasrah
Eabupaten,'Kota, Pemberian [zin Mendirikan Bangunan (IMB)
dan Sertifikat Laik Fungsi bangunan Gedung
4,  Program Penataan Bangunan dan Lingkungan-
- Penyelengsaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya D

Dasrah Kabupaten Kata

Pihak Eedua

EEPALA DINAS

Ir. LALT IAN, M.Si
NIP. 106712311992031117

REp. 31.071.466.350
Rp. 46.795.745.340

Rp. 14.876.585.700
Rp. 14.876.585.700

Rp. 7.755.961.160
Rp. 7.7550.961.160

Rp. 1.004.7235.000
Rp. 1.002.735.000

Praya. 03 Maret 2013

Pihak Pertama

EEPALA BIDANG
CIPTAEARYA,

MIP. 1975122 1g 008011013



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2023

Dalam rangka mevwujudian manajemen pemerintaban yang efektif mansparan dan akuntabel sema
berorientasi pada hasil. kami yang bertanda tangan di bawah ini-

Nama © MUNAWARDL ST. MT

Jabatan :  KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

Selanjumya disebut Pihak Pertama

Nama - Ir. LALU RAHADIAN, M Si

Jabatan - KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pihnkpermbexjanji_ahnmmmgetkinujaymg sehnusnynsesxmhmpmpex]anjmm
dalam rangka mencapai farget kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjad: tanggung jawab kami.
lonerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sangsi.

Praya, 03 Maret 2023
Pihak Kedua Pihak Pertama
KEPALA DINAS KEPALA BIDANG

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, SUMBER DAYA AIR

NIP. 19761222 200003 § 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. | Meningkatkan Prasarana Fisik Ind=ks Kinerja system Irigasi, cakupan

Jaringan Irigasi mrea terlmyani 6.3 %
NO PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN
"1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air Rp. 4.895.137.215

- Pengzelolaan 5DA dan Bangunan Penzaman Pantai pada Wilayah FRp. £.895.137.215
Sungai (WS dalam 1 (satu) Dasrah Eabupaten/Kota

Praya, 03 Maret 2023

Fihak Kedua Fihak Pertama
DINAS EEPALA BIDAMG
PEEERJAAN MATAAN RUANG, SUMBER DAYA ATP

Ir. LALU M.Si N '
NIP. 196712311902031117 NIP. 1% ?EJEEE 200003 § 002
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PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2023

Dalam rangla mevuudimm manajemen pemennaban yvang efektf Tansparan dm akumtabel seria
berarientasi pada hasil kami ying bartanda tangan di bawah ini-

Nama - MASSADRI ZULKARNAIN, ST.MT

Tabamm - EEPALA BIDANGBINA MARGA

Selanjumya disebut Pihak Persama

Nama - Ir. LALU RAHADIAN, M.Si

Tabamm - EEPALA DINAS PEEERTAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pihak pertara berjanji alan mewojudkan target kinerja yang seharusmya sesuai lampitan perjanjian mi
dalam ranpka mencapai farget kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapian dalam delumien
perencanaan Eeberhasilan dam kepagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tangpang jawab kami.
Pihak kadua akan melaiukan supervisi yvang diperlukan serta alan melakukan svaluasi terhadap capaian
kinerja dar perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian pengharzaan
dan sangsi

Praya, 03 Maret 2023

Fihak E=dua Pihak Pemama
EEPALA DINAS EEPALA BIDANG
PEEERTAAN UMLIM DAN AMARGS,
PEN. BUANG.

#
%
Ir. LATU B HADNTAN M 5i MASSADRI EULR(L-\E.SI'HI'

NIP. 196’-’1!311‘9’2&31117’ NIP. 18670311 200312 1 (6




PERJANTIAN KINERTA TAHUN 223
DINAS PERERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. | Meningkatnya jalan dan Persentase jalan kondisi baik dan TO.EER
jembatan mantap sedang
Ferseniase jembatan kondisi baik 2152 %
dan sedang
ND PROGRAMEEGIATAN ANGGARAN
1. Program Penyelenggaraan Jalan Rp. 49.450.724.260
- Penyelengearaan Jalan Kabupaten/Eota Rp. 49.450.724.260

Praya, 03 Maret 2023

Pihak Eadua Pihak Perama
EEPALA DINAS EEPALA BIDANG

PEKERJAAN UMUM DAN AMARGA,

#
[
WEEE(HH,HHI

031117 NIP. 19670311 200312 1 (D6

Ir. LALU
NIP. 196712311
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PERJANIIAN KINERJA TAHUNAN 2023

Dialam ranpka mevujudkan manajemen pemeriniahan vang efeldif, Tansparan, dan aloaniabsl sera
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan 43 banrah imd:

WNama : MUHAMAD SARJAN, 5T. MT

Jabatan :  EEPALA BIDAWG PENATAAN RUANG

Selanjumya disebut Pihak Partama

Nama : Ir. LALU RAHADIAN M.5i

Jabatan : EEPALA DINAS PEEERTAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Selakny atasan pihak pertama, selanjutnva disebut Pikak Eedus,

Pihak pertama berjanji alan mevujudican target kiverja vang sehamsnya sesnal lampiran perjanjian
ini, dalarn rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepern yang telah ditetapkan dalam
dpkumen perencanzan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung javab kami.

Pihak kedua akan melalmkan supervisi yang diperiukan serta aksn melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dar perjanjian inmi dan mengambil tndakan yang diperhukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sangsi.

Praya, 03 Maret 2023

Fihak Kedua

KEPALA DINAS
PEEERJAAN UMUM PENATAAN RUANG,

HIP. 1867125311 NIP. 19761231 200112 1 009




FERJTANIIAN KINEERTA TAHUN 2023
DINAS PEEKERJTAAN UMMUM DAN PENATAAN RUANG

1. | Menmgkairya Perencanaan Tata Ruanz | Persentase Penyusunan Maten 33 %
Tekhmiz BTR
Tamnlzh Perda dan Perkada EE
2. | Menmekaimya Pemanfaxtan Roang TJamlah Penerhitan ERPR sesuad 50
Rencana Tata Boang
3. | Meningkatrya Pengendalian TJapnlzh Lokasi KEPR yvang Dinilai 50
Pemanfaatan Bume
Jumiah Pengaduan ving Ditangani 45
ND PROGEAMEEGIATAN ANGGARAN
1. Program Penvelengearaan Penataan Buang Ep. 416.663 440
- Penstapan Bencana Tata Buang Wilayah (RTREW) dan Bencana Fp. 200485480
Finci Tama Rumng (RRTER) EabupatenFota
-  Eoprdinasi dan Sinkromisasi Persncanaan tata Fuang Diaerah Bp. 124 786480
Fabtupaten Kota
- HKoordimas: dan Sinkrondsasi Pemanfasian Buang Daersh BEP. 52411480
EabupatenFota

Praya, 03 Maret 2023

Pihak Kedua Pihak Kedua

KEPALA DINAS
PEEER]JAAN UMUM PEMATAAN RUANG,

Ir. LALT AN MLSQ
= 1915?13119!11]3111? NIF, 19761231 200112 1 009




PERNYATAAN PERTANIIAN KINERJA SKPD
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PERJANTIAN KINERJA TAHUNAN 2023

Dialam ranpgka mevnijudkan manajemen pemerintahan vang efaktif, tansparan dan aloniabel serta
berorientasi pada hasil, kami vang bertanda tangan di bavah imi:

Nama - LALT ANDI AHMAD SUPRLADI
Jabatan - KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama - H ABDUL KADIR, 5T

Jabatan - SEKRETARIS DINAS PEEERTAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Selalm atasan pihak pertama, selanjomva disebut Pihak Fedua.

Pihak pertamna berjanji akan mevujudican target kinerja vang sehamisnya sesnai lLanpiran perjanjian
imi, dalam rangka mencapai target kinerja jangks menengah sepert yang telah ditetaplkan dalarn
dokumen perencanzan Feberhasilan dan kegagalan pencapaian farget kinerja fersebui menjadi
tangzEung jawab kami.

Pihak kedus akan melakloakan supervisi yang diperiukan serfa akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja darl perjamjian ini dan mengambil tindaksn yanz diperiukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sangsi.

Prava, (3 Maret 2023
Pihak Kedua Pihak Partama
SEERETARIS DINAS EEPALA SUB BAGIAN..
PEEERJAAN UMUM DAN UMUM DAN KEEPEGAWALIAN,

PEMATAAN H‘.UM-IG‘(’

M

H ABRDUL EADIR 5T LALU ANDI I
NIF. 19681231 1909603 1 067 NIP_ 19771210 199B03 1 005




PERJANIIAN EINERJA TAHUN 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

dan Perizinan Kendarasn Dinas Operasional atau Lapangan

Pihak FKadua

SEERETARTS DINAS
PEEERTAAN UMUM DAN
PENATAAN R .

Manan

H ABDUL KADITE ST
NIF. 19681331 199803 1 067

L. Tersedia dan Terpeliharanya Terpeliharanya Kendaraan Dinas 35 Uit
Sarans dan Prasarang Pendulumg | Operasionszl SEPD
Opersainal SEPD Pengadsan Fendarasn Dinas 2 Unit
Operasionsl
Terbayarny Fasa Sumber Daya Air 12 Bulsn
dan Lismik
Tersedizmya Peralatan dan 15 Ulnit
Parlenskapan Fanter
2 Terarahmya Pelaksanaan Propram | Terlaksanaya Bapat koordinasi 12 Bulan
dan Eegiatan antara Pemerintsh dan konsultasi ke nar daerah
Pusat dan Diaerah
NO EEGIATANSUB. KEGIATAN ANGGARAN
1. Administrasi Umum Perangkat Daerah Ep. 144285 620
- Penyediaan Peralatan dan Perlenglapan kantor Rp. 62620620
- Penyelengzaraan Fapat Koordinasi dan Konsultasi SEPD Rp. B1.666.000
2. Penvediaan Jaza Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Ep.
- Penyediasn Jasa Komuonikasi Sumber Daya Air dan Lisoik Bp. 13969745640
- Penyediaan Jasa Pelayanan Uhrmon dan Kantor Rp. 32544000
3.  Pemelibaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urnsan Ep. 239123270
Pemerintah Daerah
- Penyediasn Jasa Pemeliharazn, Biaya Pemeliharazn, Pajak Rp. 239123270

Praya, 03 Maret 2023
DPihak Pertama

EEPALA SUB BAGIAN
UMM DAN EEPEGAWALAN,

LALT ANDI

STUPRIADT

NIP. 19771200 190803 1 005



PEENYATAAN PERTANIIAN KINERJA SKPD

'.h.- F LR

PERJANIIAN KINERTA TAHUNAN 2023

Dialam rangka menjudkan manajemen pemerintahan vang efektif, transparan, dan akuntabel sera
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangam di bervrah imd:

KNama o NUBAEKSA 550s.

Jabatan :  EEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EEUANGAN
Selanjutnya disebut Pihak Partama

Nama :  H ABDUL KADIR ST.

Jabatan . SEERETARIS DINAS PEEERTAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Selak atasan pihak pertama, selanjuoryva dissbur Pikak Kedua,

Pihak pertama berjanji akan mevnjudican target kinerja vang sehamsnya sesnai lanpiran perjanjian
ini dalam rangks mencapai target kinerja jangks mensngah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanzan Feberhasilan dan kegagalan pencapaian target kdnerja tersebui menjadi
tangzgang javab kami.

Pahak kedus akan melakukan supervisi yang diperhukan serta akan melakokan evaleasi tethadap
capaian kinerja darl perjanjian imi dan mengambil tindakan yang diperhukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sangsi.

Praya, 03 Marst 2023
Pihak Kadua Pihak Pertama
SEERETARIS DINAS EEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
PEEERJAAN UMUM DAN KEUANGAN,
PENATAAN n.m}m.
H. ABDUL KADIR, 5T NURAKSA, 5.505

NIP. 19681231 199503 1 067 NIP_T9oS 1289680+ 210




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. | Tertatanya Perencamaan dan | - Persentass fersusunnys 100%a
Laporan Einerja SEPD yang dokumen Fenja, REA Laporan
Almtabsl Capaian EKinerja Bulanam

SEPD, LEj-IP, LPPD dam
LEPT,

2 Terarah dan terkendalinya - Pembavaran gaji ASN 12 Bulam
Adminisirasi dan Laporan - Tersosunnya Laporan Feuangan 1 Dokumen
Eeusnzan SEPD Akhir Talun SEPD

- Tersosunnya Laporan Feuangan 18 Dakamen
Bulanan Trivalan Semesteran
SEPD
NO KEGIATANSUB. KEGIATAN ANGGARAN

1 Adrministrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penvedizan Gaji dan Tunjangan ASN
- Eopordinasi dan Perpusuman Laporan Kenangan Alchir

SEPD

- Eopordinasi dan Perpusunan Laporan Eesuangan

Bulanan/ Trivulan Semesteran SEPD

2. Perencanaan, Pengangegaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

- Permusuman Dolonnen Perencanaan Perangloat Dhaerah
- Eopordinasi dan Pemyusuman Laporan Capaian Einerja

dan Iichiisar Fealisasi Kinerja SEPD

Pihak Kedua

SEERETARIS DINAS
PEEERTAAN UMUM DAN
PENATAAN H'.T..'AI?.

M

H. ABDUL KADIR 5T
NIP. 1946581231 190803 1 067

Rp.
Rp.

Rp. 16.328.573.899
Rp. 15.073.570.859
Rp.
Rp.
Rp. 48077520

337464 340

17.538.700

30.807.500
17.270.020

Praya, 03 Mdarer 20323

Pihak Pertama

EEPALA SUB BAGIAN

N,

NIP. 19651231 199803 1 210



PERNYATAAN PERTANIIAN ETNERTA SKFD

ComefeCn, e

PERJANIIAN KINERJA TAHUNAN 2023

Dialam rangka mevujodian manajemen pemerintahan yang efekrf, oansparan, dan alonabel
saria berorientasl pada hasil, kami yang berianda tangan di bavah imi:

Nama :  MURSIN, 5T

Jabatan : EEPALAUPT. JASA KONSTRUKSI

Selanjumys disebut Pihak Partams

MNama : Ir LALU RAHADIAN, ALSi

Jabatan : EEPALA DIMNAS PEEERTAAN UMUM DAN PEMATAAN RUANG

Selalm atasan pihak pertama, selanjomrya disebut Pikak Kedoa.

Pihak pertama berjanji aksn mevwujudkan target kinerja yvang sehamosoya sesual lampiran
perjanjian im. dalam rangka mencapal targer knera jangka menengah sepern vang telab
ditetapkan dalam dokumen perencanazn. Keberhasilan dan kegazalan pencapaian target knerja
tersebut menjadi tanggumg jawal kami.

Pihak kedua akan melaloakan supervisi yvang diperlukan seria akan melalmlen evaluasi
terhadap capaian knerja darl perjanjian ind dan mengambil tindaken vang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sangsi.

Prava, 03 Maret 2023
Pihak Kedua Pihsk Kadua
KEPALA DINAS KEPALA UPT. JASA KONSTRUKSI,
PEKERJAAN UMUM QAN PENATAAN RUANG, Pz

Ir LALU L MLSi MURSIN. ST
NIP. 19-5?131199103111? NIP. 196460725 199203 1 010




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS PEKERJAAN TUMUM DAN PENATAAN RUANG

1. | Meningkatrya tenaga kerja Persentase JTumlsh tenaga kerja
konstruksi yang marmenihi krmstrukesi terlatih dan 0.35%
PeTSYaratan bersertifikat. T
kompetensi
Praya, 03 Maret 2023
Pihak Kedua Pihak Feadua
KEPALA DINAS
PEEERJAAN UMUM PEMATAAN RUANG, EEPALA UPT. JASA KONSTRUKSI,
Ir. LALU . ML5i mﬁlg

NIP. 1957131199%“—‘“” NIP. 19640725 199203 1 010



PERNYATAAN PERJANIIAN KTNERTA SKPD

L mgeion § fralen

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2023

Dialam rangka mevujodican manajemen pemerintahan vang efektif, transparan dan alantabel
serta berorientasi pada hasil kami yang bertanda tangan di bavah ini:

Nama . EKO HADI HANDOYO, 5T

Jabaran :  EEPALA UPT. PERAT ATAN DAN PEMNGUITAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir LALU RAHADIAN, M.5i

Jabatan : EEPALA DINAS PEEERTAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Selaln atasan pihak perfama, selanjuinya disebut Pihak Kedna

Pihak pertama berjanji aksn mevwujudkan target kinerja vang seharosnya sesual lampiran
perjanjian ini. dalam rangks mencapal target knerja jangka menengab sepert yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kepagzalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggumg jawak kami.

Pihak kedns akan melakukan superdisi vang diperlukan seria akan melakuksn evaluasi
terhadap capaian knerja darl perjanjian ini dan menzambil tindakan yang diperlukan dalam
ranghka pemberian penghargaan dan sangsi.

Praya, 03 Maret 2023

Pihak Eedua Pihak Eadua
KEPALA DINAS KEPALA UPT. PERALATAN DAN
PEEERJAAN UMUM D, MATAAN RUANG, PENG
=27
Ir LALUR. N, MSi EKO HANDI HANDOYO, ST

NIP. lﬂﬁ?lﬂllﬂ'ﬂ{ﬂlllli’ NIP. 197705312010011009



PERJANIIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. | Menmingkatmrya unmar kendarzan alat | Jumlah Unit Kendaran Alat 10 Uit
Tbearat Barat vang terpelihara. o
Jumlah Alat Besar wvang
Dipelihara dan dibayarian 19 Unit
Derizi fmit)
XNO EEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN
1. Pemilihan Barang Milik Dasrah Pemumjang Umnsan Pemerintah Bp. 1004171919
Draerah
- Penyedissn Jasa DPemeliharaan Bisva Pemelihatasn dan RBp 1.004.171.819
Peririnan Alat Besar
Praya, 03 Bdaret 2023
Pihak Kedua Pihak Kedua
HEPALA DIMAS

MNIF. 197705312010011009




INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH




PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAK PENATAAN RUANG

KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

KEPALA DINAS,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomor.: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penctapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah:
bahwa untuk efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan  Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah, perlu ditetapkan Dokumen
Indikator Kinerjn Utama dan Indikator Kinerja Individu;
bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud
dalam hurul a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Individu
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Pembentukan
Dacrah-Dacrah Tingkat 1l Dalam Wilayah Daerah-Daerah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambalmn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);




f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Ewvaluasi Pelaksanann Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

f.  Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem
Akuntabilitas Kincrja Instansi pemerintah

# Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penctapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Relormasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

L Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasl Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah;

j- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016
Nomor 6);

k, Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 75
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja;

I Peraturan Bupati Lombok Tengah No 42 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021
tentang Kedudukan dan Susunan Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Pekegaan Umum dan  Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah

Memperhatikan :© a. Rencana Strategis Dinas Pekerjasan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026;
b. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-
2026

MEMUTUSKAN :
Menctapkan
KESATU . Indikator Kinerja Individu Dinas Pekerjaan Umumg dan Penataan
Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 schagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan inl, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas dan fungsi mendukung tujuan dan
pencapaian kinerja organisasi;



KEDUA ¢ Seluruh ASN dengan jabatan sebagaimana terlampir dalam
lampiran ini, berkewajiban melaksanakan Indikator Kinerja
Individu;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth,
1. Bupatl Lombok Tengah (sebagai laporan)
2. Inspekrur Kabupaten Lombok Tenganh



LAMPIRAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR ' Tahun 2023
TANGGAL -
TENTANG ¢ INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2023
[ uio Jabatan bg’r— M‘Hw‘ O Formulasi =
2 5
2 | Sekretans Menrgiatriya Pelayanan Ingeks kepuasan
Kesskretariatan OPD et
Has! evaluasi SAKIP GB
F cari [nspektorat
3. | Kasubbag Umum | Terlaksananya pelsyanan | Jumiah kebutufan nein | Jumian kebutuban rubn
dan Kepegawaan | rutin periantomn persantoran
administrasi dan
persantoean
,gawp.-_t..um RS
Sarpras Jumiah sarpeas umiah sarpras perkantorsn
ntoran perkantoran dalam kondisi baik
dalam kondiy baik galamn konds balk
4| asibeg Ti Jurrish dokumen Jumian dokumen
Perencanaan dan adminstras dan penganggarsen dan penganggaran dan Bporan
Keuvangan pelspocan g laporan keuangan ngan yang
Daerah yang akuntable
n
Perercanaan dan 1 Jumish dokumen lumiah dokumen perercanaan
PeRpOaN kneris mm dan bporan kinerja Organisasi
Dasrah yang berkuaktas knerja Crgansasl |
(9=suail pedoman) dan Porangikat Daerah

S. | Fungsions Tersusunnya dokumen Jumish dokumen (Jumah dokumen tepat wakiy
Perencana perangkst daerah tepat perangkat daerah yang [Jumiah dokumen yang
waktu diserahkan dalam format |~ disusun) X 100%
softcopy dan hardcopy
— tepat wakiy
keselarasan kesebraan  (Jumioh dokumen yang selaras
arkar dokumen dokumen perencansan | Jumiah dokumen
pErencanaan perangat dsssun) X 100%

& | Anals Pergumpuian dan Persertase data yang  |(Ceta yang danales Muatan
Perencanaan dan | pergacalisasn dsta denalss Jaralis yarg dictuhkan
Evaluasi Pelaporan o bahan evaioy ‘sesum Pedorman) x 100P6

7. | Bendaham Membuat Bporan Wmm—mm vang

POrtANgGUNGIaWaDan Yang dsusun disusun/Jumiah LP) yang »
berdakara harus daumun seael
[ketentusn) x %
Mabkukan penganasan Persentase data [(Data keuangan yang
keuangan keuangan yang diperiksa | keuangan yang
:ﬂ&nﬂn uriuk dipenkss) x
, . 1
Menghimpun gan Persentase Jumiah dan  (Jumiah Surat masuk dan
Perkartonan MeMEroses Jonis surat (masuk dan  keluar yang
surat egiatan aoministrasl | kelusr) diadminstraskan/Jumiah total
perkantoran, Surat masuk) x 1009
perancanaan dan
Velbad T 57
T4, Verfikator dglmmmn Persantase m (Dola:m Pencairan mez;il
Kesangan pencairan percairan dan yang  vang diverfikasiDumiah
» diverifikas }d&m Pencairan dan SPJ) x
1




KEPUTUSAN KEPALA DINAS DPUPR
TENTANG TIM PENYUSUN SAKIP
DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH




PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

m DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TS5 Talan Raden Puguh Komplek Kantor Bupati Gedung A Lantal 4 Praya Kode Pos 83511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Menimbang:

Mengingat:

KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : /DPU-PR/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

3.

SJl

KEPALA DINAS,

bshwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024, perlu
membentuk Tim Penyusun Sistem  Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah {SAKIP) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a., periu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Pembentukan
Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4286); p
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara ([Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua sebagaimana telah diubah dengan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negarm Republik Indonesia Nomor 6573);




KESATL:

KEDUA

KETION

. Vemtursn Pemerimad Nomee 53 Tuhon 2005 | tentang
Pengelodoan Xeuoanguu Deacrah (Losbaran Negora Bepratdik
Indopesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambabhun Lesbernn
Negare Mepubitk Indoowals Nomor 45781

8 Frewuran Pemecintah Nomor 8 Tabus 2006 tenlang Melsporan
Keunngan Dan Kiners Instansé Peaeriolal: {Lexbearan Nogam
Hepubli Indonesia Tahun 2006 Neaxs 25 Tambtohan
Lembaran Negara Bepubik Indeacsis Nomer 461 4);

9. Peostunan Presiden Reputdik Indocesiy Nomoe 29 Tahun 2014
fenleng Sidem Akuntabilitas Kinech Instassd Femerintad
ILemtaran Negnra Regubdik Indonesda Tabiuen 2014 Noaor B

10, Perstuman Menter! Dadom Negent Reputitk Indosesty Nemee 77
tnhun 2020 seotang Pedoman Teknis Pregelolsan Kruaogan
Daerah (Berira Negam Repubisk ndosesis Tahun 20020 Nomor
17581,

11 Penaturmn Mensers Dalam Negrr! Nomoe 54 Taliun 2000 teninng
Pelaksmnman Pommturan Pemechma Nomor & Tahus 2008
trotang Takoapan Tam Caro Prowusunen, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksansan Reocasa Pesbecgunan Dnwerah (Berito
Negarn Bepablis ledonesis Tuhun 2010 Nomeoe 5171

123, Peroturnn Menterd Peodayagaraan  Apararur  Negara  dan
Reformuesi Birokmal Noawr 535 Tahwun 2014 temung getunjuk
Tehsen Permnjlan Kinech, Pelapocsn Kioede des Tata Carn
Reviu atan Laporsn Kine g Tastansd Peimerintad (Hersa Negamn
Republik indonesis Tahun 2018 Nomor 1842);

I3 Pemaruras Docral Kabuputen Lommbok Tengah Nomor 6 Tebun
2016 entang Frmbeatukan das Syvanan Perangkst Dacssh
(Lemlmras Daemh Sabupawn Lomtok Tengah Tahun 2016
Nemur h;

14, Peosturan Bypats Kabupaten Looetok Tesgals Nomor 75 Tabeen
121 sebagaimara el diubelr dengun Peestuman Tupard
ook Tenguhi No 42 Tadmn 2022 twntng Kedudukan,
Susutun Oigencast, Tuges, Fangs dan Tow Kenia (Serla
Dserab Kabuparten Lomtok Tengah Tahun 2022 Noaws |

Fembentukan Tun Peoyusen Dolumen Sistess Akumiubiltas  Kinerjs
Pemesiniah SAKIF) puads Donsa Pelenean Umom Dan Penssan Beang
Kabupaten Lombok Tesgel Taliun 2024 dengan susassn Keanggotsan
sehapaimans sercantum dalam Lampimn Kepotusun s

Susunan  kesogaotsun Tan Dokmmen Sistemn AKiodabditas  Kinerls
Femoectniah Dious Pelerjuen Ustsan Dwn Peoatann Ruang
Kabupssen Lombtok Teagah Talwan 2024 serdied durd pejstut tn wtaf
dilieghup Dinas Prkedean Umumt Dan Prodtean Ruang  Kebupaten
lambok Tenguh sebagaimsss torrantwm dadam Lamporsn Keputusan ol

Tim Pemvusun Doosmen Ststom Alkunabdites Kinerya Pegterutal Daas
Peketiuin Umuimn Dan Menasann Rusng Katgaten Loenbok Tengah Taliun
2009 dimaksod dakun dikitess kesuiu Kegratusan =2, melaksanakon tugns
secara peomh untek berpesant sertn dalum pemusaman  dokumen
dokumen Sistem Akpedabilias Kinerla Praerintah Disas Prierjaan
Ustirss D Penatann Muang Kabupasen Lombok Tengat, mellpath
Rencana Seom Tadsanan (HET)

Perinrgan Kineria (FR);

Mencana Akst

Indekoter Kinenjs Utumns (IKLUE
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Inddentor Kaumps Indovadu (IR

Cascndng,

Laporan Kinera Instansl Peerammaly (LK Tabiun 20024,
Pengukuran Kaors Trinulan T - TV Tabun 2004 dan

Evuluuve Intemm! enlaackan encann Akl (Treaydan - 1V ) Tahun
FLLAL

Ll Bl BT

KETIGA: Kepurusan o mubal berbiku sesok tagen) ditetaghan

Ditecaphas & Prayu
Padn Tangead Janvard 2024
Kepals Dtnns,

21137
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LAMPIRAN KEPALA DINAS PEXERJIAMN UMUM DAX IPENATAAN  RUAXCG

KAHUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR Taluun N4

TANOOAL

TENTANG SUSUNAN  KEANGQOTAAN TIM  PFEMUSUN  SISTEM

AKUNTALHLITAS KINKEIA PEMEIENTAH DINAS PEXEKILIAAN
UMUM DAN PERATAAN BUANG TAHUN 204

| 1 1 .: :. ‘ .I . ]
L No Nama (Jabatan dutoms Toes |
e ALY RAHADIAN, M, 8|/ Xepala Doos Pekecaan Umom |
| &, | dan Pepataan Ruang ‘ Penase “
l | MUBHAMALD SARIAN, 8T, NT/ Sekretans Dinsa Pekeoman Rekus :
Ly Nmum San Peostsan Reang il |
1 EXANITA SOVIANTL, ST M. Exg/) Fungsiona) Teok Jalen " = |
LT | dan Jessbetan Ak Muds Y- “ ) |
4 ;luz.m CHAIRANT, ST{ Fungséonal Tenlk Peagainn AN A X
| = | MUMAMAD NASILST] Pungionsl Teis liengunan dan "1 l -
,-.h‘mm Abli Madn 4 221 30
LB | AHMAD HALIF), SE/ Kisibag Tatu Usabu Juse Konstriksd Argpiin
| » L LALL RUDI HERMAWAN, ST. MPWK, U&r/w“ml

| Peoatoan Rusng Ahli Muda ’
U ZULKARNAIN HAKIM, S5 M. Ak Analis [e— E\nhnm




LAPORAN EVALUASI BERJENJANG
BULANAN REALISASI PROGRAM




PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
| DINAS PEKERJAAN UMUM
@/ | DAN PENATAAN RUANG
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PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

. Kondisi realisasi fisik dan keuangan untuk bulan Januari Tahun Anggaran 2023

| bisa terealisasi sebesar Rp. 853.147.234,- (0,60%) dimana yang terealisasi

“hanya belanja pegawai berupa gaji saja, sedangkan untuk kegiatan yang lain seperti

~ belanja modal masih dalam kondisi nihil karena saat ini dalam proses survey dan

perencanaan kegiatan. Ditargetkan untuk pekerjaan fisik dapat mulai dilaksanakan
pada awal bulan Maret 2023

-




SOP EVALUASI AUNTABILITAS KINERJA
INTERNAL PEMERINTAH
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SOP PENGUMPULAN DATA
DAN KINERIJA




LAMPIRAN SOP PENGUMPULAN DATA DAN KINERJA

DINAS PEEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (50F)
PENGUMPULAN DATA DAN PENGUKURAN KINERJA

Jalsn Haden Pugub Kompicks Kansor Bupati Lombek Tengah Gedung A Lantsi 4 Prava



I. LATARBELAKANG

Pengambilan kepumsan bamclabh  didasarian pada fakim dan bulan  hamm
menzandalkan pada msithsi saja. Fakia tersebut dibasilism sebagal hasil malisis daim
menjadi suai informaszi. Data menipakan suatm objek ywne terdolomentasiian dan
terstmuktur. sedanskan informasi metupakan hasil dari pengolahan data. Data dan
informasi dapat diperoleh melabad survey. warancara, observasi dan ekspermen
afaupmn didapat dan penelifan yomg telah dilaknkan sebelmmmya oleh pibak lam,
Esherhacilan Imonledre manazement di suaty orpanisasi saneat tersanmung kepada
ketersediaan data dan informasi yang hapdal, relevan dan lengkap.

Suatm organisasi yang berdoinerja baik dapat dilihat dar keterkaitan denpan visi. misi,
adalah kemampuoan kerja yang ditumjukikan depgan hasil kegja. Einerja orgamisasi
hendaknya memmpakan hasil yang dapat divlor dan menzpambarkan kondisi smpirik
o ieaci dari berba=ai ul yorys ikt Sewnikiin lingsi kinesja sute
Qrganisasi. malka semakin tnzEi tngkar pencapaian M arganisasi

Agar  dam  pencapaian  kirerja  di Dinas Pekerjaan Umom dan Peratam
Bunang Eabupaten Lembek Tengah dapat diwdr dan  disampaikan  dengan
bepar, tepat wakiu dan berangzungiavab, maka diperiukan suam  Standar
Dhinas Pekerjaan Unumm dan Perafaan Fuang Eabupaten Lombok Tengah,

Il TUJIUAN

Penmompulan data dan penpuloman kinerja  Dinas Pekerjaan Urnum dan Penataan
Bunang Eabupaten Lombek Tenpah dilalulan secara berkala setiap bulan dan setiap
rimrulan dalam st fabun berbojuam ok -

kzpiatan sampai ke jenjang Indikator Einerja Utama (TR

2. Melalulan analisis capaian kinema dengan mengacn pada target di Penefapan
Eineja.

3. Melakukan koordinasi basil evaluasi dan apalisis capaian Indikator Einerja
Utama (IEU} dan menyusunm rencama aksi pencapaian kimerja pada tabap
selamjuimya.

M. RUANGLINGEUP
Buang linglop S0P Penpumpulan Data dan Pensukuran Emena menmzat ketenhan
MmenZenal |

1. Diata Einerja IEU dan [KFE vang dikumpuolioan
2. Metodolopl pelaksanaan pemanimman’ moniporing kinerja, kepmedian dilaloakan
evahuxsi kinetja vang disertai dengan penmulnran dan pelaporan inerja
3. Tindak lanjut dari basil evaluasi kinega.
IV. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Momor 25 w@hm X4 temmng Sistem  Perencanasn

Pambansnrann Masional
2. Perammn Pemerintah Nomor 30 Talum 2004 ienfang Bencana Kerja Pemerin@b.



3. Peraturan Pemerintah Nomer 39 Talan 2006 tentang Tata Cara Penpendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembansunan

4. Peranman Pemerimtah Nomeor 8 Tabun 2006 tentang Tata Pelaporman Esuangan
dan Einerja Incransi Pemerintah.

5. Peraturan Presiden Momor 29 tabun 2015 tentang Sistem Akumfabilitas Kinerja
Instansi pemerintah

§. Peratran  Menteri Neparm  Pendayagunaan  Aparator  Negara  Nemor
PERAMPANS20T tentang pedoman Umam Indikator Einerja Utama &
Lingkunean mstansi Pemerintah

1. Peraaran Menteni Negara Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi
Nomer 53 Talum 2014 tentanz Penmjuk Teimiz Perjmnjian Emerna. Pelaperan
Emerja dan Tata Cara Beview ams Laporan Alumiabilias Emerja nstanci
Pemermiah

E. Perataran Menten Negar Pendayasunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tabhan 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem

DEFINISI

1. Pemantanan (Monrioring) adalah keziatan pemantauan yvang dilakukan umbak
memastkan apakah nput atan sumberdaya vang tersedia telah optimal
dimantaatian dan apakah kegiatan yang dilak-amakan telah menshasilkan ourpur,
ourcome, bengfTr dam impact yang diharapkan;

Evaluasi adalah kegiatan uniok memilai eficiensi dan efektifitas suata kegiatan

denzan mengeunakan indikater-mdikator tojuan yang telah ditetapkan Evaluasi

mi dilakmkan secara sistematk dan obyelif serta terdin dan evaluasi sebelum

kepiatan dinulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kepjatan selesad:

3. Indikator adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapal dan progtam dan
kspiatan yang telah dirtencanakam atau sasaram yang akan dicapai;

4. Indikator Kinerja adalah ukuran bhaantitatif dan koalitatf yang menpzambariam
keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan vang telah direncamakam
atau sasaran yvang alan dicapai:

5. Indileator Kinerja Utama (IKT) adalah ukuran keberhasilan suati tojuan dan

4. Penpulkuran Kmerja adalzh suam metode uwiuk memlai dan menpulon tngkart
kemajuan kinerja instansi’ umit kerja demgan membandingian antara farget yang
telah ditetapkan denpan realisasi kinera;

1. Pelaporan Data Kimerja adalah salah sam benmi media penyampaian informasi
hasil capaian kinerja dan pelaksamaan propram dan atau kepiatan dan tingkat
keberhasilanmya suata pembanpuman

PERSYARATAN UMUM

1. Perjanjian Kmerja.
2. Form Evaluasi Kinerja.

[




VII. KRITERLA KEBERHASILA™

Apahbila capaian kimeja telab memepnbi’ melebihi arget yanz telab ditetaphem dalam
VIIL DOETMEN PELENGEAP

8.1 Perjanjian Kinarja

£2 Rensima

83 Laporan KEinerja Instamsi Pemerinmah (LEjIF)

B4 Eussioper Eepuasan Pelangzan

5 Dwlommen hasil penilaian SAKIP

X PROSEDUR
21 Prosedor Penpumpulan Diata Kinerja

1. Eepala Dinas Pekerjzan Unmm dan Penataan Fuang Eabupaten Lombok
Tenpah memerinablan Selretars uniik melaloakan penzompolan dam kkinsrja

1. Selyefaris melaknkan rapat denpan Tim SAEIP Dimas Pekerjaan
Unmm dam Penaman Fuang Eabuparsn Lombok Tenzah ok memberikan
araban pelaksanaan kegiaan penpmipalan daia Kinsrja.

3. Tim SAETP menyusun rencana kepiatan pelaksansan pensumpulan data.

4 Tim SAETP menzompuolian doelomen-doimmen yang diperhiom mhidk
kegiatan penzumpulan data.

5. Tim 5AKTP menyiapkan formaolir pensumpulan data capaim knerga.

6. Formulir penpmmpulan dara capaian kinerja  didismibusikan  kepada

7. Selrateriat dan Bidang denpan dibaniu siaf menpisi formmlin penpumpulan
data capaian kKinerja selamjumys menyerahkan formalic yang telah diisd
kepada Tim SAEIP.

B. Tim SAETP merslap data capaian kinerja.

8. Tim SAETP melaporkan hasil rekapimias dafa kbinerja kepada Sekoetars.

10. Selgetaris menpanaliza laporan hasil pepsumpulan da kinetja. apabila
sefuju alan digopakan sebagal baban uniuk penyusunan Laporan Kinea.

11. Selvetaric melaporkan data lonerja kepada Eepala Dinas Pekerjaaan Ummm
dan Penataan Bummz Eabuparen Lombak Tenpah

12, Menyimpan data kineTja.

21 Prosedur Penpulmran Kinerja
l. Eepala Dinas Pekerjaan Umam dan Penatzan Ruang Eabupaten
Lombek Tengah memerinfahkan Seloeans unink melakukan penguloorankinerja.



1 Sekretaris melalulan rapat dengan Tim SAKIP wmruk memberiian arahan
pelakzanaan kegiatan pensukuran kinerja.

j. Tim SAKTP menyusun rencana kemiatan penmakuran bmasa.

4 Tm SAETP menyiapkan metodologl pengokuran capaian kinerja anfuk
vang SMART.

5 Tm SAEIP meslaimkan penmoloran cipaian binena mengsunakan
metndelogi yane telah ditetaplan

6. Tim SAKIP merekap selurah hasil penpulooran capaian kinerja umiak tiap-
flap UUAD SASAran PrOETAmL kegiatan

7. Tim SAKIP melaperian basil relapitulasi penguiuran bnerja kepada
SekTetaris

8. Sekretaris mengamalisa basil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju
aian dipumakan sebazai baban umiuk penyusuman Laporan EKinena dan
evaluasi. Jika tidak maks dikembalikan unimk dilengiapd sesuai atahan

0 Sekretaric melaporkan data pengukuran kimerjs kepada Fepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang Eabapaten Lombok Teneah

10. Menympan data kinerja.
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SOP PERENCANAAN
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KOMPETENSI SDM
PELAKSANA BINTEK
PERENCANAAN




B —

ye1oeq] ULBUBNIY [BIPUS( IR
I pofoy urereq UvHIUIWRY ehufpmeig
€102 roquaydag
Elsauopu] Fyqnday uadsN wereq ueLIUIWSY Yoo Funynpip uep
BAR(lmMBIg SE}SIAIUN SIUSIE UBD [WOUOHT SHINNE (ANZMJ) Yesorq uep vieSoy weBuenay ueiley jesnyg uedusp eureselianag

eissuopu] yrqnday weduensy ueLIIUIWIY
Y20 ueeredFuIEsI(]

(£10Z 39qmerdeg o p's snysnly gz redBuvy snumny wesuesywreg)

€roz unyel ¥1 uejeySuy
yeioe( uefusnay snsinyj
qease( uereSlurBusd nep uveRUROIUAISd INPOW

SN1INT weywnedulp yepay

LVAVE VIVOONHIL VSNN - HYONAL YOHWO1 NALYdNgGV
WASH NVA WAWN NVVRIINEd SYNIA ¢ IsuBsuy
6L6]1 RIVANV( 1€ MAANVL @ Jmgeq BL/vedway
S10 1 10010Z 1E106L61 : dIN

‘48 WINVH NIVNIVY'INZ ¢ BureN
EL0Z/ANZ’/Z) '} OLMAdd-7LAYN/OE ‘ON

NVSATINT3IN VONVL LMIILY3S




KEPUTUSAN BUPATI PEMBENTUKAN
TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS




PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

TERINTEGRASI PADAPEH!RDITAH KABUPATEN I.DMBOK TENGAH

b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim
Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan
Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah
Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Lombok
Ten@h Tahun Angpmn 2023 yang ditetag

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655); ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

*’




Muda pada Inspektorat Daerah

15 | Harsono, S.Pd., MM, Perencana Ahli Madya | Assesor Perangkat
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah

16 | Syamsul Rijal, ST, staf Subbag Perencanaan | Assesor Perangkat
dan Keuangan pada Dinas Kesehatan Daerah

17 | Zulkarnain Hakim, SE, M.Ak, Analis | Assesor Perangkat
Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas PUPR Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

18 | Aidil Putradi, S.Sos. Perencana Ahli Muda | Assesor Perangkat
pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah

19 | Rosyidi Ahyar, ST, Perencana Ahli Muda Dinas | Assesor Perangkat
Perumahan dan Permukiman Daerah

20 |Lalu Gatot Suherman, S.Adm. Pengelola Bahan | Assesor Perangkat
Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

21 | Musyahrain, S.Sos. Perencana Ahli Muda pada | Assesor Perangkat
Dinas Sosial , Daerah

22 | Dewi Masdiani, S.STP.M.Ak, Perencana Ahli| Assesor Perangkat
Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Daerah
Transmigrasi

23 | Siti Fatimah Nora, SP. Perencana Ahli Muda | Assesor Perangkat
pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah

24 | Hery Gustaf Surenggana, SP. Penyusun | Assesor Perangkat
Program dan Anggaran pada Pelaporan Dinas Daerah
Lingkungan Hidup ;

25 |Lalu Khaeru Hudan, S.STP, Kasubbag | Assesor Perangkat
Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Daerah
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

26 | Baiq Ratnasari, S.Sos. Kasubbag Perencanaan | Assesor Perangkat
dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan ‘Daerah
Masyarakat dan Desa

27 | Baig Widie Hartini, S.STP. Perencana Ahli| Assesor Perangkat

Daerah
Daerah
Perhubungan

29 | Rizky Eka Setia, A.Md, Pengelola Pemanfaatan | Assesor Perangkat
Barang Milik Daerah pada Dinas Kominfo Daerah

30 | Khaerul Umam, S.STP, M.AKk, Kasubbag | Assesor Perangkat
Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Daerah
Perindustrian dan Perdagangan

31 |Lalu Winata Kusuma, ST, Kasubbag| Assesor Perangkat
Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Daerah
Koperasi dan UKM

32

SE, Perencana Ahli

Assesor Perangkat

Citra Wahyuningtiyas,




KUISIONER PENILAIAN
PEMANFAATAN KINERJA




Komponen [ Pernyataan

1 | Informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan

Informasi isu strateqgis dalam laporan

1.a | kinerja unit crganisasifunit kerja dibahas
oleh pimpinan unit organisasunit kerja
Informasi rencana kerja dalam laporan
1.b | kinerja unit crganisasifunit kerja dibahas
oleh pimpinan unit organisasiunit kerja
Informasi capaian kinerja dalam laporan
1.c | kimerja unit organisasifunit kerja dibahas
oleh pimpinan unit organisasiunit kerja
Informasi realisasi anggaran dalam laporan
1.d | kinerja unit crganisasifunit kerja dibahas
oleh pimpinan wnit organisasiunit kerja
Informasi permasalahan dan rekomendasi
dalam laporan kinerja unit organisasi’'unit
karja dibahas oleh pimpinan unit
organisasiunit kerja

2 | Informasi dalam laperan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai

Saya mengetahui informasi isu strategis
2.8 | unit organisasi’unit kerja dalam laporan
kinerja

Saya mengetahui informasi rencana kerja
2.b | unit organisasi'unit kerja dalam laporan
kinerja

Saya mengetahui informasi capaian Kinerja
2.c | unit organisasi'unit kerja dalam laporan
kinarja

Saya mengetahui informasi realisasi

2.d | anggaran unit organizasiunit kerja dalam
laporan kinarja

Saya mengetahui informasi permasalahan
2.e | dan rekomendasi unit organisasi/unit kerja
dalam laporan kinerja

Saya mengetahui informasi kemajuan hasil
2f | pelaksanaan kegiatan dalam laporan
kinerja

Saya mengetahui informasi deviasi antara
2.0 | rencana serta realisasi fisik dan keuangan
dalam laporan kineria

5 | Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian
aktivitas untuk mencapai kinerja

1.e




Komponen [ Pernyataan

Informasi kemajuan hasil pelaksanaan
kegiatan dalam laporan kinerja berkala
telah digunakan dalam penyesuaian
aktivitas unituk meancapai kinera

ib

Informasi deviasi antara rencana dengan
realisasi fisik dan keuangan dalam laporan
kinerja barkala telah digunakan dalam
panyasuaian akiivitas untuk mencapai
kinarja

3.c

Informasi permasalahan dan rekomendasi
dalam laporan kinerja berkala telah
digunakan dalam penyesuaian akiivitas
uniuk mencapai kinera

3d

Laporan kinera perods sebelumnya
menjadi acuan untuk penyusunan laporan
kinerja paricde berikutnya

Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian

anggaran untuk mencapai kinerja

Informasi kemajuan hiasil pelaksanaan
keqgiatan dalam laporan kinerja berkala
telah digunakan dalam penyesuaian
anggaran untuk mencapai kinerja

4.b

Informasi deviasi antara rencana serta
redlisasi fisik dan keuangan dalam laporan
kinerja barkala telah digunakan dalam
penyasuaian anggaran untuk mencapai
kinerja

Informasi permasalahan dan rekomendasi
dalam laporan kinerja berkala telah
digunakan dalam penyesuaian anggaran

uniuk mencapai kinera

Informasi dalam laporan kinerja telah digu
keberhasilan kinerja

nakan dal

am evaluasi pencapaian

Informasi isu strateqis dalam laporan
kinerja unit organisasi'unit kerja telah
digunakan dalam evaluasi pencapaian
keberhasilan kinerga

5b

Informasi rencana kerja dalam laporan
kinerja unit organisasi'unit kerja telah
digunakan dalam evaluasi pencapaian
keberhasilan kinera

S5.c

Informasi capaian kKinerja dalam laporan
kinerja unit organisasi'unit kerja telah
digunakan dalam evaluasi pencapaian
kebearhasilan kinera




Komponen / Pernyataan

Informasi realisasi anggaran dalam laporan
kinarja unit crganisasi'unit kera talah
digunakan dalam ewvaluasi pencapaian
keberhasilan kinerja

Informasi permasalahan dan rekomendasi
dalam laporan kinarja unit organisasi'unit
kerja telah digunakan dalam evaluasi
pencapaian kebarhasilan kinerja

Informasi kamajuan hasil pelakssnaan

5 f keagiatan dalam laporan kinerja berkala

" | telah digunakan dalam evaluasi pencapaian
keberhasilan kinerja

Informasi deviasi antara rencana serta
realisasi fisik dan keuangan dalam laporan
kinarja telah digunakan dalam evaluasi
pencapaian kebarhasilan kinerja

Laporan kinerjs periode sebalumnya dalam
5.h | laporan kinaerja telah digunakan dalam
avaluasi pencapaian keberhasilan kinerja

Informasi dalam laporan kineria telah digunakan dalam penyesuaian
perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya

Informasi isu sirateqis dalam laporan
kinarja unit crganisasi'unit kera talah

G.a | digunakan dalam penyesuaian
perencanaan kinerja yang akan dihadapi
barikuinya

Informasi rencana kerja dalam laporan
kinarja unit crganisasi'unit kera talah

6.b | digunakan dalam penyesuaian
perencanaan kinerja yang akan dihadapi
barikuinysa

Informasi capaian kinerja dalam laporan
kinarja unit crganisasi'unit kera talah

G.c | digunakan dalam penyesuaian
perencanaan kinerja yang akan dihadapi
berikuinya

Informasi realisasi anggaran dalam laporan
kinarja unit crganisasi'unit kera talah

G.d | digunakan dalam penyesuaian
perencanaan kinerja yang akan dihadapi
berkuinya

Informasi permasalahan dan rekomeandasi
dalam laporan kinerja unit organisasi'unit
G.e | kerja telah digunakan dalam penyesuaian
perencanaan kinerja yang akan dihadapi
berkuinya

5.d

5.8

5.0
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Matriks Renstra INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR KINERJA
1

Matriks RKT

Matriks IKU

Matriks
Rencana Aksi

)
INDIKATOI( KINERJA

|

Matriks

Perjanjian Kinerja

Pengukuran
Kinerja




DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL
EVALUASI AKIP TAHUN 2023

parTar s AN

= Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE AKIP

Internal Tahun 2023
= Lampiran Data Dukung

@ Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Raden Puguh Puyung Praya

@ https://lomboktengahkab.go.id

@ +6281907601122

{ah
ﬁ( perencanaanpupriomboktengah@gmail.com
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PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Pusat Pemerintahan Gedung A Lt. 4 Jalan Raden Puguh Praya 83511

Website : http://dinaspupr.lomboktengahkab.go.id E-mail : perencanaanpuprlomboktengah@gmail.com

Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE AKIP Internal terhadap LKjIP
(Per Mei 2024)

Rencana Aksi Tindak

Status/Progress

No | Kode Rekomendasi Lanjut Bukti Dukung Penyelesaian
1. 1b PK 2023 dan 2024 | a. Telah dilakukan R—— Selesai
belum di penstempelan PK Tahun B
formalkan (belum 2023 dan 2024
di stampel) b. PK 2023 dan 2024 yang
telah dilakukan
penstempelan telah
diunggah pada aplikasi E-
SAKIP Reviu
(https://esr.menpan.go.id/)
PK 2024
Selesai
1b Masih terdapat Telah dilakukan reviu dan Selesai
sasaran kinerja revisi IKU Utama DPUPR
yang bersifat Kabupaten Lombok Tengah
output, serta untuk Tahun 2023
indikator kinerja berdasarkan
tidak relevan PER/09/M.PAN/5/2007
dengan sasaran tentang Pedoman Umum
yang ingin dicapai | Penetapan Indikator Kinerja | |KU yang telah disesuaikan sasaran
Utama di  Lingkungan | ginerjanya agar tidak berbahasa output.
Instansi Pemerintah
2 1b Pohon kinerja |a. Telah dilakukan revisi IKU _ - Selesai
telah dibuat. |b. IKU telah diunggah pada .
Namun belum aplikasi E-SAKIP Reviu
delaras antara (https://esr.menpan.go.id/)

kondisi/hasil yang
akan dicapai di
setiap level
jabatan

c. Cascading telah termuat di
E Sakip Reviu

a. IKU yang telah direvisi

b. Kondisi/hasil yang akan dicapai di
setiap level jabatan telah terlaksananya
di Cascading yang dibuat secara
terpisah

H
\l“

Cascading implementasi dari pohon
kinerja yang telah memuat kondisi/hasil di
setiap level jabatan

1]15
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PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Pusat Pemerintahan Gedung A Lt. 4 Jalan Raden Puguh Praya 83511
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. Rencana Aksi Tindak . Status/Progress
No | Kode Rekomendasi Lanjut Bukti Dukung Penyelesaian
2.b Belum ada di |a. Pada dasarnya telah Selesai
upload Laporan E- dilakukan e-monev
Monev Bapperida Bapperida per Triwulan
per Triwulan pada Tahun 2023
b. Telah  diunggah  bukti
dukungnya pada aplikasi
E-SAKIP Reviu -
(https://esr.menpan.go.id/)
E Monev Bapperida Triwulan-an
3.a Mengupload Telah  dilakukan  upload | - het Selesai
Laporan Kinerja di | Laporan Kinerja di PPID =
Aplikasi PPID
e
Daftar Informasi Publik di PPID yang telah
memuat Dokumen Perencanaan DPUPR
di Tahun 202
| e Selesai
Proses memasukkan ke PPID
3.b Laporan Kinerja | a.Telah dilakukan S Selesai
belum sesaui penstrukturan ulang
dengan yang terhadap muatan Laporan
diamanatkan Kinerja, dengan menambah
PermenPANRB muatan internal yang dirasa
53 perlu
Tahun 2014
Struktur Laporan
3 3b Laporan  kinerja |a. Sebenarnya sebelumnya o T o R T Selesai
belum telah dilakukan, namun
menginformasikan distrukturkan ulan dan

perbandingan
realisasi kinerja
dengan target
tahunan

b. Dimulai

disajikan ulang kembali
perbandingan realisasi
kinerja dengan target
tahunan

dari Sub Bab
.2.1 sampai dengan
111.2.9, dan dari Tabel 3.5
sampai 3.43

Telah dilakukan perbandingan realisasi
kinerja dengan target tahunan.
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. Rencana Aksi Tindak . Status/Progress
No | Kode Rekomendasi Lanjut Bukti Dukung Penyelesgian
3.b Laporan Kinerja . Sebenarnya sebelumnya c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah; Selesai
. Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap pada
belum f k Ejelath ktdIII?I(Ukan’l namdun Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menmengah adaleh  mengalami
menginfokan istrukturkan  ulan an
perbandingan disajikan ulang kembali
realisasi  kinerja perbandingan realisasi Telah dilakukan perbandingan realisasi
dengan kinerja  dengan target | kinerja dengan target jangka menengah
target jangka jangka menengah
menengah . Dimulai dari Sub Bab
.2.1 sampai dengan
111.2.9, dan dari Tabel 3.5
sampai 3.43
3.b Laporan  Kinerja . Sebenarnya sebelumnya | b. Perandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Selesai
belum telah dilakukan, namun Torakhiy
. f k d k k | d Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kendisi Mantap pada
mengin 0 an !Stl'-L.J turkan ulan ar! Tahun 2023 adalah 72.38%, dan realisasi di Tahun 2022 sebesar 72.38%. Ini
perbandlngan d|saj|kan Ulang kembali artinya kondisi adalah tetap. Untuk indikator Persentase Jumlah Jembatan
realisasi  kinerja perbandingan realisasi Kondisi Baik, terealisasi sebesar 60,929 dan pada Tahun 2022 belu terhitung
dengan kinerja dengan target Pty
realisasi kinerja jangka menengah T_elah dilakukan perbandingan realisasi
tahun-tahun . Dimulai dari Sub Bab | kinerja  dengan target tahun-tahun
sebelumnya 2.1 sampai dengan | sebelumnya
111.2.9, dan dari Tabel 3.5
sampai 3.43
3.b Laporan Kinerja ja. Sebenarnya sebelumnya | ¢ #naisis v wtan Selesai
beIUm telah dilakukan namun Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah
1 dilakukan
menginfokan distrukturkan — ulan  dan | adspun senyebss capsian reaiisest kinerja disntarany sebagal berikut:
kua“tas atas d'sa]'kan ulang kemba“ 1. Secara prinsip, dalam pencapaian kinerja Persentase Jalan Mantap,
capaian  kinerja | perbandingan realisasi e A
2. Program/Kegiatan untuk kondisi Jalan dal
beserta kinerja dengan target Status Mantap yang telah mencapsl 72,38 %
upaya nyata jangka menengah b. Program/Kegiatan untuk meningkatkan kondisi Jalan menjadi Mantap pada
R . R Jalan yang Kondisinya belum mantap dengan persentase 27,62 %
dan/atau . Dimulai dari Sub Bab 111.2.1 2. Tidsk tercapainya Target Persentass Jalan Mantap sebesar 79,88 %
hambatannya Sampai dengan 111.2.9, dan disebabkan oleh kombinas! faktor yang saling berkaiten, diantaranya:

dari Tabel 3.5 sampai 3.43

2. Panjang jalan yang bisa dintervensi Program/Kegiatan Pemeliharaan
secara rutin pada Tahun 2023 sebagal bagian dari mempertahankan
kondisi mantap hanya sepanjang 218 km dari 586,19 km. Itu artinya ada
gap/selisih sebesar 368,19 km antara panjang Jalan yang harus tetap
dipelihara secara rutin dengan panjang jalan yang diintervensi pada
Program Pemeliharaan Jalan.

-

Panjang jalan yang harus dilakukan Peningkatan Jalen menjadi mantap
adalah sebesar 7,50 % (60,74 km) dari realisasi tahun 2022 yang telah
mencapal 72,38%. Namun, pada Program Rekonstruksi Jalan hanya

Telah dilakukan  analisis
keberhasilan/kegagalan

penyebab

Adagun atematf solusi yang bisa dan telah diakuken olsh DPUPR i tahun
tersebut adalah sebegal bkt
1. as

/DED pads Program deng: kan
metode-metod tertentu/khusus. Misal untuk mengatasi masalan kandisi
tanah dasar yang tidak stabil maka metode yang bisa dipakai, saloh satunya
adalah sebagal berkul: Metode dilaksanaken dengan menggunakan

Kiwsus. yang pengukuran pengembang

Khusuis

Meswpusin Progam Peryelenggarasn Jaken Sub Kegiatan Pembangunen Jakn
dan Pembangunan Jenibatan sebagal Program Utana Pencapsian Kinera
Sasaran 1. Hal in untuk memenub pencapaian KU DPUPR, mengatasi deviasi
simpangan antara realisasi dan target kinerja berupa Persentase jalan dalam

kondisi mantap dan sebagal upaya untuk menghadapi Tantangan 1.

Program prioritas kedua adalsh Pemelibaraan Berkals dan Rutin dan
Peaggantian Jembatan dan Pemelinarsan Rulin Jembstan sebagai bentuk
perwuudan tujuan mempertahankan Jalan dalam kondisi mantap

Melibathan partisipesi masyarakal sekitar proyek dalam hel pengewassn
Melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat yang berpotensi
atau telan terjedi konflik terkait opini sebagian masyarakat perihal kandisi

jalan mantap yang tidak merata
6. Berkaordinasi dengan Bapperida terhadap aspirasi mosyarakat dalam hal

Ppeagusulan pekerjaan terkad jalan dan jembatan, baik dari jalur Musrenbang

Telah dilakukan upaya nyata
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%
o Rencana Aksi Tindak . : Status/Progress
Rekomendasi Lanjut Bukti Dukung  Penyelesaian
Telah diupayakan dilakukan g A T Selesai

No | Kode
3ic Belum ada
notulen rapatyang | pada Laporan Kinerja Tahun
2023

diupload

Notula Rapat Triwulan yang dengan
Kepala Dinas sebagai Pimpinan Rapat

Sumber: LKj-IP DPUPR Tahun 2023
Praya, 29 Mei 2024

.45, ~Kepala Dinas
wim dan Penataan Ruang,

Y
A
I ’
=
TR E
08 \%

A'l‘\'\_'%(

e

N2 N, M.Si
992031117
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LAMPIRAN DATA DUKUNG
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PERNYATAAN PERJANIIAN KINERJA SKEPD

e T L T T

PERJANJIAN KINERIA TAHUNAN 2023

Dalam rangka mewuslkin manajemen pemermhban yang efektif, mansparam, dan  akunsabel sers
barorwitasi pada hasil, kams vang berfanda tagan d bawal i

IR Ir. LALU RAHADEAMN, M.Si

Jahatan REPALA DINAS PEEERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUAMNG
Sedmpuimya diseba Pihak Pertama

Tamma H. LALU PATHUL BAHRL 5.0F

Jahatan BLUFATI LOMBOK TENGAH

Selaku ainsan pihak pentama, selanjuenya disebut PFihek Kediag

Pihak pertnma bempangi okan mewujudknn target kirerja wang sehansnyn sesm Inmpaoan peranjam o,
dalam rangka mencapm targel kinera pngha menengal sepeti yang telab doespkan dalsen dokumen
perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian 1orget kinenja versebul menjad tangeung jawal kami

Pihak kedua akan mebakukon superviss vame diperukan sera akon medakukan evaluas terhadap capasan

kimeria darn penangian mi dan mengambil inmdakan yvang diperlukan dalae rangka pembenan penghargaan
dan sangs

Praya, 03 Mared M23

Mihak Kedaa Mhak Pertama

o1 T M LOMBOK TENGAH,

% et

REFALA DINAL

oy

JLAEE L BAHRL 5.IF

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah dilakukan Penstempelan
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G A Tidakaman sim-bappeda.lomboktengahkab.go.id/e-dalren/index php/opd/opd * O @

ks @ M Gmail @ Maps @B YouTube By Teemshkan [ Folder baru [ Semua Bookmark

Home Renstra Renja Monev Dokumen Realisasi Laporan Realisasi

Dashboard e-Monev

Rp. 4,144,245,509 Rp. 27,154,953,129 Rp. 86,076,608,150 Rp. 149,564,504,838

743 % 5.63% 28.6% 1529 % 63.27 % 4525% 94.99 % 81.27%

&, Rekap Realisasi PDF

% Realisasi Indikator

/A Tidakaman  sim-bappeda.lomboktengahkab.go.id/e-dalren/index.php/laporan w &)

@ M Gmal @ Maps @B YouTube By Terjemahkan [ Folder baru (=g

Home Renstra Renja Monev ~ Dokumen Realisasi Laporan Realisasi

Laporan Monev

Monitoring dan Evaluasi

Triwulan | Triwulan [I Triwulan [l Triwulan IV
+ Tambah &, Laporan Excel
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program . Rp.170,089,111,238 Rp.4,144,245,509
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM(%) % Anggaran (7.43%) % Indikator (5.63 %)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Sangat Rendah Sangat Rendah
Faktor Pendorong/Penghambat dan Tindak Lanjut Keterangan

1. Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

2. Faktor penghambat pencapaian kinerja:

3. Tindak Lanjut Yang di Perlukan Dalam Triwulan Berikutnya

oktengahkab go.id/e-dalren/index.php/laporan_Kan dalam Renja SKPD tahun berikutnya

Laporan e-Monev yang telah diaktualisasikan di Aplikasi E-Monev Bapperida
(http://sim-bappeda.lomboktengahkab.go.id/)
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v| 50 | Row
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Penanggungjawab  Waktu dan Bentuk v::&ua
Ringkasan Isi pembuatan atau Tempat Informasi 7
No & : Tahun Penyimpanan D
Informasi Penerbitan Pembuatan yang 7
- atau Retensi
Informasi Informasi Tersedia 3
Arsip
Praya, 30 Mei
1 Umum Dan Penataan PR 2024 online 5 Tahun -
2024
Ruang
Dinas Pekerjaan N
2 RPJMD mum enataan AR a0 aniine 5 Tahun -
Ruang
ND! Dinas Pekerjaan
) INDIKA Dinas Pekerjaan Prays, 30 Mei
3 KINERIAUTAMA  Umum Dan Penatean -/ 2024 online 2 Tahun
(KU} 2024 Ruang £8e Kategori PPID
LKJP DPUR Tahun s Pekerjaan 30 Mei nlormasi Serla Merla
r i Lt Dan Panatash 2024 online 5 Tahun -
i) nformasi Berkala
Dinas Pekerjaan S e -
5 LPPDTAHUN 2023 m Dan Penataan 3% ¢ 2004 onling 2 Tahun - Il e S
- Potongan disimpan ke clipboard
6 2024 online 2 Tahun -
il
ppid lomboktengahkab.go.id/daftar-informasi-publik?id_skpd=1000228tahun= * O 0O
M Gmail @ Maps @B YouTube B Teremankan [ Folder baru [ Semua Bookmark
HOME Ev INFORMASIPUBLIK ~  PROSEDUR = REGULASI ~ K i
2vza pre—
KINERJA 2024 Ruang o
Laporan Keu o
Dina: n
. POHON KINERJA Praya, 30 Mei - _ o
R DINAS PUPR Umum Dan Poastann | 2o 2024 onfing. 0 Tahun - Himbauan @
Ruang
Laporan Kinerja
: Dinas Pekerjaan =
Rakap Realisasi e f Praya, 30 Mei o .
9 Umum Dan Penataan .’ 2024 online 2 Tahun ;
Monev 2024 Peraturan [ 65 ]
Ruang
Dinas Pekerjaan e Parjangan [ <o)
10 Rencana Aksi2024  Umum Dan Penataan ' o0 =0 V& 2024 online 2 Tahun -
Ruang 0 Profil SKPD o
nas Pekerjaar Surat Keputusan/ SK
RENCANAKERJA LS Pekeraan Praya, 30 Mei ) uret Reputlcan @
11 S Umum Dan Penataan . 2024 online 2 Tahun
(RENJA) 2024 2024
Ruang Rencana Kerja o
RENSTRA DPUPR Praya, 30 Me - Standar Oparasional Prosedur (SOP) [148]
2 (it : 2024 5 Tahun -
Dokumen LHKPN [ 251]
RINGKASAN RKA  Dinas Praya, 30 Mei
GKY 30 Me ie
13 Umum o) 2024 online 2 Tahun - Kejian o
2024 2024
Ruang
Inventaris Barang [ 12 ]
LHKPN KEPALA Dinas Pekerjaan
63 Umum Dan Penataan 2024 online 10 Tahur - Jadwal Kegiatan [4]
Ruang
PERDAAPED [2]
LHKPN KEPALA ‘ -
‘raya
64  BIDANG TATA Umum D 3 2024 onling OKUMEN LPED ©
g Maret 2024 - DOKUMEN LPPD
RUANG 2022 Ruang e
- ) DOKUMEN RPJMD [1]
LHKPN KEPALA Dinas Pekerjaan I

Dokumen Perencanaan, Pengaturan dan Pelaporan Kinerja yang Telah Diunggah di PPID
(https://ppid.lomboktengahkab.go.id/daftar-informasi-publik?id_skpd=100022&tahun=)
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LKj-IP DPUPR KAEUPATEN LOMEDK TENEAH TAHUN ZDZ3

Tanget Target Realisaxsi
Indikator Kinera T T
Tujuan dan Sasaran ™= {IHLI) Satuan I:lﬂilil.-l apzz | 2003 H]ﬂul 2022 | 2003
Persentase Pengaduan : i .
vang dhtansaan -] k] ar 15 o

Seeriders Felkalor Kineris LEarma (TR DPUAS Katynalan LormBiok Tangah Talot 2023, Canaian Reaieas’ Srogram
ey Kapata Tt 2027, LGP OFLR Kalerateo Loibek Tevgal Talun J022
Adapun secara khusus, zkan disajikan masing-masing secara terpering sesusl Sasaran,

II1.2.1 Sasaran 1 {Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten)

Tabel 3.5 'Cﬂp-hﬂl‘l Realisasi H:im:rju Saszaran 1
DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

Tujuan dan Indikator Target Taract Tanget Realisasi
Kinera ama | Satuan 021 Akhir Maseanal
‘Sasaran {1y Imm:mﬂmﬂm[mmm
I | Meningeatnrga Porsenbase
kualbtas jalan Famjang Jalan B BAAT 73117 | ™.H8 100 /] 7138 | ¥238
dan jenbatan konidisd Mankap
Eabupaten Porsenbase famian
pemicatan kondsi B 2059 Z1.92 | M.H1 2595 bl . Her
Lok
+ Tabel 3.6 Perhurldirlgan Realisasi Iﬂl‘l!l]l Sasaran 1 ﬂ!l‘lﬂll‘l TIh;Et Tahunan
Jangka Menengah Tahun 2023
Realisasi Tahum 2023 (%)
Indikator kinera
Target | Realisasi Capalan KimErja Bategor
Porsenbase jalan dalam kondis mantag a5 JE3H Tidak Mencapai S0EL Bailk
Persontass Jumian JeTiekan Kondb Bok | 2481 G097 | Mencapal (Melampaul) | 27505 | Baik sekali

Berdasarkan Tzbel 3.5-Tabel 3.6, dapat disampaikan informasi sebagai berikur

a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;
Bahwasanya rezlisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap pads
Tzhun 2023 adalsh 72,.38% dengan target 73.88%. Schingga kondisinya Tidak
Mencapal, dengan gap 7,50 %. Untuk indikastor Persentase Jumlah Jembatan
Kondisi Baik, reslisasi sehezar 60,92% dari target 24,81%. Maka kondisinys
Mencapai (melampaui),

b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun
Terakhir
Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap pads
Tahun 20232 adzlsh 72.38%, dan realisasi di Tahuwn 2022 sshesar 72.38%. Ini
artimya kondisi zdzlsh tetzp. Untuk indikator Persentase Jumlsh Jembatan
Kondisi Baik, tersalisasi sebesar 60,%23% dan pada Tahun 2022 belum terhitung
resliszsinya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah:
Bahwasanya rezliszsi indikator Persentasze Panjang Jalzn Kondisi Mantap pads
Tzhun 2023 terhzdzp Target Jangks Menengsh adalzh mengalami

Bukti Dukung pada Laporan LKjIP bahwa Telah dilakukan Perbandingan Realisasi Kinerja
dengan Target Tahun 2023, Tahun tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah
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e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah
dilakukan

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Secara prinsip, dalam pencapaian kinerja Persentase Jalan Mantap,
dibutuhkan dua Program/Kegiatan, yaitu:

a. Program/Kegiatan untuk mempertahankan kondisi Jalan yang sudah dalam
Status Mantap yang telah mencapai 72,38 %

b. Program/Kegiatan untuk meningkatkan kondisi Jalan menjadi Mantap pada
Jalan yang Kondisinya belum mantap dengan persentase 27,62 %

2. Tidak tercapainya Target Persentase Jalan Mantap sebesar 79,88 %
disebabkan oleh kombinasi faktor yang saling berkaitan, diantaranya:

a. Panjang jalan yang bisa diintervensi Program/Kegiatan Pemeliharaan
secara rutin pada Tahun 2023 sebagai bagian dari mempertahankan
kondisi mantap hanya sepanjang 218 km dari 586,19 km. Itu artinya ada
gap/selisih sebesar 368,19 km antara panjang jalan yang harus tetap
dipelihara secara rutin dengan panjang jalan yang diintervensi pada
Program Pemeliharaan Jalan.

b. Panjang jalan yang harus dilakukan Peningkatan Jalan menjadi mantap
adalah sebesar 7,50 % (60,74 km) dari realisasi tahun 2022 yang telah

mencapai 72,38%. Namun, pada Program Rekonstruksi Jalan hanya

Bukti Dukung pada Laporan LKjIP bahwa Telah Memuat Analisis Penyebab
Keberhasilan/Kegagalan dalam Pencapaian Kinerja
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Adapun alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun

tersebut adalah sebagai berikut:

1.

Meningkatkan kualitas perencanaan/DED pada Program dengan memasukkan
metode-metode tertentu/khusus. Misal untuk mengatasi masalah kondisi
tanah dasar yang tidak stabil maka metode yang bisa dipakai, salah satunya
adalah sebagai berikut: Metode dilaksanakan dengan menggunakan
consolidometer khusus yang memungkinkan pengukuran pengembangan
khusus

Menyusun Program Penyelenggaraan Jalan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
dan Pembangunan Jembatan sebagai Program Utama Pencapaian Kinerja
Sasaran 1. Hal ini untuk memenuhi pencapaian IKU DPUPR, mengatasi deviasi
simpangan antara realisasi dan target kinerja berupa Persentase jalan dalam
kondisi mantap dan sebagai upaya untuk menghadapi Tantangan 1.

Program prioritas kedua adalah Pemeliharaan Berkala dan Rutin dan
Penggantian Jembatan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan sebagai bentuk
perwujudan tujuan mempertahankan jalan dalam kondisi mantap

Melibatkan partisipasi masyarakat sekitar proyek dalam hal pengawasan
Melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat yang berpotensi
atau telah terjadi konflik terkait opini sebagian masyarakat perihal kondisi
jalan mantap yang tidak merata

Berkoordinasi dengan Bapperida terhadap aspirasi masyarakat dalam hal

pengusulan pekerjaan terkait jalan dan jembatan, baik dari jalur Musrenbang

Bukti Dukung pada Laporan LKjIP bahwa Telah Memuat Alternatif Solusi dan Upaya Nyata

terhadap Permasalahan yang Dlhadapi
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Bukti Dukung Terkait Notula Pencapaian Triwulan dengan Kepala Dinas Sebagai Pimpinan
Rapat (Merupakan Bentuk Perhatian Pimpinan OPD terhadap Pencapaian Kinerja)
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